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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kepada Dzat Maha 
Penyantun Robbil ‘Izzah atas kesenantiasaan-Nya mengilhamkan 
inspirasi dalam berkarya. Sholawat dan salam dipersembahkan 
kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai ungkapan rasa 
penghormatan untuk beliau yang telah menciptakan mata air 
peradaban dengan maslahah yang dapat dinikmati oleh seluruh 
penduduk dunia.

Adalah sebuah kesadaran nyata bahwa agama Islam bukan 
hanya ditujukan untuk kepentingan laki-laki tetapi untuk manusia 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, kelompok bahkan juga 
agama. Ruh Islam terletak pada semangatnya yang membebaskan 
seperti yang tercermin dalam ajaran dasar Islam yakni Tauhid. 
Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu 
yaitu Tuhan. Sementara yang membedakan hanyalah mutu 
ketaqwaannya.

Selama menjalani status mahasiswa di strata 2 kami 
memang tertarik dengan isu-isu kontemporer yang seolah-olah 
menjadi masalah yang bersumber dari agama Islam. Oleh 
karena motivasi itulah dan untuk menyesuaikan dengan 
kompetensi yang dibidangi kami maka diambillah tema 
“Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi 
Antara Counter Legal Draft (CLD) dengan 
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KHI tentang Poligami dan Kawin Kontrak” akhirnya dengan usaha 
yang cukup keras karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai harapan 
kami. Purnanya kerja ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan 
pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karena itu sebagai bentuk penghormatan kami haturkan terima 
kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh Civitas Akademika, para 
Dosen kami yang sangat kami taati yang tidak bisa kami sebutkan 
persatu-satu. Mudah-mudahan jasa beliau-beliau dicatat sebagai 
amal mulya disisi Allah s.w.t.

Dalam karya ini, sepenuhnya kami sadari akan kekurangan 
dan kelemahannya, sehingga dengan kerendahan hati, segala 
upaya koreksi demi perbaikan senantiasa kami tunggu. Akhirnya 
kami ucapkan mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dan 
terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dorongan 
semua pihak. Mudah-mudahan karya ini memberikan manfaat bagi 
kita semua.

Majene, 20 Mei 2020.

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

Fiqih Islam sebagai produk hukum ijtihadi selalu mengalami 
perdebatan dalam perkembangannya. Semenjak periode sahabat 
dan tabi’in hukum telah diterapkan secara adaptif dan diusahakan 
solutif terhadap perbedaan kebutuhan masyarakat. Hal ini 
disebabkan tuntutan yang ada pada setiap zaman berbeda dengan 
yang lain sehingga Hukum Islam harus benar-benar mempunyai 
daya lentur demi mencapai tujuan.

Setiap permasalahan hukum pada setiap masa mempunyai 
aksentuasi yang berbeda. Pada zaman para mujtahid, permasalahan 
lebih terletak pada masalah setting tempat dan kultur. Sehingga 
perbedaan produk hukum dari mereka terjadi perbedaan tempat 
dan kultur yang mereka tempati. Sementara pada zaman modern 
ini, banyak kalangan pemikir Hukum Islam yang berusaha 
mengembalikan hukum pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-
Qur’an. Diantaranya persamaan (al-musawah), persaudaraan 
(al-ikha’), keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (al-maslahah), 
pluralism (al-ta’addudiyah), dan kesetaraan gender (equality of 
gender).

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu kontemporer 
yang acapkali mengalir dibeberapa bidang kehidupan, seperti 
pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Sehingga hamper seluruh 
bidang mengenalnya sebagai konsep yang menuntut adanya 
keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut 
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menjadi maklum adanya sebab gender adalah sebuah konsep dan 
realita sosial yang berbeda dimana pembagian kerja seksual antara 
laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang 
bersifat normative serta kategori biologis, melainkan pada kualitas, 
skill dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial.1

Dalam dunia Islam dan yang lain gender selalu menjadi 
fenomena actual yang menarik untuk diurai. Dengan itu pula 
lahirlah gerakan feminisme yaitu suatu kesadaran terhadap 
subordinasi perempuan dan berusaha menyelesaikannya.  Menurut 
Fansour Fakih sebagaimana dikutip oleh Tamyiz Burhanuddin 
dalam tulisannya, bahwa terdapat beberapa fenomena ketidakadilan 
gender, pertama, marginalisasi perempuan dalam pelbagai 
kehidupan, kedua subordinasi perempuan sebagai akibat adanya 
asumsi bahwa perempuan irasional dan emosional sehingga 
tidak bisa mengambil keputusan penting. Ketiga, stereotip yang 
merugikan perempuan misalnya perempuan bersolek karena untuk 
memancing perhatian lawan jenis sehingga setiap kasus seksual 
dikaitkan dengan hal ini dan masyarakat cenderung menyalahkan 
perempuan sebagai penyebab. Keempat pelbagai bentuk kekerasan 
yang menimpa perempuan secara fi sik maupun psikologi disebabkan 
anggapan bahwa perempuan lemah sehingga laki-laki bebas berbuat 
kekerasan. Kelima domestifi kasi perempuan dalam pekerjaan 
sebagai akibat adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat 
pemelihara, rajin dan lainnya.2

Di dunia Hukum Islam terdapat beberapa kasus yang sempat 
menggemparkan publik. Diantaranya peristiwa jamaah sholat jumat 
yang terjadi disebuah gereja katedral St. John Manhattan New 
York, Amerika Serikat yang diikuti makmum campuran antara laki-
laki dan perempuan dengan imam sekaligus khotib oleh seorang 
perempuan bernama Aminah Wadud Muhsin.3 Perbuatan ini telah 
1  Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an ( Jakarta: 

Paramadina, 2001),  XX.
2  Khudori, Pemikiran Islam Kontemporer ( Jogjakarta: Jendela, 2003), 128.
3  Adian Husaini, “Majalah Ummi Online: Memahami Kenyelenehan Aminah Wadud” (05 

April 2005), 04.
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membuat para tokoh Islam bersuara lantang antara pro dan kontra. 
Dan tidak kalah bombastis, kalangan pejuang equality of gender 
Indonesia membuat gerakan berani seperti yang dilakukan oleh 
Team Pengarus Utamaan Gender DEPAG RI yang dikomandani 
oleh Dr. Siti Musdah Mulia. Kelompok ini merancang undang-
undang sebagai counter terhadap KHI yang dianggapnya memiliki 
banyak kelemahan. Banyak sekali pasal-pasal dalam KHI yang 
terlalu berpihak kepada kaum laki-laki dan merendahkan kaum 
perempuan ungkapnya. Rancangan undang-undang ini – kemudian 
dikenal dengan istilah Counter Legal Draft KHI (CLD KHI) memuat 
pasal-pasal yang hamper berseberangan secara keseluruhan dengan 
KHI sebagai produk hukum lama.4 Sebagaimana penjelasan salah 
satu anggota Team Perancang CLD KHI Abd Moqshit Gozali, bahwa 
revisi terhadap KHI merupakan agenda mendesak diselenggarakan 
dengan alasan antara lain pertama, KHI memiliki kelemahan 
pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Menurutnya KHI 
berpunggungan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti 
persamaan, persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, penegakan 
HAM, pluralism dan kesetaraan gender. Kedua KHI tidak pararel 
dengan produk perundang-perundangan, baik hukum nasional 
maupun internasional yang telah diratifi kasi seperti undang-
undang perkawinan tahun 1974 dan Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW; Convention 
On The Elimination of all Form of Discrimination Against Women) 
yang telah diratifi kasi. Ketiga konstruksi hukum KHI belum 
dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat Islam 
Indonesia, tetapi lebih mencerminkan penyesuaian fi qh Timur 
Tengah dan dunia arab lainnya.5

Jika menoleh beberapa peradaban sejarah, pada puncak 
perdaban Yunani perempuan  merupakan alat pemenuhan naluri 
sek laki-laki. Pada perdaban Yunani perempuan sepenuhnya berada 
dibawah kekuasaan ayahnya. Kemudian setelah kawin kekuasaan 
4 “ Majalah Forum” 26 (24 Oktober 2004), 12-13.
5   “Islamlib Com” ( Jum’at, 24 Februari 2006), 12.
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pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan 
mengusir, menjual, menganiaya dan membunuh. Pada zaman 
kaisar Konstantin, hak perempuan sedikit terangkat yakni dengan 
diakui hak kepemilikannya tetapi dalam traksaksi harus disetujui 
oleh keluarganya. Pada perdaban Cina dan Hindu nasib perempuan 
begitu terbatas, seorang istri dibakar hidup-hidup ketika suaminya 
meninggal. Seorang perempuan yang kematian suaminya  akan 
menemui penghinaan dalam masyarakat bila ia kawin lagi. 
Sebaliknya ia dianggap orang yang suci bila ia menyeburkan diri 
ke dalam api dan bersama-sama terbakar dengan mayat suaminya. 
Upacara ini dinamakan orang sati. Upacara ini sekarang tidak boleh 
dilakukan lagi. Sementara pada perdaban Yunani dan Kristen –
masa lalu- nasib perempuan tidak lebih baik.6

Namun jika melihat sejarah pada masa Nabi Muhammad 
SAW, dapat dilihat dengan jelas peran perempuan kala itu Nabi 
Muhammad hadir sebagai utusan yang membawa misi Freedom 
terhadap segala bentuk dehumanisasi termasuk kaum perempuan 
didalamnya. Kaum perempuan pada zaman jahiliyah adalah salah 
satu komoditi pasar yang diperdagangkan. Mereka diperjual belikan 
sebagai budak untuk dipekerjakan dan dijadikan selir. Sehingga 
banyak kaum laki-laki bangsawan yang mempunyai puluhan 
istri. Dan yang lebih sadis lagi, bayi yang lahir perempuan tidak 
pernah selamat dari tangan-tangan maut karena dianggap aib bagi 
keluarganya. Setelah Nabi datang budayatersebut dihapus secara 
pelan-pelan dan hingga Islam berdiri kuat di bumi Arab, kaum 
perempuan telah memperoleh hak sebagaimana kaum laki-laki. 
Dalam sector ekonomi banyak sekali para sahabat perempuan yang 
bekerja untuk menghidupi keluarganya seperti Ummu Satim bin 
Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin, bahkan isteri Nabi 
sendiri Zaenab binti Jahsy bekerja sebagai penyamak kulit binatang. 
Siti Khadijah selain sebagai ibu yang baik bagi putera puterinya 
Nabi, beliau adalah seorang bisnis woman sukses. Dan kalau 

6  Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, XX
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dicermati lebih dalam, mereka para perempuan itu bekerja karena 
profesinya atau atau kemampuan yang dia miliki. Dengan eksistensi 
perempuan zaman tersebut sehingga dalam beberapa hadits Nabi 
dapat ditemukan pernyataan-pernyataan yang mengangkat derajat 
seorang perempuan dan sampai diungkapkan oleh beliau bahwa 
perempuan adalah tiang sebuah Negara. Pada kesempatan lain, 
Khalil Gibran seorang penyair kenamaan melukiskan nilai seorang 
perempuan “kalau kita punya Mutiara dan Intan maka kita akan 
menjaganya dengan usaha yang berlapis, Mutiara dan Intan itu  
adalah perempuan dan anak”.

Dalam al-qur’an terdapat beberapa ayat yang mengungkapkan 
tentang laki-laki dan perempuan baik dari segi biologis maupun 
perannya sebagai hamba Allah yang mempunyai hak dan kewajiban. 
Dan dalam menggambarkan laki-laki dan perempuan, al-Qur’an 
menggunakan beberapa kata yang berbeda, misalnya al-rijal dengan 
al-nisa’, al-dzakar dengan al-untsa, al-zauj dengan al-zaujah, al-
mar’u dengan al-mar’ah. Beberapa kata yang berpasangan tersebut 
mempunyai implikasi makna yang berbeda. Sehingga dari berbedaan 
kosa kata yang digunakan tersebut dapat ditelusuri hakekat posisi 
laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya al-Qur’an tidak menafi kan perbedaan biologis 
antara laki-laki dan perempuan karena hal itu memang kehendak 
Allah yang menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. 
Sebagaimana difi rmankan dalam al-Qur’an :

“Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan 
Allah terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. Laki-laki 
mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga 
mempunyai hak atas apa yang diusahakannya” (QS. Al-Nisa’ (4): 32)7

7  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 122.
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Meskipun al-Qur’an tidak merinci keistimewaan pada masing-
masing jenis namun dengan demikian membawa perbedaan 
fungsi pada keduanya. Menurut Nasaruddin Umar, meskipun al-
Qur’an tidak menafi kanadanya perbedaan anatomi biologis, tetapi 
perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan 
jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Dasar utama hubungan 
laki-laki dan perempuan khususnya pasangan suami isteri adalah 
kedamaian yang penuh rahmat.8 Sehingga perbedaan jenis kelamin 
bagi perempuan maupun laki-laki bukanlah faktor penentu dalam 
menjalankan perannya dalam komunitas masyarakat.

Sementara perbedatan antara Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) terjadi pada sekitar 5 tahun silam. Pada waktu itu Direktur 
Pembinaan Peradilan Agama Mahkamah Agung, mengusulkan agar 
KHI ditingkatkan statusnya dari inpres menjadi UU. Hasilnya soal 
wakaf sudah dijadikan UU sementara masalah perkawinan dan 
waris belum usai dibahas. KHI merupakan sebuah buku hukum 
yang dibuat khusus untuk masyarakat Islam. Sementara di pihak 
lain, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sedang giat-
giatnya menyelesaikan persoalan kekerasan wanita, yang akhirnya 
memunculkan kebijakan toleransi nol (Zero Tolerantion policy) 
terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan 
dalam kesempatan yang sama Tim Pengarus Utamaan Gender yang 
dipimpin oleh Dr. Siti Musdah Mulia yang membidangi masalah 
Gender di Departemen Agama sulit menerima jika KHI dijadikan 
undang-undang, maka pada bulan Juli 2001 mereka mulai bermain 
sebagai lawan tanding untuk membuat rancangan undang-undang 
tandingan. Dengan kerja team yang sangat serius akhirnya mereka 
melahirkan draft yang dikenal counter Legal Draf KHI (CLD-KHI). 
Kelompok ini menilai bahwa KHI tidak sesuai dengan UU. NO 7. 
1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan 
pula bertolak belakang dengan UU. No 39. 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.9

8  Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, 305.
9  “Majalah Forum” No 26, (24 Oktober 2004), 12-13.
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Tak pelak rancangan Undang-undang ini melahirkan pro dan 
kontra dari kalangan tokoh maupun institusi. Suara yang kontra 
diantaranya datang dari MUI, bahkan salah satu anggota komisi 
fatwa MUI Prof. Dr. Ali Mushtafa Ya’qub mengatakan bahwa itu 
adalah hukum iblis. Sementara dukungan datang dari koordinator 
kelompok Jaringan Islam Liberal yang mengatakan bahwa hal itu 
sesuatu yang harus dilakukan dalam pembaharuan Hukum Islam.10

Dalam karya ilmiah ini sengaja difokuskan pada permasalahan 
poligami dan kawin kontrak karena keduanya rawan menjadi 
konsumsi publik. KHI berpendapat bahwa poligami dibolehkan 
dengan beberapa syarat yang harus dilengkapi sedangkan CLD-
KHI berbeda pendapat bahwa poligami dilarang mutlak, karena 
pemenuhan keadilan tidak akan pernah terwujud. Mereka 
berpegangan pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 129.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-
isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 
itu janganlah kamu cenderung (pada yang kamu cintai) sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa’ (4): 129)11

Pada hakekatnya poligami sebagai sesuatu sistem perkawinan 
dengan banyak isteri sudah terwujud sejak dulu kala bahkan sejak 
zaman para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Poligami ini juga dianut 
oleh berbagai bangsa di dunia. Dizaman jahiliyah, wanita dan anak 
yatim adalah dua sosok yang sering mendapat perlindungan khusus 
secara hukum dalam surat al-Nisa’ ayat 3. Dari sini kemudian 

10 “Tempo” (17 Oktober 2004), 118.
11  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, 144.
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lahirlah perbedaan penafsiran diantara ulama dalam menentukan 
asa perkawinan antara monogami dan poligami.

CLD-KHI yang menganut asas monogami menawarkan 
kawin kontrak dengan jangka waktunya yang lazim disebut kawin 
kontrak. Menurutnya syah saja seseorang menandatangani kontrak 
untuk menikah dalam beberapa hari saja dengan syarat dicatatkan 
di kantor pencatatan nikah sebagaimana yang diusulkan bahwa 
pencatatan termasuk rukun dalam pernikahan. Dengan demikian 
akan menghindari praktek prostitusi terselubung.12 Disatu sisi, 
KHI menetapkan dalam pasal 45 ayat 2 bahwa kawin kontrak lain 
yang dapat dilakukan dalam kawin kontrak adalah perjanjian yang 
tidak bertentangan dengan Hukum Islam.13 Ketetapan tersebut 
dimaklumi, sebab KHI berdiri diatas aliran hukum empat madzhab 
yang menyepakati bahwa nikah berjangka waktu adalah dilarang 
untuk selamanya. Pendapat tersebut berpegang pada hadits berikut:

                                              

“Diceritakan oleh Rabi’ bin Sabroh dari ayahnya ; sesungguhnya Rosulullah 
SAW melarang dari nikah mut’ah. Beliau bersabda : Ketahuilah bahwa 
sejak hari ini nikah mut’ah itu haram sampai kiamat nanti. Jadi barangsiapa 
yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah diambil kembali”14

Dilain pihak jika membahas memperjuangkan harkat dan 
martabat kaum hawa, kita seringkali mendapat suguhan di layar 
kaca yang menampilkan sosok wanita pada acara iklan-iklan product 
tertentu yang mengekspos aurat wanita sedemikian rupa untuk 
menarik perhatian pemirsa. Tayangan di media cetak atau elektronik 

12  Musdah Mulia, Tempo (17 Oktober 2004), 124.
13  H. Abdurrohman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: CV. Akademika 

Pressindo, 2004), 123.
14  KH. Adib Bisri Musthofa, Terjemah Shohih Muslim (Semarang: CV As-syifa, 1996), 133.

عن ربیع بن سبرة الجھني عن أبیھ أن رسوالله صلعم نھى عن المتعة 
وقال ألا إنھا حرام من یومكم ھذا إلى یوم القیامة ومن أعطى شیئا فلا 

                                                 یاخذه (رواه مسلم)
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seakan tidak terlepas dari upaya mengobral tubuh wanita dengan 
vulgar. Dan yang lebih ngeri lagi pertontonan tersebut frekuensinya 
sangat kerap sekali tampil. Modernisasi dan emansipasi. Dua kata 
itulah yang senantiasa dijadikan alat justifi kasi (pembenaran) suatu 
pelanggaran moral oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 
Parameter modernisasi bagi golongan tersebut adalah kemajuan 
budaya barat, budaya kebebasan dan berekspresi sehingga silahkan 
saja melakukan apa saja dimuka khalayak ramai sebab hal itu 
merupakan Hak Asasi Manusia.

Dari paparan diatas perlu diadakan penelitian lebih cermat 
lagi tentang kasus ini. Sebab ironi sekali kalau agama Islam apatis 
terhadap kesetaraan gender. Sehingga dengan demikian dapat 
dipetakan dengan jelas letak permasalahan yang sebenarnya 
tentang perdebatan ini dan dapat menciptakan kearifan pemikiran.
Emansipasi wanita yang diperjuangkan selama ini apakah sudah 
sesuai dengan prinsip Hukum Islam ataukah emansipasi yang salah 
pasang?

Dalam beberapa literature dapat ditemukan banyak sekali 
buku-buku yang mengkajii tentang gender terutama tentang 
keperempuanan baik yang bersifat penelitian lapangan maupun 
kepustakaan. Setiap buku tersebut mengkajinya dari perspektif 
yang berbeda-beda. Ada buku tentang gender dari perspektif Islam 
secara umum, perspektif tokoh, perspektif politik, perspektif budaya, 
perspektif sosial, hukum dan lain-lain. Penulis dapat menemukan 
buku gender perspektif Islam secara umum karya Dr. Nasaruddin 
Umar, MA.yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif 
Al-Qur’an. Buku Gegar Gender perspektif global yang merupakan 
karya besar Naomi Wolf.

Sementara dari perspektif hukum juga banyak ditemukan 
buku-buku gender misalnya karya Dr. Hj. Istibsyaroh, S.H., M.A. 
“Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut tafsir al-Sya’rowi. 
Buku Dra Hj. Sri Suhanjati Sukri “Pemahaman Islam dan Tantangan 
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Keadilan Gender”. Buku “Posisi Perempuan dalam Hukum Islam 
di Indonesia” karya Ratna Batara Munti dan lain-lain. Dari contoh 
literature-literatur penulis masih belum menemukan buku gender 
dalam Hukum Islam yang berisi pembahasan tentang perbandingan 
undang-undang yang berseberangan. 



11

BAB II 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP 
GENDER, 
POLIGAMI DAN KAWIN KONTRAK

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam (Maqoshidul al-Ahkam 
al-Syar’iyah)
1. Asas Pembinaan Hukum Syara’

Dalam kehidupan di dunia, manusia memerankan dua
fungsi yakni fungsi individual dan sosial. Sebagai makhluk 
individu, manusia berinteraksi dengan penciptanya dalam 
hubungan teosentris. Tuhan memberikan beberapa kewajiban 
kepada manusia sebagai tanggung jawab pribadi terhadap-Nya. 
Hubungan ini dalam agama Islam dinamakan ibadah mahdhoh 
yaitu hubungan murni antara hamba dengan sang Tuhan dengan 
segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridlaan-
Nya dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.1 Sebagai makhluk 
sosial, manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam hubungan 
kemanusiaan. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain karena 
manusia adalah hewan yang bersosial. Fungsi terakhir ini lebih 
rumit dari pada yang awal, sebab manusia berhadapan dengan 
beberapa manusia yang lain yang beragam karakter, kebutuhan dan 
kepentingan. Hubungan ini dalam agama Islam dinamakan ibadah 
goiru mahdlah atau mu’amalah  yaitu aktifi tas untuk menghasilkan 
duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrowi.2

1 A. Rahman Ritonga, M.A. dan Zaenuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 
2002), 3.

2  Rahmat Syaϐi’I, M.A., Fiqh Muamalah, untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan UMUM (Bandung: 
Pustaka Setia, 2000), 5.
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Baik ibadah mahdlah atau goiru mahdlah keduanya adalah 
diatur oleh doktrin agama Islam yang bernama syari’ah yaitu 
peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani 
dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, lingkungannya 
dan kehidupannya.3

Islam adalah agama yang membawa misi perdamaian dan 
ketentraman bagi sekalian alam sebagaimana fi rman Allah dalam 
al-Qur’an:

“Tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali untuk 
menjadi rahmat bagi sekalian alam”(QS.al-Anbiya’ (21) : 107)4  

Maka peraturan yang ditetapkannya berdiri diatas asas 
dan sendi khittah tasyri’iyah (police penerapan hukum) sebagai 
berikut:5

a. Pentahapan dalam penerapan hukum

Artinya berlaku pentahapan dalam penerapan hukum dengan 
melihat kondisi mukallaf sebagai subjek hukum dengan tidak 
memberlakukan hukum kepadanya secara sporadis. Seperti contoh 
banyak hukum syara’ yang mengalami proses pentahapan dalam 
penerapannya misalnya sholat pada mulanya hanya merupakan 
shalat mutlaq pada pagi dan petang dengan tidak menentukan 
waktunya, serta jumlah shalat yang harus dikerjakan sehari semalam 
dan juga jumlah rakaatnya. Demikian halnya zakat dan shiyam tidak 
diwajibkan kecuali setahun sesudah hijrah yang sebelumnya hanya 
diperintahkan berupa shadaqah dan puasa menurut kesanggupan. 
Dan yang paling jelas tentang turunnya hukum tentang haramnya 
khomer. Pertama, dalam al-Qur’an dijelaskan mengenai manfaat 
dan madlaratnya khamar seperti dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai 
berikut:
3  Ahmad Roϐiq, M.A., Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jogjakarta: Gama Media, 

2001), 15.
4  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Khadim al-Haramain asy-Syarifain, Kerajaan Arab Saudi 

(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), 508.
5  Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam  (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 36-43.

                    

( التدرج  في التشریع) 
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“Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Katakanlah 
“Pada kedunya itu terdapat dosar besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi  dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan 
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah 
“Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Q.S. al-Baqoroh (2): 219) 

Kedua, baru turun ayat yang isinya lebih tegas dari pada ayat 
pertama. Karena isinya sudah terdapat kata larangan meskipun 
terbatas yakni dilarang shalat dalam keadaan mabuk sebagaimana 
yang ditegaskan dalam al-Qur’an :

“Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu dekati 
(melaksanakan) shalat kalau kamu dalam keadaan mabuk, hingga 
jelas kamu ketahui apa yang kamu ucapkan” (Q.S. al-Nisa’ (4): 43) 

Ketiga, turunlah ayat dengan hukum yang tegas mengenai    
haramnya khomer sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an 
sebagai berikut :
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 
perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan 
itu ingin menjatuhkan diantara kamu dalam permusuhan dan kemarahan 
dalam khamer dan judi dan menghalangi kamu dari mengingat dan dari 
shalat, apakah kamu tidak menghentikannya?” (Q.S. al-Maidah (5) : 90-91)

Begitu juga halnya dengan uqubat (sanksi) zina pada saat 
permulaan Islam hanya berupa menyakiti dengan perkataan dan 
menahan perempuan (istri) yang berzina di dalam rumah. Al-
Qur’an menjelaskan:

“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan keji (zina dan sebagainya) 
datanglah empat orang saksi dari pada kamu. Apabila mereka telah 
memberikan kesaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu 
dirumah” (Q.S. al-Nisa’ (4):15)

“Terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji (zina) 
diantara kamu, maka berilah hukuman” (Q.S. al-Nisa’ (4) : 16)

Setelah turunnya ayat di atas maka secara tegas hukum zina 
yang berupa had dan jilid ditetapkan sebagaimana penjelasan dalam 
al-Qur’an:

“Pezina laki-laki dan perempuan, maka jilidlah oleh kamu setiap 
dua orang dari padanya seratus kali jilid” (Q.S. al-Nur (24) : 2)

Sementara ketetapan rajam untuk para pelaku zina muhshan 
(telah kawin) dijelaskan dalam sunnah. Namun masalah rajam ini 
Nabi menegaskan prinsipnya:
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“Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin sejauh 
kemampuan kamu. Maka jika kamu peroleh untuk orang Islam 
jalan keluar dari hukuman had tersebut, maka had berilah 
jalannya, sesungguhnya Imam ataupun hakim kesalahan dalam 
memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum”6 

b. Meniadakan kepicikan   

Hukum-hukum yang dibebankan (taklif Islamiyah) terhadap 
kaum muslimin semuanya berada dalam batas kesanggupan 
manusia.

c. Tidak banyak hukum yang ditaklifkan)

Syari’at Islam tidak memperbanyak hukum taklifi  agar 
tidak memberatkan umat. Itulah sebabnya para sahabat dilarang 
mengajukan banyak pertanyaan yang belum ada hukumnya 
supaya dapat diberikan hukum berdasarkan kaidah-kaidah 
umum dan meringankan beban. Hal ini juga menyesuaikan 
dengan hajat dan kebutuhan manusia. Ini jelas bahwa hukum-
hukum yang disyari’atkan Allah dan Rasulnya adalah sesuai 
dengan hajat, peristiwa-peristiwa hukum dan penetapannya. 
Pengundangan hukum sesuai dengan kebutuhan bertujuan untuk 
tidak memperbanyak beban kepada manusia karena pembebanan 
hukum-hukum yang banyak membawa kesempitan dan kekacauan 
hukum, pada masalah-masalah yang timbul berbeda menurut 
waktu, kondisi dan situasi. Hal ini sesuai dengan prinsip yang 
dianut oleh Qur’an berupa larangan untuk memperbanyak soal dan 
pertanyaan yang menghendaki dan menginginkan adanya hukum 
padahal pemecahan hukum belum dibutuhkan. Dalam al-Qur’an 
dijelaskan:

6  Al-Kahlani, Subulus Salam (Musthafa Babi al-Halaby, Mesir, tt, juz 3), 15.

(عدم الحرج) 

تقلیل التكالیف)

إدرأو الحدود عن المسلمین مااستطعتم فإن وجدتم المسلم مخرجا فخلواْ 
سبیلھ فإن الإمام لأن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة 
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“Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu mempertanyakan 
perkara-perkara yang kalau itu jelas buat kamu akan merusak 
kamu sendiri. Dan kalau kamu tanyakan itu waktu diturunkan al-
Qur’an Allah memaafkan dari padanya” (Q.S. al-Maidah (5) : 101)

Apa yang disebutkan al-Qur’an diatas sejalan dengan prinsip 
yang dijelaskan as-Sunnah sebagai berikut:

“Bahwa Allah telah memfardlukan beberapa kefardluan maka 
janganlah kamu menyia-nyiakannya dan telah menetapkan beberapa 
hudud, maka jangan kamu melampauinya dan telah mengharamkan 
beberapa perkara, maka jangan melanggarnya. Dan mendiamkan 
dari beberapa perkara sebagai rahmat buat kamu dengan tidak lupa 
(untuk menjelaskannya) maka jangan membahas daripadanya”7

Jika melihat turunnya al-Qur’an maka akan tampak jelas 
bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau yang lainnya 
turun dengan cara bertahap sesuai dengan Asbabun Nuzul pada 
masa Nabi. Al-Qur’an disyari’atkan secara berurutan dalam waktu 
dua puluh dua tahun sebagaimana dijelaskan di dalamnya:

“Dan berkatalah orang-orang kafir, mengapa tidak al-Qur’an itu 
diturunkan secara sekaligus, demikianlah untuk kami teguhkan dia 
hatimu dan kami bacakannya dengan tartil” (Q.S. al-Furqan (25) : 32) 

7  Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Darul Fikr, Beirut, 1977), 17.

                  
               
           

إن الله فرض فرائض فلا تضیعواھا وحدد حدودا فلا تعتدوھا وحرم

أشیاء فلا تنتھلوھا وسكت عن أشیاء رحمة بكم من غیر نسیان فلا

 تبحثوا عنھا 
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d. Prinsip persesuaian hukum syara’ dengan waqi’ah (peristiwa 
hukum ada kemaslahatan manusia)

Hal ini sesuai dengan kaidah umum:

“Hukum itu berjalan menurut adanya Illat atau tidak adanya”

Pemberlakuan hukum sesuai dengan maslahat dan urf 
merupakan salah satu azaz dan prinsip syara’ selama tidak merusak 
dan merubah prinsip-prinsip azazi dari agama. Beberapa sifat-
sifat hukum syara’ yang pada mulanya menetapkan suatu hukum 
kemudian membatalkan dan merubahnya yang disebut dengan 
istilah Nasikh Mansukh. Misalnya penetapan arah Kiblat dalam 
shalat awalnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian Allah merubahnya 
menghadap ke Ka’bah di Makkah. Larangan syara’ terhadap wanita 
menziarahi kuburan karena masih dekat dengan suasana jahiliyah 
kemudian diperbolehkan dengan dasar pengamatan bahwa ziarah 
kubur oleh perempuan tidak menimbulkan fi tnah dan akibat lagi. 

2. Tujuan Pengundangan

Penegakan Hukum Islam terhadap manusia oleh syari’at 
(Allah swt) adalah demi termanifestasinya unsur kemaslahatan dan 
keadilan dengan cara menjamin kebutuhan dloruriyah (primer 
need), hajjiyah (sekunder need), tahsiniyah (tersier need).8 
Meskipun ketiga kebutuhan tersebut berurutan sesuai dengan 
urgensinya, namun ketika salah satunya lepas akan terasa kurang 
lengkap dalam kehidupan manusia dan kemaslahatan belum 
dinyatakan terwujud.9

Kita sudah mafhum bahwa hidup di dunia ini penuh dengan 
beragam kebutuhan sebagaiamana disebutkan diatas. Setiap 
orang memiliki tingkatan masing. Ada sebagian orang yang 
sudah terpenuhinya kebutuhan primernya dan sedang berupaya 
memenuhi kebutuhan sekundernya. Dan ada sebagian yang sudah 
8 Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh (Mesir: Darul Qolam, 1978), 197.
9 Ibid, 198.

الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما                                              
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terpenuhi kebutuhan sekundernya dan sedang berupaya memenuhi 
kebutuhan tersiernya. Golongan pertama disebut “kelas bawah”. 
Sebutan ini pantas sekali karena golongan ini setengah badannya 
harus merunduk ke bawah sambil memukul-mukul alat pertanian 
alias nyangkul atau macul. Mereka ini kaum fakir miskin. Beban 
hidup terasa berat bagi golongan ini karena harus berjuang keras 
demi mencari sesuap nasi dan seuntai sayuran. Secara subjektif 
golongan pertama terlihat tersiksa oleh keruwetan hidup, 
menderita, sengsara dan kebahagiaan kadang datang melintas 
sebagai pelipur lara saja setelah itu pergi menjauh. Sehingga hati 
kita sangat terenyuh dengan golongan ini karena seakan-akan tidak 
punya masa depan. Namun secara objektif golongan ini terbagai 
dua, pertama golongan yang legowo terhadap statusnya sebagai 
kaum proletar/miskin papa disamping semangat kerja mereka yang 
maksimal. Mereka sepenuhnya sadar bahwa kondisi mereka sedang 
dalam proses uji coba yang akhirnya akan berakhir dengan kabar 
yang sangat menggembirakan. Sehingga hidup mereka tenang dan 
damai. Golongan ini termasuk kaum bawah yang sukses. Kedua, 
golongan yang tidak legowo dengan statusnya sebagai kaum miskin. 
Mereka sering memberontak dengan tidak melakukan perintah 
agama, akhirnya mereka benar-benar jauh dari agama bahkan jauh 
dari  Tuhannya bahkan tidak mempercayainya Tuhannya. Kelas 
sosial yang ada dalam masyarakat mereka anggap sebagai struktur 
yang direkayasa oleh manusia secara murni tanpa campur tangan 
Tuhan. Golongan ini termasuk kaum bawah yang gagal. Golongan 
kedua disebut dengan “kelas menengah”. Sebutan ini pantas 
diberikan karena golongan ini secara ekonomi sudah cukup dan 
sedang menggapai-gapai menuju tangga diatasnya. Secara objektif 
golongan ini terbagi dua, pertama golongan yang legowo terhadap 
kecukupan hartanya meski kadang ingin naik tangga ekonomi 
namun niatnya hanya untuk ingin berbagi rizqi dengan sesama. 
Golongan ini termasuk golongan menengah yang sukses. Kedua, 
golongan yang tidak legowo dengan kecukupan harta yang telah 
digenggamnya. Dengan nafsu tamaknya golongan ini memanjat 
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tangga ekonomi demi menggagapai hidup yang lebih mewah dan 
bergengsi tapi bukan dari niatan ingin berbagi dengan sesama. 
Golongan ini termasuk golongan menengah yang gagal.

Golongan ketiga disebut dengan “kelas atas”. Sebutan ini 
diberikan karena golongan ini secara ekonomi sudah melimpah 
ruah diatas rata-rata. Namun harta tak ubahnya seperti air lauta, 
semakin diminum semakin dahaga. Golongan ini terbagi dua , 
pertama golongan yang legowo terhadap melimpah ruahnya rizqi. 
Mereka menyadari bahwa kekayaan harta adalah titipan Allah 
s.w.t.. semata yang sewaktu-waktu bisa saja dicabut mandatnya 
dan beralih posisi kepada orang lain. Sehingga hartanya digunakan 
untuk kemakmuran masyarakat Islam dan pemberdayaan syi’ar-
syi’ar agama. Golongan ini termasuk kaum atas yang sukses. Kedua 
golongan yang tidak legowo dengan gelimang harta. Jiwanya telah 
dikuasai cinta dunia dan takut mati. Golongan model ini terus 
mencari dan menumpuk harta tanpa ingat mati. Seperti dijelaskan 
dalam dalam al-Qur’an:

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang 
mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira 
itu dapat mengkekalkannya” (Q.S. al-Humazah (104): 1-3) 

Manusia hidup di dunia ini dikawal dan diatur oleh hukum 
untuk menjamin kehidupannya, baik dalam hubungan theosentris 
maupun antrosentris. Hukum tersebut mempunyai kekuatan 
mengikat dan memaksa untuk menanamkan kedisplinan pada diri 
manusia. 

Dalam istilah syara’ hukum adalah titah Allah s.w.t.. yang 
menyangkut perilaku orang dewasa baik bersifat imperatif (tuntutan 
perintah dan larangan), fakultatif (pilihan mengerjakan atau tidak) 
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maupun wadl’i (pertimbangan hukum yang mencakup sebab, 
syarat dan mani’. Dari defi nisi tersebut dapat dicermati beberapa 
unsur, pertama betapa mulyanya hukum Islam itu. Sebab ia titah 
langsung dari Allah bukan sesama manusia seperti misalnya titah 
raja. Hal ini menunjukan bahwa manusia benar-benar mendapat 
perhatian besar dari Tuhannya agar terhindar dari kecelakaan 
hidup. Inilah yang membedakan Hukum Islam dari yang lain yakni 
mempunyai nilai kebenaran yang tinggi karena lewat wahyu. Dan 
secara ilmiah kebenaran lewat wahyu menduduki tingkat tertinggi 
dari pada yang lain. Kedua, hukum menyangkut perilaku manusia 
dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mempunyai 
rasa kemanusiaan yang tinggi karena anak-anak-anak yang belum 
dewasa tidak dibebani hukum. Disini juga memberikan pelajaran 
kepada kita bahwa pendidikan berjenjang disesuaikan dengan daya 
kemampuan. Dan mengenai perilaku manusia orang dewasa bukan 
hanya menyangkut perilaku lahiriyah saja tetapi juga perilaku 
bathiniyah. Disini juga terlihat bahwa Hukum Islam benar-benar 
menempatkan manusia secara istimewa. Bukan hanya ranah lahir 
tapi juga ranah bathin yang menjadi garapan Hukum Islam. Dan 
berbicara orang dewasa maka tidak terkecuali siapapun, semua 
akan menjadi garapan hukum (equality before of the law). Ketiga, 
mengenai isi Hukum Islam yang bersifat imperatif, fakutatif maupun 
wadl’i, ini menunjukkan bahwa Hukum Islam ingin membentuk 
manusia yang utuh.

 Adapun tata urutan ketiga kebutuhan tersebut sebagai berikut:

a. Al-Dloruriyah (Primer Need)

Unsur-unsur ini mencakup tentang hak-hak dasar (basic 
right) manusia. Dalam Hukum Islam terdapat lima inti kebutuhan 
dloruriyah sebagai berikut :10

1. Agama (al-Din)

10  Ibid, 200-204.
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Telah menjadi fi trah manusia yang cenderung membutuhkan 
sesuatu yang berkekuatan supra diluar dirinya sebagai tempat 
mencurahkan segala permasalahan dan permohonan karena 
merasa dirinya sebagai sesuatu yang nisbi dan relative. Agama Islam 
mengatur hubungan antar manusia dengan kekuatan supra tersebut 
yakni Allah s.w.t.. Dengan demikian agama merupakan basic need 
manusia yang paling utama sehingga harus dijaga dan dilindungi. 

Agama adalah faktor maha penting untuk pengendalian diri 
manusia guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Manusia 
sebagai makhluq mempunyai perangkat tubuh seperti indera, nafsu, 
insting dan teristimewa lagi akal yang digunakan untuk mengukur 
kebaikan dan keburukan. Tetapi kerja dari pada perangkat tersebut 
bersifat relatif sehingga membutuhkan sesuatu yang bersifat mutlaq. 
Dan hal ini adalah agama yakni agama Islam sebagai agama samawi 
yang murni turun lewat wahyu dengan penuh keyakinan. Agama 
ini diperuntukkan manusia sebagai pedoman dan kompas dalam 
mengarungi bahtera kehidupan. Tanpa agama hidup manusia akan 
celaka.

Untuk melindungi agama, dalam Hukum Islam diatur hukum 
jihad, hukuman orang murtad, hukuman orang yang merubah 
hukum, hukum mufti yang menghalalkan yang haram dan lain 
seagainya. 

2. Jiwa raga (al-Nafs)

Jiwa adalah unsur yang mahapenting. Jiwa merupakan unsur 
abstrak dalam diri manusia yang pengendaliannya bersumber 
dari hati. Dan hati merupakan pusat pengendalian jiwa raga. Oleh 
karena hati merupakan pusat penggerak energi maka jika hati ini 
baik niscaya baiklah gerak jiwa raga. Sebaliknya jika hati ini rusak 
niscaya rusaklah gerak jiwa raga. Sebagaimana sabda Rosulullah:

الا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كلھ واذا فسدت فسد

الجسد كلھ الا وھي القلب 



22

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

“Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, jika daging 
tersebut baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika daging tersebut 
rusak maka rusaklah seluruh tubuh, ingatlah ia adalah hati”11

Pembentukan jiwa ini penting karena manusia harus 
bertanasul  proses tanasul harus melalui cara-cara manusiawi yang 
beradab. Sehingga Hukum Islam membuat prosedur yang benar-
benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prosedur tersebut 
mulai dari khitbah (menentukan jodoh yang baik), nikah (ritual 
sakral pernikahan yang agamis), mu’asyaroh (pergaulan yang baik 
dalam rumah tangga) sampai kepada hadlonah (perawatan dan 
pendidikan anak). Selain tentang hukum kekeluargaan agama Islam 
juga mengatur masalah mu’amalah yakni tentang cara seorang untuk 
memperoleh makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. 
Allah menjadikan hiasan dunia yang baik-baik buat hambanya yang 
beriman seperti dalam fi rman-Nya:

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 
telah dikeluakan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang 
mengharamkan) rizqi yang baik?” Katakanlah: “Semua itu disediakan 
untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia serta khusus 
untuk mereka di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-
ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S. al-A’raaf (7) : 32)

Agama Islam mengajarkan cara bertawallud dan bertanasul 
(reproduksi dan regenerasi) dengan baik sejak dari pra-nikah 
sampai pasca nikah. Hukum Islam mengatur ketentuan khitbah 
(pinangan), nikah dengan segala isi dan akibatnya, mu’amalah 
(interaksi sosial) untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan 

11  Yahya bin Syarofuddin al-Nawawi, al-Arba’in al-Nawawi (Surabaya: Maktabah Toko 
Kitab al-Hidayah, tt), 31.
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yang baik. Dan ditegaskan pula aturan yang melarang melenyapkan 
jiwa manusia sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an :

“Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan 
jalan yang benar” (Q.S. al-Isro’ (17): 33) 

Dan barangsiapa dengan sengaja membunuh dan 
menghilangkan jiwa manusia  akan diancam dengan hukuman 
qishos yang kesemuanya diatur dalam hukum jinayat (pidana). 
Dan Allah menegaskan bahwa syari’at qishos itu adalah jaminan 
kelanjutan hidup manusia, sebagaimana penjelasan al-Qur’an:

Dan bagi kamu dalam syari’at, qishos itu adalah kehidupan, wahai yang 
mempunyai pintu hati” (Q.S. al-Baqarah (2) : 179)

3. Akal (al-Aqlu)

Manusia adalah makhluk yang diberi kelebihan berupa 
akal. Dengan akal manusia bisa merenungi alam dan isinya, 
mengendalikan dirinya dan orang lain, memanusiakan dirinya 
dan orang lain. Jika akal tersebut hilang dari diri seseorang maka 
hilanglah status manusianya. Sehingga agama Islam melarang keras 
hal-hal yang dapat melenyapkan akal seperti minum khomer. 

Akal adalah unsur mahapenting dalam diri manusia. Dengan 
akal inilah manusia bisa mengembangkan hidupnya. Dalam al-
Qur’an banyak sekali ayat yang mengungkapkan betapa berharganya 
orang yang berakal yang disebut dengan “ulul al-bab” misalnya :

“Dan hanya orang-orang yang berakallah (ulul al-bab) yang dapat 
mengambil pelajaran” (Q.S. al-Baqarah (2) : 269) 
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Oleh karena itu syari’at menetapkan peraturan-peraturan 
yang melarang keras perbutan-perbuatan yang bisa menumpulkan 
bahkan melenyapkan akal. Sebab jika akal telah hilang maka 
sudah tidak ada lagi pengontrol dalam diri manusia sehingga bisa 
melakukan apa saja yang dilarang agama. Dalam hal ini Rasulullah 
telah menegaskan dalam hadits :

“Dari Abdullah bin Umar beliau berkata: “Khamr itu induk 
dari segala kekejian dan yang terbesar dari segala dosa besar. 
Siapa yang minum khomer menyebabkan dia meninggalkan 
sholat dan dapat berzina dengan bibi dan ibunya”12

Maka diaturlah hukuman ta’zir dalam Hukum Islam.

4. Harga Diri (al-‘Irdl)

Pada hekekatnya setiap manusia dengan akal dan perasaannya 
merasakan bahwa dirinya memiliki prestise dan ingin berupaya 
semaksimal mungkin menolak aib dalam hidupnya. Setiap manusia 
mendambakan hidup dalam anggota keluarga yang bahagia serta 
bersih dari aib. Karena aib (cacat moral) sulit dihapus oleh usangnya 
waktu dan tempat. 

Harga diri (jatmiko/prestige) adalah unsur mahapenting 
dalam diri manusia. Tanpa harga diri eksistensi seseorang sama 
halnya dengan tiada (wujuduhu ka’adamihi). Harga diri merupakan 
kebutuhan dasar manusia dalam mengejawantahkan hidupnya. 
Oleh  karena itu agama Islam menetapkan peraturan-peraturan 
untuk melestarikan harga diri manusia seperti melarang keras gaya 
hidup bebas dengan lain jenis. Allah melarang keras perzinahan 
bahkan mendekati saja dilarangnya, sebagaimana dijelaskan dalam 
al-Qur’an :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. al-Isra’ (17) : 32)

12  Sabiq, Fiqhus, 39.

                  



25

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

Maka Islam menetapkan larangan zina serta tuduhan 
dengan persyaratan yang ketat demi menjamin apa yang namanya 
kehormatan.  

5. Harta (al-Mal)  

Dalam kehidupan di dunia, setiap manusia membutuhkan 
harta sebagai alat untuk mempertahankan hidupnya. Harta tersebut 
memang dipersembahkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia sebagai 
alat dan bekal hidup. Tanpa harta manusia tidak mungkin bisa 
hidup karena harta adalah tiang dasar kehidupan sebagaimana 
fi rman Allah dalam Qur’an: 

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasannya) 
yang dijadikan Allah sebagai tiang kehidupa” (QS. Al-Nisa’ (4) : 5)13

Namun harta yang dimaksud adalah yang halal dan baik. 
Sehingga diaturlah cara-cara mendapatkan harta yang halal dan 
baik serta dilarang mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak 
baik yang berakibat merugikan manusia.

Harta dalam kehidupan manusia unsur mahapenting karena 
dalam harta pandangan syari’at adalah merupakan qawwanu hajah 
(tiang dasar kehidupan). Tanpa harta kehidupan manusia akan 
mandeg karena harta adalah wasilah (perantara) menuju goyah 
(tujuan) yakni kehidupan yang makmur dan sentosa dunia akhirat. 
Syari’at bukan hanya menegaskan pentingnya harta tetapi juga 
menetapkan peraturan-peraturan dalam mencari harta yang halal 
dan baik. Dalam al-Qur’an dijelaskan:

13  Al-Qur’an dan Terjemahnya, 115.
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“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang 
batal (salah) dan kamu membawa urusan harta itu hakim supaya kamu 
dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan 
yang salah padahal kamu mengetahuinya” (Q.S. al-Baqarah (2): 188) 

Dia ntara cara-cara yang baik antara lain: usaha dengan 
cara sendiri. Dalam hadits disebutkan Rosulullah pernah ditanya 
sahabat:

“Usaha apa yang paling baik ya Rasulullah? Jawab Nabi, “Usaha seseorang 
dengan tangannya:14

Dan diantara cara-cara yang tidak baik antara lain Gharar 
dan Riba. Dan syari’at juga melarang pemborosan dan kikir dalam 
membelanjakan hartanya tapi ambillah jalah tengah yaitu hemat. 
Dalam al-Qur’an dijelaskan:

“Dan mereka (orang-orang mukmin) kalau membelanjakan 
harta tidak boros dan juga tidak kikir. Dan adalah tengah-
tengah diantara mereka” (Q.S. al-Furqon (25) : 67)

b. Al-Hajjiy (Seconder Need)

Unsur ini berkaitan dengan keringanan hukum dalam keadaan 
tertentu. Sebagaimana konsep hukum dalam beribadah kepada Allah 
s.w.t. maupun bermu’amalah manusia diatur dengan peraturan-
peraturan dasar pokok dalam keadaan normal yang disebut ‘azimah. 
Namun suatu saat manusia pasti menghadapi keadaan-keadaan 
yang tidak memungkinkan melaksanakan ketentuan ‘azimah 
tersebut. Maka ditetapkanlah peraturan-peraturan yang bersifat 
meringankan dan menghilangkan yang disebut dengan rukhsoh. 
Sifat-sifat keringanan dalam ibadah tersebut dapat berupa antara 
lain:15

14  Al-Kahlani, Subulus, 4.
15  Dahlan, Karakteristik, 33.
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1. Gugurnya kewajiban, seperti gugurnya sholat jum’at bagi yang 
uzur

2. Pelaksanaan kewajiban hanya separo dari ketentuan pokoknya, 
seperti sholat qosor.

3. Pertukaran hukum, seperti wudlu’ diganti dengan tayammum.

Demikian pula dalam mu’amalah dibolehkan melakukan 
transaksi yang pada asalnya dilarang atas dasar hajat.

c. Al-Tahsiniy (Tersier Need)

Unsur ini berkaitan dengan estetika atau perilaku baik dalam 
ibadah, mu’malah dan pidana. Dalam ibadah disyari’atkan thaharah, 
menutup aurat dan menjaga dari segala najis dan lain sebagainya. 
Dan dalam Islam disyari’atkan larangan menipu, menimbun barang 
dan lain-lain. Sementara dalam pidana, dilarang membunuh 
golongan manusia, anak kecil dan perempuan dalam perang dan 
lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan ketiganya dari segi urgensinya harus 
mendahulukan unsure yang lebih awal. Jadi unsur tahsiny tidak 
boleh mengorbankan unsure hajjiy dan unsur hajjiy tidak boleh 
mengorbankan unsur dlorury. Dari segi kesempurnaan, unsur 
dlorury tidak boleh mengabaikan unsur hajjiy dan unsur hajjiy tidak 
boleh mengabaikan unsur tahsiniy untuk menghindari masyaqoh/
kesulitan.

3. Illat Hukum

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, manusia mempunyai 
kepentingan yang bervariasi. Jika hal tersebut tidak diatur dengan 
peraturan yang baik, maka akan menimbulkan benturan yang 
mengakibatkan kerusakan. Maka pada hakekatnya, masyarakat 
membutuhkan hukum sebagai peraturan yang mengikat sebaga 
sosial control  (pencegah hal-hal negatif) dan sosial engginering 
(pemerintah hal-hal positif) untuk menciptakan kemaslahatan 
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yang menjadi inti tujuan hukum. Itulah kemudian ulama’ usul 
menciptakan qo’idah kulli yaitu 

“Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Sementara hukum itu dibentuk atas pertimbangan illah yang 
ada

“Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya illat”

Dalam Hukum Islam terdapat empat macam illat antara lain:16

1. Al-Munasib al-Mu’tsir

Al-Munasib al-mu’tsir yakni suatu sifat yang sesuai yang oleh 
syari’ (Allah) dijadikan penentu adanya hukum dan ditetapkan oleh 
nash dan ijma’ sebagai ‘illat hukum. Seperti fi rman Allah dalam 
Qur’an:

“Mereka bertanya kepadanya tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu 
adalah kotoran” (QS. Al-Baqoroh (2) :222)

Perintah untuk menjauhi perempuan dalam keadaan haidh 
karena haidh itu penyakit. Nash tersebut menyebutkan dengan jelas 
bahwa illat hukumnya adalah penyakit. 

2. Al-Munasib al-Mula’im

Al-Munasib al-mula’im yaitu suatu sifat yang sesuai yang oleh 
syari’ (Allah) dijadikan penentu adanya hukum dan tidak ditetapkan 
oleh nash atau ijma’ sebagai illat hukum, tetapi nash atau ijma’ 
menetapkan anggapan bahwa sifat itu menjadi illat hukum pada 
16  Kholaf,Ushul, 71-75.

جلب المصالح ودرء المفاسد

الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما     

                    

       



29

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

jenis hukum yang lain atau mengaggap sifat itu sejenis dengan 
illat pada hukum yang dihasilkan itu atau menganggap sifat itu 
sejenis dengan illat pada hukum yang sejenis dengan hukum yang 
ditetapkan tersebut. Seperti sifat anak kecil dalam hal perwalian. 
Sebetulnya sifat anak kecil tidak ditetapkan sebagai illat perwalian 
tetapi dalam hukum yang lain ada anggapan bahwa sifat anak kecil 
menjadi illat perwalian.

3. Al-Munasib al-Mursal

Al-Munasib al-mursal yaitu suatu sifat yang tidak digunakan 
oleh syari’ (Allah) untuk menetapkan hukum atas kesesuaiannya 
dan sementara tidak ada dalil syara’ yang menentukan atau 
membiarkan. Istilah ini oleh ulama’ ushul dinamakan dengan al-
mashlahah al-mursalah. Seperti menetapkan wajip pajak terhadap 
tanah dan lain-lain.

4. Al-Munasib al-Mulgo

Al-Munasib al-mulgo yaitu sifat yang menjelaskan bahwa 
dalam menetapkan hukum dengan sifat itu bisa mewujudkan 
kemaslahatan, tetapi syara’ tidak menghasilkan hukum yang sesuai 
dengan sifat itu dan syari’ menunjukan beberapa dalil atas tidak 
digunakannya anggapan tersebut. Seperti kedudukan sama antara 
laki-laki dan perempuan dalam kekerabatan karena memiliki 
kesamaan dalam bagian waris.

4. Masalikul Illat

Masalikul illat adalah teori yang digunakan untuk memahami 
illat. Dalam Hukum Islam ada tiga teori masalikul illat antara lain :17

1. Nash

Apabila dalam nash al-Qur’an atau hadits sudah menunjukan 
bahwa illat hukumnya adalah sifat itu maka sifat itu menjadi illat 
dengan nash atau disebut juga dengan illat yang disebutkan oleh 
nash. Petunjuk nash bahwa sifat itu menjadi illat kadang-kadang 
17  Ibid, 75-78.



30

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

jelas dan kadang-kadang hanya isyarat dan tidak jelas. Petunjuk 
jelas berupa lafal dalam suatu nash menunjukan keillatan secara 
bahasa. Apabila lafal dalam nash menunjukan keillatan yang 
tidak dapat dipahami kecuali dengan menunjukan ke’illatan maka 
petunjuk nash atas keillatan sifat itu adalah jelas dan pasti. Seperti 
fi rman Allah:

supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja 
diantara kamu” (Q.S. al-Hasyr (59) : 7)

Dan ada yang berupa huruf misalnya huruf lam, ba’, dan Inna. 
Seperti dalam al-Qur’an :

Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir” (Q.S. al-Isra’ (17) : 78)                                                                       

2. Ijma’

Apabila para mujtahid dalam satu masa tertentu sepakat atas 
ke’illatan suatu sifat untuk hukum syara’ maka sifat itu sebagai ‘illat 
dalam hukum adalah dengan ijma’. Misalnya kesepakatan para 
mujtahid bahwa ‘illat perwalian atas harta anak kecil adalah sifat 
kecil itu sendiri. 

3. Al-Shibru dan al-Taqsim

Al-Shibru artinya mencoba sedangkan al-Taqsim artinya 
membatasi beberapa sifat yang pantas untuk dijadikan ‘illat pada 
hukum asal lalu mencocokan sifat-sifat itu dengan ‘illat agar dapat 
dikatakan bahwa ‘illatnya mungkin sifat ini atau sifat itu. Misalnya 
keharaman minum khamr yang tidak disebutkan ‘illatnya oleh nash. 
Maka seorang mujtahid mencoba menerapkan beberapa sifat untuk 
menjadi illat antara lain karena ia perasan anggur atau karena 
berbentuk cair atau karena memabukan. Kemudian mujtahid 
menyisihkan sifat yang pertama karena terlalu sempit dan sifat 
kedua karena terlalu luas dan tidak sesuail. Dan tinggallah sifat 

..               
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yang ketiga maka diputuskan bahwa sifat ketiga itulah sebagai ‘illat 
hukumnya yaitu memabukan. 

B. Perspektif Hukum Islam tentang Gender
1. Pengertian Gender

Konsep atau teori gender yang banyak dipahami sebagian besar 
orang seringkali bias dan diartikan sangat sempit sebagai sebuah 
konsep yang hanyalah membicarakan masalah perempuan dengan 
kodrat keperempuaannya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis 
kelamin, gender tidak hanya membahas perempuan saja ataupun 
laki-laki saja, bukan juga mengenai konsep perbedaan biologis yang 
dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan 
perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat ataupun kelompok 
masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang 
berbeda-beda pada setiap daerah, suku, Negara, dan agama. Oleh 
karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan 
yang berlaku disuatu tempat belum tentu sama dan berlaku di tempat 
yang berbeda. Untuk mengetahui lebih rinci, marilah kita simak 
bahasan berikut:

Secara generik gender berasal dari bahasa inggris dengan ejaan 
gender yang diartikan jenis kelamin oleh John Echols. Sedangkan 
secara terminology berarti suatu konsep yang digunakan untuk 
mengidentifi kasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari 
segi sosial budaya, bukan biologisnya.18 Dari pengertian ini tampak 
sekali nilai normatifnya dari konsep gender yang mempunyai 
kemiripan dengan al-Qur’an dalam memposisikan antara laki-laki 
dan perempuan.

Jika jenis kelamin adalah persifatan atau pembagian jenis 
kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada kelamin 
tertentu secara permanen yang mengambil bentuk laki-laki serta 
perempuan. Maka gender lebih kepada suatu sifat yang melekat pada 
laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 
18  Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 

2001),, 33.
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kultural, yang kemudian mengambil bentuk maskulin pada laki-
laki dan bentuk feminim pada perempuan. Berbeda dengan seks, 
gender adalah jenis kelamin sosial yang tidak kodrati. Jenis kelamin 
ini dikonstruksikan oleh masyarakat sendiri melalui kesepakatan 
tertentu yang selanjutnya diemban dan diperankan oleh laki-laki dan 
perempuan, tanpa dipandang sebagai suatu yang harus dipersoalkan 
baik bagi laki-laki maupun perempuan sendiri.19

Senada dengan pandangan yang dikemukakan Siti Musdah Mulia 
yang menegaskan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peranan, 
tanggung jawab, fungsi, hak, dan juga perilaku yang melekat pada diri 
laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan 
masyarakat tempat manusia tersebut tumbuh dan dibesarkan. 
Selanjutnya beliau menambahkan bahwa gender ialah suatu konsep 
yang mengacu kepada peran-peran serta tanggung jawab laki-laki dan 
perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai 
dengan perkembangan dan perubahan zaman modern.20 Sedangkan 
menurut pendapat yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar 
menyimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan 
untuk mengidentifi kasi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan 
dilihat dari segi sosial-budayanya.21

Dari beberapa pengertian gender tersebut diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa gender merupakan kedudukan laki-laki dan 
perempuan ditinjau dari segi sosial-budaya, ekonomi, politik, dan 
kebijakan suatu negara, bukanlah dari segi jenis kelamin atau ajaran 
agama. Maka seks dan juga gender tentu tidak sama, karena seks 
merupakan ketentuan Allah yang tidak dapat diubah karena sudah 
merupakan kodrat, sedangkan gender dibuat oleh kesepakatan 
masyarakat yang sewaktu-waktu dapat berubah dan diubah.22

19  Umi Sumbulah, Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi (Malang: UIN 
Malang Press, 2008), 7.

20 Siti Musdah Mulia, Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam (Jakarta: Lembaga Kajian 
Agama dan Gender, 2003, viii-ix.

21 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, 35.
22 Anshori, “Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah” Disertasi (Jakarta: 

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2006),, 82.
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2. Perbedaan Sex dan Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifi kasikan
perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sex 
secara umum digunakan untuk mengidentifi kasikan perbedaan laki-
laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Jadi gender banyak 
berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologi dan aspek-
aspek non biologis lainnya. Sementara sex berkonsentrasi kepada 
aspek biologi seseorang meliputi perbedaan komposisi kimia dan 
hormon dalam tubuh.23 

Dalam istilah bahasa inggris ada istilah masculine dan 
feminine.24 Masculine merupakan kata sifat yang artinya jantan, 
kelaki-lakian. Dalam hal ini tidak membahas tentang aspek biologis 
sama sekali. Sehingga apapun jenisnya yang mempunyai sifat 
kelaki-lakian akan disebut orang masculine. Dalam kehidupan 
masyarakat mayoritas orang laki-laki bersifat masculine tetapi ada 
pula orang perempuan yang bersifat masculine. Dalam pergaulan di 
masyarakat ada sekelompok perempuan yang berkarakter masculine 
yang disebut dengan istilah “tomboy”. 

Sementara Feminine merupakan kata sifat yang artinya 
kewanitaan. Dalam hal ini tidak membahas tentang aspek biologis 
sama sekali. Sehingga apapun jenisnya yang mempunyai sifat 
kewanitaan akan disebut orang feminine. Dalam kehidupan 
masyarakat mayoritas orang perempuan bersifat feminine tetapi 
ada pula orang laki-laki yang bersifat feminine. Dalam pergaulan 
di masyarakat ada sekelompok laki-laki yang berkarakter feminine 
yang disebut dengan istilah “banci”.

Istilah tomboy dan banci meskipun secara psikologi ada faktor 
kelainan tetapi pandangan ini setidaknya memberikan pemahaman 
untuk masuk dalam masalah gender. Karena istilah masculine dan 
feminine masuk dalam domain gender. 

23  Ibid, 35.
24  Lihat An English-Indonesian Dicitionary, Jonh M. Echols dan Hassan Shadily (Jakarta: 

PT. Gramedia, 2000) 
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Selain istilah masculine dan feminine, dalam bahasa inggris 
terdapat pula istilah male dan female.25 Kata male merupakan 
kata benda yang berarti jantan. Oleh karena kata benda maka 
apapun yang berjenis kelamin jantan baik hewan maupun manusia 
dinamakan male. Dan kata female merupakan kata benda yang 
berarti wanita, betina. Oleh karena kata benda maka apapun yang 
berjenis kelamin perempuan atau betina dinamakan female. Kedua 
istilah tersebut berhubungan erat dengan jenis kelamin hewan 
atau manusia sehingga tidak ada hubungan dengan permasalahan 
gender atau tidak masuk dalam domain gender.     

3. Identitas Gender 

Tatkala manusia dilahirkan di dunia secara otomatis akan 
kelihatan jenis kelaminnya baik laki-laki maupun perempuan 
berdasarkan anatomi biologisnya. Jika laki-laki akan ditandai 
dengan kelamin laki-laki dan jika perempuan akan ditandai 
dengan kelamin perempuan. Dan pada saat yang bersamaan pula 
ia memperoleh tugas dan beban gender dari lingkungan budaya 
masyarakatnya. Dan hal itu tergantung dari nilai-nilai budaya yang 
berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal 
dan androsentris sejak awal beban gender seorang anak laki-laki 
lebih dominan dibanding anak perempuan. 

Sejak seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, maka seorang 
anak ini sudah dapat diketahui identitasnya. Jika anak tersebut yang 
dilahirkan memiliki alat kelamin penis, maka disebut anak laki-laki, 
dan jika memiliki alat kelamin vagina, maka anak tersebut disebut anak 
perempuan. Setelah identitas seorang anak yang dilahirkan diketahui, 
maka masyarakat langsung memberikan atribut yang melekat pada 
identitas kelaminnya. Orang tuanya mulai membentuk sifat-sifat 
yang harus dimiliki anaknya sesuai jenis kelamin anaknya. Jika yang 
dilahirkan itu anak laki-laki maka orang tua tersebut setelah anak 
mulai mau bermain akan membelikan mobil-mobilan, sedangkan jika 
anak itu perempuan, orang tuanya akan membelikannya boneka.26

25  Ibid. 
26  Mulia, Keadilan, 60.
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Masyarakat memandang bahwa segala kelembutan dan 
kesabaran adalah kodrat yang harus dijalani dan ditempuh seorang 
perempuan. Anak perempuan yang main tembak-tembakan ataupun 
memanjat pohon dikatakan menyimpang. Demikian pula dengan anak 
laki-laki, maka orang tuanya selalu mewanti-wanti pada mereka untuk 
tidak gampang menangis, walaupun ditimpa kesedihan atau kekesalan 
seberat apapun. Penampilan anak laki-laki haruslah pemberani, kuat, 
tidak mudah cengeng, rasional, dan selalu harus ada didepan, karena 
anak laki-laki kelak akan menjadi seorang pemimpin.27

Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama pula 
mereka memperoleh tugas dan juga beban gender (gender assignment) 
dari lingkungan budaya masyarakatnya. Jadi beban gender seseorang 
tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang didalam 
masyarakat tempat mereka tinggal. Didalam masyarakat patrilineal 
dan androsentris, sejak awal beban gender seorang anak laki-laki 
lebih dominan dibanding dengan anak perempuan. Perbedaan gender 
tersebut telah melahirkan perbedaan peranan sosial di masyarakat. 
Kadang kala peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat itu 
sendiri, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan ataupun laki-
laki untuk berganti peranan.28

Dari sini, kita mampu melihat tradisi orang Arab Saudi yang 
membatasi peran perempuan hanya di rumah, sehingga seluruh 
kehidupannya habis untuk melayani suami dan juga anak-anaknya 
di rumah, bahkan belanja ke pasar pun dilakukan oleh kaum laki-
laki atau seorang suami. Beban kerja yang berat serta jam kerja yang 
banyak akan semakin dirasakan bagi perempuan, jika suaminya 
tersebut gagal memperoleh pekerjaan tetap atau diberhentikan dari 
pekerjaan tetapnya. Maka suami tidak bisa menjalankan perannya 
sebagai pencari nafkah, padahal kelangsungan sebuah rumah tangga 
harus tetap terus jaga. Kondisi ini telah memaksa banyak perempuan, 
mengambil alih tugas serta peran sekaligus sebagai pencari nafkah. 

27  Ibid., 56.
28  Umar, Argumen, 37.
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Namun celakanya alih tugas tersebut bukan berarti alih tanggung 
jawab tugas-tugas rumah tangganya, karena tugas-tugas tersebut 
tetap menjadi beban kerja bagi isteri atau kaum perempuan.29

Selanjutnya, sebagaimana menurut pendapat yang dikemukakan 
oleh Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa:

Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan menurut 
masyarakat Islam tidaklah berasal dari ajaran dasar agama Islam, tetapi 
lebih kepada salah tafsir terhadap agama, seperti yang diperlihatkan 
sebahagian besar ulama’ Islam selama berabad-abad lamanya.30

Penulis juga sependapat bahwa bias gender bukan diakibatkan 
teks Al-Qur’an, akan tetapi diakibatkan penafsiran seorang 
mufassir, karena seorang mufasir ini akan dipengaruhi latar 
belakang pendidikan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan juga 
lingkungannya. Namun demikian, tidak semua mufassir klasik 
keliru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, sekalipun menurut 
sebagian mufassir kontemporer sebagian mufasir klasik dianggap 
bias gender.31

Setiap makhluk hidup dapat dikelompokkan pada dua jenis 
yaitu laki-laki dan perempuan, keduanya berkewajiban menciptakan 
situasi harmonis didalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus 
sesuai dengan kodrat serta kemampuan masing-masing. Ini 
berarti bahwa kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan 
kekurangan masing-masing serta perbedaan diantara keduanya. 
Karenanya tanpa mengetahui hal-hal tersebut diatas, maka orang 
bisa mempersalahkan dan mendzalimi banyak pihak. Dia juga 
dapat mempersalahkan interpretasi agama dan juga menganiaya 
kaum perempuan, karena telah mengusulkan hal-hal yang justru 
bertentangan dengan kodratnya.32

Dalam suasana maraknya tuntutan terhadap Hak Asasi 
Manusia (HAM) serta seruan keadilan dan persamaan, sering kali 
29  Mulia, Keadilan, 62.
30  Ibid., 89.
31  Anshori, “Penafsiran, 84.
32 Shihab, Perempuan, 3.
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tanpa disadari, hilang hak asasi serta sirna keadilan lagi kabur makna 
persamaan yang dituntutnya. Sebagaiama menurut Muhammad 
Quraish Shihab yang mengutip pendapat Anis Manshur, beliau 
mengatakan bahwa tidak ada satu masyarakat di seluruh persada 
dunia ini yang mampu mempersamakan laki-laki dan perempuan 
didalam segala hal, tidak pada masyarakat yang maju maupun 
tidak pula pada masyarakat yang terbelakang. Memang antara laki-
laki dan perempuan masing-masing memiliki lima indera, tetapi 
terdapat perbedaan yang sangat jelas, dalam, dan tajam.33

Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat yang 
dikemukakan oleh Murtadha Muthahari, seorang ulama’ terkemuka 
yang berasal dari Iran didalam bukunya yang diterjemahkan Abu 
Al-Zahra Al-Najafi  ke bahasa Arab dengan judul: Nizham Huquq 
Al-Mar’ah yang intinya adalah bahwa laki-laki secara umum lebih 
besar dan lebih tinggi dari perempuan, suara laki-laki serta telapak 
tangannya kasar, berbeda dengan suara dan juga telapak tangannya 
perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dibandingkan 
dengan laki-laki. Namun, perempuan lebih mampu membentengi 
diri mereka dari penyakit dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih 
cepat berbicara bahkan dewasa dibandingkan laki-laki. Rata-rata 
bentuk kepala laki-laki lebih besar dibanding perempuan, tetapi 
jika dibanding dari segi bentuk tubuhnya, maka sesungguhnya 
perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru laki-laki menghirup 
udara lebih banyak daripada perempuan, dan denyut jantung 
perempuan lebih cepat dari denyut laki-laki.34

Selanjutnya, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi psikis dapat 
digambarkan berikut:

Secara umum, laki-laki lebih cenderung pada olahraga, berburu, dan 
juga pekerjaan yang melibatkan gerakan dibandingkan perempuan. 
Laki-laki secara umum cenderung kepada tantangan serta perkelahian, 

33  Ibid., 5.
34 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

Volume: II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 405.
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sedangkan perempuan lebih cenderung kepada kedamaian dan juga 
keramahan, laki-laki lebih agresif dan suka ribut, sementara perempuan 
lebih tenang serta tenteram. Perempuan menghindari penggunaan 
kekerasan terhadap diri mereka ataupun orang lain, karena itu jumlah 
perempuan yang bunuh diri lebih sedikit dibanding jumlah laki-laki. 
Caranya pun berbeda, biasanya laki-laki menggunakan cara yang lebih 
keras; pistol, tali gantungan, atau meloncat dari ketinggian, sementara 
perempuan menggunakan obat tidur, racun, dan semacamnya.35

Perasaan perempuan lebih cepat bangkit dibandingkan dengan 
laki-laki, sehingga rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan 
laki-laki yang berkepala dingin. Perempuan biasanya cenderung 
kepada upaya untuk menghiasi dirinya, kecantikan, dan mode 
yang beraneka ragam, serta berbeda bentuk. Disisi lain, perasaan 
perempuan secara umum kurang konsisten dibandingkan dengan 
laki-laki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, 
cerewet, takut, serta lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan 
lebih keibuan, ini jelas tampak sejak mereka anak-anak. Cintanya 
kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga 
keluarga lebih besar dibandingkan laki-laki.36

Muhammad Quraish Shihab juga mengutip pendapat 
Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-
tahun melakukan penelitian mengenai laki-laki dan perempuan, 
menguraikan keistimewaan laki-laki dan perempuan dari segi 
kejiwaannya, antara lain sebagaimana berikut:

Pertama; laki-laki biasanya merasa jemu tinggal berlama-lama 
disamping kekasihnya, berbeda dengan perempuan, perempuan 
akan merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya. 
Kedua; laki-laki lebih senang tampil dengan wajah yang sama setiap 
hari, berbeda dengan perempuan yang setiap hari ingin bangkit 
dari pembaringannya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya 
mode rambut dan pakaian perempuan sering berubah, berbeda 
dengan laki-laki. Ketiga; sukses bagi laki-laki adalah kedudukan 
35 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

Volume: II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 405.
36  Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, 405
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sosial terhormat serta penghormatan dari lapisan masyarakat, 
sedangkan bagi perempuan ialah menguasai jiwa raga kekasihnya 
serta memilikinya sepanjang hayat. Karena itu, laki-laki disaat 
tuanya merasa sedih, karena sumber kekuatannya telah tiada, yakni 
kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan 
rela karena kesenangannya ialah di rumah bersama suami dan 
anak cucunya. Dan kelima; kalimat yang paling indah didengar 
perempuan dari laki-laki, menurut Prof. Reek adalah Kekasihku, 
sungguh aku cinta padamu. Sedang kalimat yang indah diucapkan 
oleh perempuan pada laki-laki yang dicintainya adalah Aku bangga 
padamu.37

Selanjutnya, menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab 
yang juga mengutip pendapat Psikolog perempuan, Cleo Dalon, 
yang menemukan dua hal penting pada perempuan sebagaimana 
dikutip oleh Murtadha Muthahari dalam bukunya Nizham Huquq 
Al-Mar’ah:

Pertama, perempuan lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain. 
Kedua, perempuan ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai 
pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang sekitarnya. 
Kemudian Psikolog perempuan itu menyatakan bahwa, menurut hemat 
saya, kedua kebutuhan psikis tersebut bersumber dari kenyataan bahwa 
perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedangkan laki-laki di 
bawah pertimbangan akal, walaupun kita seringkali mengamati bahwa 
perempuan bukan saja menyamai laki-laki didalam hal kecerdasan, atau 
bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama perempuan ialah pada 
perasaan yang sangat halus, laki-laki berpikir secara praktis, menetapkan, 
mengatur, dan juga mengarahkan. Perempuan harus menerima kenyataan 
bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan laki-laki atasnya.38

Selanjutnya, menurut pendapat yang dikemukakan Muhammad 
Quraish Shihab bahwa terdapat perbedaan tertentu antara laki-laki 
dan perempuan baik fi sik maupun psikis. Mempersamakannya 
dalam segala hal berarti melahirkan manusia jenis ketiga, bukanlah 
jenis laki-laki dan bukan pula jenis perempuan. Muhammad Quraish 
Shihab selanjutnya menjelaskan bahwa:
37 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, 405
38 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, 405
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Kita perlu menggaris-bawahi bahwa laki-laki dan perempuan keduanya 
adalah manusia yang sama, karena keduanya berasal dari ayah serta ibu 
yang sama pula. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai 
manusia, tetapi akibat adanya perbedaan, maka persamaan dalam bidang 
tertentu tidak menjadikan keduanya tersebut sepenuhnya sama. Namun 
ketidaksamaan ini, tidak akan dapat mengurangi kedudukan satu pihak 
melebihkan yang lain. Maka persamaan disini harus diartikan kesetaraan, 
serta bila kesetaraan ini telah terpenuhi, maka keadilan pun telah tegak, 
karena keadilan tidak selalu berarti persamaan. Anda telah berlaku adil 
terhadap dua anak yang berbeda umur, jika anda memberikan keduanya 
bahan baju yang sama didalam kualitasnya, walau ukuran berbeda 
akibat perbedaan badan mereka. Disisi lain, tidaklah adil bila anda 
menugaskan seorang anak yang masih kecil untuk bisa menyelesaikan 
pekerjaan yang hanya mampu diselesaikan oleh orang dewasa. Tidak 
juga adil bila anda menuntut dari seorang dokter untuk bisa membangun 
jembatan, dan dari seorang petani untuk membelah pasiennya, yang 
adil adalah menugaskan masing-masing sesuai kemampuannya.39

Perbedaan-perbedaan yang ada itu dirancang Allah SWT agar 
tercipta kesempurnaan kedua belah pihak, karena masing-masing 
tidak mampu berdiri sendiri dalam mengapai kesempurnaannya 
tanpa keterlibatan pihak yang lain. Sebagaimana menurut 
pandangan Muhammad Quraish Shihab yang mengutip pernyataan 
Anis Manshur yang mengatakan bahwa:

Apakah perbedaan-perbedaan itu adalah dampak perlakuan 
masyarakat atau memang lahir dari tabiat masing-masing jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan? Ada pendapat, di Taman Kanak-
Kanak, anak laki-laki dan perempuan umumnya dididik oleh para 
perempuan karena hampir semua guru TK adalah perempuan.40

Hal inilah merupakan indikator, bahwa perbedaan-perbedaan 
tersebut lahir dari tabiat masing-masing dan hasil konstruksi 
budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, Nasaruddin Umar juga 
menyatakan bahwa kalangan feminis dan ilmuwan Marxis menolak 
anggapan-anggapan tersebut serta menyebutnya hanya sebagai 
bentuk stereotip gender. Mereka membantah adanya skematisasi 
perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Kalangan 
39 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

Volume: II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 6.
40  Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan,  18.
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feminis dan kalangan Marxis berkeyakinan bahwa perbedaan 
gender tersebut bukan karena kodrat atau faktor biologis (divine 
creation), akan tetapi karena faktor budaya (cultural contruction).41 
Sebagaimana menurut pendapat Faisar Ananda Arfa yang 
mengatakan bahwa bila kita membuka teks book sosiologi apa 
saja pada saat sekarang ini, maka akan ditemukan bagaimana 
lapangan sosiologi terbagi menjadi dua kubu yang berbeda yakni 
teori fungsionalis dan juga teori konfl ik. Kedua teori tersebut, teori 
struktural fungsional dan juga teori sosial konfl ik-kelihatannya juga 
diterapkan dalam kajian-kajian perempuan.42

4. Sejarah Perempuan Pada Zaman Pra Dan Pasca Datangnya 
Islam

Pada beberapa peradaban sejarah, pada puncak peradaban 
Yunani perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-
laki. Pada peradaban Yunani, perempuan sepenuhnya berada 
dibawah kekuasaan ayahnya. Kemudian, setelah kawin kekuasaan 
pindah ketangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan 
mengusir, menjual, menganiaya dan membunuh. Menurut konsepsi 
keluarga dalam tradisi masyarakat Yunani dan Romawi, kepala 
rumah tangga dipegang oleh laki-laki (suami/ayah). Laki-laki 
memegang kekuasaan mutlak dalam bidang hukum dan ekonomi 
terhadap seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari para isteri, 
anak-anak dan mungkin para budak yang hidup dalam keluarga 
tersebut. Struktur yang demikian ini berlanjut sampai abad ke-
19, setelah di Eropa Barat diperlakukan hukum-hukum baru yang 
memberikan kemerdekaan kepada perempuan yang sudah menikah 
dan dihapuskannya lembaga perbudakan. Relasi gender ditentukan 
oleh pembagian peran dan fungsi dalam suatu masyarakat. Dalam 
masyarakat Arab laki-laki bertugas membela dan mempertahankan 
seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh 
kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli 

41  Umar, Argumen, 44.
42  Faisar Ananda Arfa, Wanita dalam Konsep Islam Modernis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 

42.
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kepemimpinan dalam semua tingkatan mulai dari kepala rumah 
tangga, melalui kepala suku sampai kepala persekutuan antara 
beberapa suku. Termasuk kewenangan laki-laki memimpin upacara 
ritual keagamaan dan acara-acara seremonial lainnya. Promosi 
karier dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di 
kalangan laki-laki. Perempuan mengurus urusan yang berhubungan 
dengan tugas-tugas reproduksi. Laki-laki lebih banyak bertugas di 
luar rumah (wilayah publik). Sementara perempuan bertugas di 
dalam atau di sekitar rumah atau kemah-kemah (wilayah domestik)

Ideologi patriarki memberikan otoritas dan dominasi kepada 
laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. 
Laki-laki pada umumnya memperoleh kesempatan lebih besar dari 
pada perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam 
masyarakat. Dalam masyarakat kabilah perang dianggap sebagai 
salah satu kesempatan untuk memperoleh taraf kehidupan lebih 
baik.43 

Pada zaman kaisar Konstantin, hak perempuan sedikit 
terangkat yakni dengan diakui hak kepemilikannya tetapi dalam 
traksaksi harus disetujui oleh keluarganya. Pada peradaban 
Hindu dan Cina, nasib perempuan begitu terbatas, seorang istri 
dibakar hidup-hidup ketika suaminya meninggal. Sementara pada 
peradaban Yahudi dan Kristen – masa lalu – nasib perempuan tidak 
lebih baik.

Namun jika melihat sejarah pada masa Nabi Muhammad 
S.A.W dapat dilihat dengan jelas peran perempuan kala itu. Nabi 
Muhammad hadir sebagai utusan yang membawa misi freedom 
terhadap segala bentuk dehumanisasi, termasuk kaum perempuan 
didalamnya. Kaum perempuan pada zaman jahiliyah adalah salah 
satu komoditi pasar yang diperdagangkan. Mereka diperjualbelikan 
sebagai budak untuk dipekerjakan dan dijadikan selir. Sehingga 
banyak kaum laki-laki bangsawan yang mempunyai puluhan istri. 
Dan yang lebih sadis dan tidak manusiawi lagi bayi yang lahir 
43  Umar, Argumen, 134.
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perempuan tidak pernah selamat dari tangan-tangan maut karena 
dianggap aib bagi keluarganya. Hal ini di jelaskan oleh Prof. Dr. 
Nazaruddin Umar bahwa dalam masyarakat kesukuan laki-laki 
tidak hanya mengontrol dalam bidang sosial ekonomi, seluruh 
pranata sosial, melainkan juga mengontrol jumlah penduduk dalam 
suatu kabilah. Jumlah penduduk yang lebih besar dari pada sumber 
daya alam yang dimiliki satu kelompok suku akan menimbulkan 
berbagai masalah. Oleh karena itu peperangan bisa dilihat sebagai 
efek sekaligus sebagai alat pengendalian jumlah penduduk. Cara 
lain dalam mengontrol keseimbangan jumlah penduduk dalam 
masyarakat kesukuan yang biasanya menggantungkan pada sumber 
daya alam yang terbatas ialah pembunuhan bayi. Pembunuhan 
bayi-bayi perempuan secara selektif dan proposional dilakukan 
dalam upaya mencegah kemerosotan standar hidup mereka. 
Tidak terkecuali pada masyarakat Arab, masyarakat kesukuan 
yang hidup di pedalaman dan di daerah padang pasir gersang di 
Jazirah Arab sering juga ditemukan pembunuhan bayi dengan 
motif ekonomi. Hal ini juga disinyalir dalam dua ayat dalam al-
Qur’an surat al-An’am/6:151 dan Q.S. al-Isr’a/17:31. Kemungkinan 
lain, pembunuhan bayi dilakukan untuk ide pengorbanan yang 
diserukan oleh pemahaman kepercayaan agama yang salah kaprah 
seperti penyembelihan putra Nabi Ibrahim yang difahami bahwa 
setiap keluarga harus menyembelih salah seorang putranya. Hal 
ini dijelaskan dalam. Kemungkinan lain alasan membunuh anak 
perempuan karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang 
asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak 
atau mawali. Disamping itu, khawatir jika anggota sukunya kalah 
dalam peperangan yang akan berakibat anggotanya keluarga 
perempuannya akan menjadi harem-harem atau gundit para 
musuh.44 Kelahiran seorang bayi perempuan menjadi aib bagi 
keluarganya sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an: 

44  Ibid, 138.
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Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 
perempuan, hitamlah (cemberut) mukanya dan dia sangat sedih” (Q.S. 
al-Nahl (16):58)   

Setelah Nabi datang, budaya tersebut dihapus secara pelan-
pelan dan hingga Islam berdiri kuat di bumi Arab, kaum perempuan 
telah memperoleh hak sebagaimana kaum laki-laki. Dalam sektor 
ekonomi banyak sekali para sahabat perempuan yang bekerja untuk 
menghidupi keluarganya. Seperti Ummu Satim bin Malhan yang 
bekerja sebagai perias pengantin bahkan istri Nabi sendiri Zaenab 
binti Jahsy bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Siti Khadijah 
selain sebagai ibu yang baik bagi puteri-puterinya Nabi, beliau 
adalah seorang bisnis woman sukses. Dan kalau dicermati lebih 
dalam, mereka para perempuan itu bekerja karena profesinya atau 
kemampuan yang dia miliki. Dengan eksistensi perempuan zaman 
tersebut sehingga dalam beberapa hadits Nabi dapat ditemukan 
pernyataan-pernyataan yang mengangkat derajat seorang 
perempuan dan sampai diungkapkan oleh beliau bahwa perempuan 
adalah tiang Negara.  

Dari paparan diatas dapat dilihat betapa Islam telah 
benar-benar menjadi penyelamat besar dan agung. Islam telah 
melenyapkan budaya-budaya kebiadaban diluar batas kemanusiaan. 
Islam dengan kekuatannya yang luar biasa telah menyelam ke 
dalam banjir kesadisan untuk menarik dan mengangkat manusia 
pada umumnya dan para perempuan khususnya yang tenggelam 
di dalamnya. Mereka diangkat dan diamankan ditempat yang 
bernaungkan Islam dengan sinarnya yang menembus batas-batas 
jiwa yang paling dalam.  

5. Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga

  Sebelum mengulas eksistensi perempuan dalam keluarga lebih 
jauh, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu bagaimana kondisi 
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perempuan di Arabia sebelum Islam. Kondisi perempuan pada 
waktu itu begitu memprihatinkan, jangankan hak untuk mengenyam 
pendidikan, hak berkarir, hak mendapat waris, ataupun hak lainnya, 
hak untuk hidup saja begitu sulit. Rusaknya tatanan kehidupan 
masyarakat Arabia pra-Islam yang secara otomatis berimbas 
terhadap kaum perempuan, wanita pada masa itu dianggap sebagai 
budak. Perempuan juga tidak berhak mendapat warisan, bahkan 
kehadirannya dianggap aib dan akan merendahkan kehormatan 
kabilah. Oleh karenanya, pada waktu itu pembunuhan terhadap 
bayi perempuan merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat 
Arabia,45 Pembunuhan terhadap bayi perempuan didorong oleh 
beberapa faktor antara lain: Pertama, karena kemelaratan orang 
tua takut tidak dapat memberi makan kepada keturunannya, 
karena perempuan dianggap lemah untuk mencari harta sendiri, 
maka sah-sah saja bagi mereka untuk menghilangkan nyawa bayi 
perempuan mereka. Kedua, karena harga diri di mana orang tua 
menjadi takut jika anak-anak perempuan mereka menjadi tawanan 
musuh sehingga membawa aib bagi keluarga mereka.46 Masa itu, 
bagi perempuan yang tertangkap maka ia akan menjadi gundik-
gundik secara bebas.47 Ketiga, takut akan kehilangan kehormatan 
(prestise) bagi orang tua yang memiliki status sosial yang tinggi, 
akibat dari perkawinan dengan orang asing atau orang yang lebih 
rendah kedudukannya.48 

Kedudukan laki-laki dalam masyarakat Arabia pra-Islam 
sebagai penanggung jawab penuh kepada anggota keluarganya. 
Sehingga konsekwensi dari semua itu, kaum laki-laki lebih 
memonopoli kepemimpinan dalam semua sektor. Mereka memilah 
wilayah tugas mereka dirana publik sedangkan kaum perempuan 
diwilayah domestik maupun tugas-tugas reproduksi. Sehingga 

45  Al-Qur’ān, 16:58-59; 81:8-9; 6:140 dan 151.
46  Mustafa as-Siba’i, al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūniyyah wa Ijtimā’iyyah, (t.tp: 

Maktabah al ‘Arabiyah, t.t), 22. 
47  Mawlawi Hussaini, Arab Administration, (Madras:t.n.p, 1949), 13.
48  Ibid.
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keberadaan tugas mereka hanya didalam atau sekitar rumah atau 
kemah-kemah.49 

Sebelum adanya Islam, masyarakat Arabia betul-betul 
melakukan kebodohan dalam bentuk perkawinan. Bentuk 
perkawianan yang paling dominan pada masa Arabia pra-Islam 
adalah kontraktual. Sebagai bentuk kontrak, perkawinan dapat 
diputuskan baik karena kehendak bersama maupun karena 
kemauan salah satu pihak. Akan tetapi ketika patrialineal 
mendominasi, perkawinan mejadi indentik dengan sebuah kontrak 
dimana perempuan dianggam sebagai obyek dan laki-laki dapat 
menceraikannya sesuka hati.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa pada masa 
jahiliyah ada empat praktik perkawinan yang berlaku50. Pertama, 
perkawinan istibda’, yaitu seorang suami yang meminta sang istri 
berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat 
karena kebangsawanannya dengan maksud mendapat seorang 
anak yang mulia. Kedua, perkawinan al-Maqthu’ dimana laki-laki 
mengawini perempuan yang dalam perwaliannya. Yaitu mengawini 
istri-istri dari mendiang ayahnya. Ketiga, perkawinan al-Rahtun 
yang mana beberapa laki-laki yang berhubungan dengan seorang 
perempuan. Setelah hamil yang kemudian melahirkan, perempuan 
tersebut mengundang semua laki-laki yang menggaulinya lalu 
menunjuk siapa laki-laki yang jadi ayahnya. Dan laki-laki tersebut 
harus menerima dan mau menjadi ayahnya. Keempat, perkawinan 
khadan yaitu perkawinan sembunyi-sembunyi dan tanpa akad. 
Perempuan disini biasanya memasang bendera didepan pintu rumah 
mereka, jika mereka hamil maka para laki-laki yang berhubungan 
dipanggil dan kemudian dipanggil seorang ahli (juru ramal) untuk 
menentukan keturunan berdasarkan kemiripan raut muka.

49  Philip K Hitti, History Of The Arab: From the Earliest Time to the Present, (New York:ST 
Martin’s Press,1968), 28. 

50  Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr,1998) Juz II, 6.
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Kalau dipilah dari bentuk praktik perkawinan sebagaimana 
periwayatan diatas, bahwa dua dari yang pertama bersifat patrialineal 
karena dominasi kaum laki-laki begitu kentara. Sedangkan dua yang 
terahir menunjukkan poliandri yang memiliki kesesuaian dengan 
matrilineal. Akan tetapi semua bentuk perkawinan pada masa 
jahiliyah itu jelas merugikan kepada kaum perempuan akibatnya 
anak-anak yang mereka lahirkan tidak jelas nasab ayahnya.

Selain itu terdapat beberapa praktik pekawinan lain dikalangan 
masyarakat Arabia pra-Islam. Yaitu perkawinan mut’ah (kawin 
kontrak) biasanya perkawinan ini dilakukan oleh kafi lah/pedagang. 
Perkawinan badal yaitu pertukaran istri tanpa melalui talak dan 
mas kawin. Perkawinan Siqhār (pertukaran) maksudnya laki-laki 
mengawinkan anak atau saudara perempuannya dengan laki-
laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki 
tersebut memberikan anak atau saudara perempuannya.51 

Pada prinsipnya, perkawinan di Arabia masa jahiliyah 
mengandung unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, 
pelecehan, pemaksaan dan penindasan. Yang tentu saja sangat 
bertolak belakang dari pesan moral Islam. Misalkan saja, Islam 
tidak membenarkan hak perkawinan yang dimiliki laki-laki sama 
dengan hak kepemilikan atas harta kekayaan yang dapat diwariskan 
dan dijual oleh ahli waris kapanpun dia mau.52 Dalam masyrakat 
jahiliyah laki-laki bisa memaksa istrinya khususnya budak 
perempuannya melakukan prostitusi yang kemudian dilarang oleh 
Islam53 lebih dari itu laki-laki dapat memiliki istri sebanyak yang ia 
mau secara bersamaan. Sesuai kutipan as-Siba’i terhadap ungkapan 
at-Thabari bahwa laki-laki suku Quraisy bisa mengawini empat, 
lima, enam atau bahkan sepuluh secara bersamaan.54 
51 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj Farid w. dan Cici Farha 

(Yokyakarta:LSPPA,2000), 36-39.
52 W.Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia (Nether lands: 

anthropological Publicatians, 1996), 105. Lihat juga Mustafa as-Siba’I, al-Mar’ah baina 
al-Fiqh, 22.

53  al-Qur’ān, 24:33.
54  As-Siba’i, al-Mar’ah baina al-Fiqh, 22.
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Seorang anak perempuan dari kalangan bangsawan dianggap 
sebagai tambahan kekayaan bagi sang ayah, karena ketika akan 
menikah sang ayah menerima mahar yang besar. Dan mahar 
dianggap sebagai kompensasi atas hilangnya pelayanan anak 
perempuan dari rumah ayahnya.55 Menurut masyarakat Arabia 
pra-Islam mahar dianggap sebagai harga pembelian perempuan. 
Dan wali boleh menggunakan sesuka hati, bisa dibelanjakan 
untuk kepentingan pengantin perempuan ataupun diambil untuk 
diri sendiri. Sedangkan jumlah batasan khusus mas kawin tidak 
ditentukan secara rinci.56 

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam datang menghapus 
segala penindasan, memarginal, subordinasi dan ketidakadilan pada 
perempuan. jika semula perempuan dipandang hina dan sekedar 
menjadi komiditi pemuas syahwat maka Islam mengembalikan hak 
dan kehormatannya serta kemuliaan mendapat penjagaan. Islam 
memperlakukan sama antara anak laki-laki dan perempuan bahkan 
dalam Islam anak perempuan berhak mendapatkan waris yang itu 
sangat bertolak belakang dengan kebiasaan mayarakat Arabia pra-
Islam. kehadiran Islam telah menjadi titik balik bagi kehidupan 
kaum perempuan pada masa itu. Mereka mendapat kedudukan 
yang mulia yang dihargai dan dijunjung tinggi perannya.

Kalau pada masa pra-Islam masyarakat Arabia menganggap 
rendah pada perempuan, akan tetapi hal itu mulai terkikis 
dengan adanya Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamîn. Islam 
mulai mengkoreksi tradisi-tradisi jahiliyah dimasa itu misalkan 
saja pengkoreksian yang kemudian dihapuskannya praktek 
pembunuhan bayi perempuan,57 mengambil paksa harta waris bagi 
anak perempuan,58 bahkan dalam perkawinan, Islam mengubah 
55  Smith, Kinship, 96.
56  Engineer, Hak-hak Perempuan, 52-54.
57  Kebiasaan membunuh bayi perempuan pada masyarakat Arabia dikecam oleh al-

Qur’ān tercantum dalam beberapa ayatnya yaitu: Qs. an-Nāhl, 16:58-59; Qs.at-Takwîr, 
81:8-9; Qs. al-’An’ām, 6:140 dan 151.

58  Kesejahteraan perempuan dalam Islam ditunjukkan dengan keabsahan mereka untuk 
mewarisi. Hal ini adalah sebuah perubahan mendasar dalam hak-hak perempuan pada 
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praktik-praktik perkawinan masyarakat Arabia yang menyimpang. 
Walaupun pada masa nabi Muhammad tidak semua praktik 
perkawinan yang secara langsung dilarang, misalkan perkawinan 
mut’ah59 dan dan perkawinan ba’al yaitu perkawinan tawanan 
perempuan dan budak perempuan. 

Islam datang dengan tugas-tugas syariat yang dibebankan 
kepada semua jenis kelamin dengan mengetengahkan hukum-
hukumnya yang menangani berbagai tindakan dan tugas masing-
masing dari mereka (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian 
dari segi kemanusiaanya antara hak-hak kepada perempuan seperti 
yang diberikan kepada laki-laki dan beban kewajiban kepadanya 
sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki, kecuali beberapa 
hal yang khas bagi tiap-tiap jenis kelamin karena adanya hukum 
syar’i yang menjadi pembeda. Intinya Allah Swt. menciptakan 
laki-laki dan perempuan untuk saling berdampingan dan saling 
menghargai satu sama lain.

masa itu, sebab bangsa Arab dan beberapa bangsa kuno lainnya tidak mengijinkan 
wanita untuk mewarisi. Menurut mereka, warisan itu khusus bagi laki-laki yang 
bertugas memanggul senjata, mempertahankan,melindungi suku dan negerinya. 
Penderitaan kaum perempuan bahkan bertambah lagi karena bukannya mewarisi 
dari sanak saudaranya, tetapi perempuan dianggap sebagai bagian dari harta si mayit 
yang diwariskan seperti benda-benda atau binatang lainnya, tradisi yang demikian 
ahirnya dihapus dengan Qs. an-Nisā’, 4:19. Sedangkan ayat lain yang memberikan hak 
waris kepada perempuan Qs. an-Nisā’, 4:7. 

59 Untuk selanjutnya para imam madzhab sepakat bahwa perkawinan ini diharamkan 
jika dilaksanakan hukumnya batil dengan landasan 

 “Dari Sabrah al-Juhanni meriwayatkan bahwa ia turut berperang bersama Nabi Saw. 
saat penaklukan kota Mekkah. Saat itu beliau mengizinkan mereka untuk nikah 
mut’ah. Tetapi sebelum pergi meninggalkan kota mekkah, Rasulullah Saw. telah 
melarang nikah itu. Dalam satu riwayat Ibnu Mājah disebutkan bahwa Rasulullah 
Saw. mengharamkan nikah mut’ah dengan sabdanya: wahai manusia, aku pernah 
mengizinkan nikah mut’ah. Ingat, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga 
hari kiamat. Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 28. Lihat juga Muhammad Nasiruddin al-
Albani, Ensiklopedi Shahih Hadith Qudsi, terjemah Ma’ruf Abdul Jalil (Surabaya: Duta 
Ilmu, 2010), 561. 

مُتعَةِ فيوسلمعلیھاللهصلىاللهرسوللھمفأذَِنَ مكّةفثحفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيمعغَزَاأنّھالجھنيسَبرَةَ عن
 ِ ّ ماجةابنرواهلفظوفيوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولحرمّھاحتيمنھایحروجفلمقالالنٌساء اللهصلىاللهولرسأن
َ حرمٌوسلمعلیھ ُ یاأیھافقالالمتعة ُ كنتإنّيالناَس َ ألاِستمِتاَعفيلكمأذَِنت َلا ّ أ ِ إلىحرمّھاقداللهوإن  القیامةیوم
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Pada hakekatnya, Islam menempatkan laki-laki dan 
perempuan pada hubungan kemitraan dan derajat yang sama, baik 
dalam arti sosial, ekonomi, maupun hukum. Hal ini tersirat dalam 
Qs. at-Taubah ayat 71:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 
mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari 
yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka 
taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh 
Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.60

Dalam ayat lain juga disebutkan yang menjadi tolok ukur 
penilaian pada seseorang itu tergantung dari amal perbuatannya, 
bukan dari jenis kelamin.61 Namun, pandangan lain terhadap 
eksistensi perempuan masih berbeda antara satu kebudayaan/ 
sosiokultural dengan kebudayaan lainnya. Pada prinsipnya, dalam 
hak dan kewajiban perempuan banyak memiliki persamaan 
dengan apa yang dibebankan pada kaum laki-laki. Disisi lain, 
terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa 
disangkal yaitu khusus yang bersifat fi trah (kodrati),62 al-Qur’ān 
60  Depag RI, al-Qur’ān dan Terjemah, 198. 
61  Ibid., 4:124.

 Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun 
wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan 
mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

62 Perbedaan tersebut bersifat biologis, Hal ini misalnya: perempuan dapat mengalami 
siklus menstruasi (Qs. al Baqarah (2):222); Menopause (Qs. Ali Imron (3):40); hamil 
(Qs. at Thalaq (65):4); melahirkan (Qs. Ali imron (3):36); Menyusui dan memelihara 
anak (Qs. al Baqarah (2):233; dan Qs. an Nisā (4):23). 
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mengisyaratkan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki 
tersebut masing-masing memiliki keistimewaan. Sebagaimana 
disebutkan dalam al-Qur’ān:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari 
pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) 
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Qs. an-Nisā’(4):3)63

Dalam ayat ini memang tidak dijelaskan secara gamblang 
apa keistimewaan dan perbedaan itu, namun dapat dipastikan 
perbedaan itu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka 
emban64. Ini berarti dalam potensi intelektualnya perempuan 
sejajar dengan laki-laki, jadi tidak ada alasan untuk menempatkan 
kaum perempuan hanya berkutat disektor domestik.

Agar tidak muncul kesalahpahaman tentang eksistensi 
perempuan dan juga dapat mengurangi diskriminatif terhadap 
perempuan, maka Huzaimah65 berpendapat dalam buku 
Membincang Feminis bahwa adanya persamaan kedudukan 
perempuan dengan laki-laki menurut al-Qur’ān yang terurai sebagai 
berikut:

a. Dari segi pengabdiannya: Islam tidak melihat dari jenis kelamin 
yang dijadikan ukuran kemulyaan derajat seseorang hanyalah 

63 Depag RI, al-Qur’ān dan Terjemah, 83.
64 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: perspektif al-Qur’ān, (Jakarta: Dian 

Rakyat, 2010), xxvii. 
65 Mansour Faqih. dkk, Membincang Feminisme: Diskusi Gender perspertif Islam, 

(Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 152.
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dinilai dari pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah Swt. 
(Qs. al-Hujarāt:13). Laki-laki maupun perempuan sama-
sama berhak masuk surga, dengan berpartisipasi melakukan 
kebajikan, pengaddian terhadap masyarkat, negara dan agama 
(Qs.an-Nahl:97 dan lihat juga dalam Qs. Ali-Imrān: 194, at-
Taubah:71 dan al-Ahzāb:35) 

b. Dari segi status kejadian: Penafsiran para ahli tafsir mengenai 
kata dalam al-Qur’ān (an-Nisā’ (3):1) ‘min nafsin wā�idah 
berbeda-beda. Misalkan saja Jalaluddin al-suyuthi, Ibn kathir, 
al-Qurtubi, dan Abu Sa’ud mengartikannya dengan “Adam”. 
Sedangkan pendapat lain yaitu menurut Ibn bahr dan Abu 
Muslim pada kalimat Khalaqahā Minhā Zaujahā, dhamir “hā” 
tidak kembali ke zauj tetapi ke nafs disini bisa diartikan bahwa 
hawa bukan diciptakan dari tulang rusuk adam yaitu diciptakan 
sebagaimana adam diciptakan dari tanah. Muhammad Abduh 
dan Rashid Ridha66 memahami Min Nafs Wāhidah sebagai 
jiwa yang satu laki-laki dan perempun diciptakan dari unsur 
yang sama. Disini kami lebih condong pada pendapat kedua 
yang mana dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zat yang 
digunakan untuk menciptakan laki-laki dan perempuan tidak 
ada bedanya. Al-Qur’ān tidak pernah menyebutkan bahwa 
hawa diciptakan oleh Allah Swt. Dari sesuatu yang mempunyai 
martabat lebih rendah dari adam. Oleh sebab itu, status 
kejadian laki-laki sama halnya dengan perempuan.

c. Dari segi mendapat godaan: bahwa godaan dan rayuan 
iblis yang menyebabkan adam dan hawa dideportasi dari 
surga yang disebutkan dalam Qs. al-A’rāf:20 “maka setan 
membisikkan pikiran jahat kepada keduanya” disebutkan 
dalam bentuk mutsannah yang berarti berlaku untuk laki-laki 
dan perempuan, jadi anggapan bahwa hawalah yang mudah 
diperalat dan digoda setan serta sumber segala bencana 
tidaklah benar. 

66 Rashid Ridha, Tafsir al-Manar, (Mesir: Al-Haiah al-mishriyah li al-kitab, 1973), 330. 
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d. Dari segi kedudukan kemanusiaannya: Kebiasaan bangsa 
Arab sebelum islam datang, yang mengubur hidup-hidup 
bayi perempuan karena alasan takut miskin dan tercemar 
nama baiknya. Jelas bentuk kesewenang-wenangan terhadap 
perempuan dan termasuk pelanggaran HAM. Yang mana 
setelah Islam datang, tradisi yang bodoh ini ditentang dengan 
turunnya surat An-Nahl ayat 58.

Dari uraian pendapat diatas, secara umum dapat dikatakan 
bahwa secara redaksional dalam ayat-ayat al-Qur’ān yang 
mengandung aspek tuntunan kepada laki-laki pada dasarnya 
berlaku pula untuk perempuan kecuali ayat-ayat yang secara 
khusus tertuju pada laki-laki. Yang demikian, tentu menunjukkan 
kedatangan Islam merupakan pencerahan bagi kaum perempuan 
untuk mengikis habis segala anggapan rendah kepada perempuan, 
serta pandangan yang membedakan laki-laki dengan perempuan 
dari segala aspek. Lalu dimanakah posisi perempuan dalam keluarga 
menurut Islam?.

Kepemimpinan dalam tiap unit merupakan hal yang mutlak, 
terlebih lagi dalam sebuah keluarga. Kebersamaan antara pasangan 
(suami-istri), anak-anak maupun keluarga lainnya, pasti akan 
memunculkan persesuaian dan perselisihan. Kondisi seperti itu 
membutuhkan pemimpin sebagai nahkoda yang bertanggung jawab 
atas keselarasan dan keharmonisan dalam keluarga. Sementara 
dalam pandangan islam tentang kepemimpinan keluarga terdapat 
pada Surat An Nisā ayat 34 :
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika 
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”67

Kepemimpinan dalam ayat tersebut bukan berarti 
mengantarkan sebagai pemimpin dalam keluarga, kaum laki-laki 
bisa berbuat kesewenangan. Karena al-Qur’ān memerintahkan 
saling membantu, berbuat baik, dan saling berdiskusi pada persoalan 
yang ada dalam rumah tangga. Menurut al- Imām Fahruddîn al-
Razî sebagaimana dikutip Nasaruddin menafsirkan Qs.an-Nisā’ 
ayat 34 sebagai berikut:

“Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya 
adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan 
sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu. Keberhasilan 
perkawinan tidak tercapai kecuali kedua belah pihak memperhatikan hak 
pihak lain. Suami wajib memperhatikan hak dan kepentingan istrinya, 
istripun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya. Tetapi 
disisi lain istri berhak mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi”68

Sedangkan an- Nawawī dalam menafsirkan surat an- Nisā’ 
ayat 34 sebagai superioritas laki-laki karena kelebihan akal dan 
kekuatan fi siknya dibandingkan dengan perempuan, lebih kuat 
mental dalam menghadapi problem berat, kapasitas karya tulisnya 
dan lain sebagainya.69 Tentu saja pendapat yang demikian menjadi 
bias yang begitu dalam dan transparan, dimana tolak ukur untuk 
segala hal adalah laki-laki (suami).70 Pemahaman yang sarat dengan 
paradigma patriarki tersebut merugikan pada kaum wanita. 
Oleh sebab itu pemahaman tersebut patut dipersoalkan karena 
67  Depag RI, al-Qur’ān dan Terjemah, 84.
68  Nasaruddin, Argumen Kesetaraan, xxviii. 
69  Muhammad Nawawi, Uqud al-Lijain, 7. 
70  Masdar, Wanita Islam Indonesia, 72.
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bertentangan dengan prinsip keadilan pada seseorang dan eksistensi 
perempuan disini permanen sebagai konco wingking. 

Hal senada diungkapkan oleh beberapa ulama’ klasik antara 
lain pendapat Rashid Ridha71 kepemimpinan dalam rumah tangga 
dipegang suami karena laki-laki berdasarkan sistem fi troh memiliki 
otot lebih kuat, akal lebih tajam, tubuh lebih perkasa yang sangat 
ideal untuk menuntut ilmu dan bekerja dilapangan. Jadi laki-laki 
bekerja dan memberi hasil kerjanya kepada perempuan untuk 
kebutuhan rumah tangganya. Namun sistem fi tri dan syar’i tidak 
menghalangi perempuan beraktifi tas diranah publik. Dengan 
demikian, kepemimpinan rumah tangga secara fi troh diperankan 
oleh suami. Al- Zamasari se-ide dengan Rashid bahwa laki-laki 
memiliki kelebihan akal dan kemauan.72 Ali al-Sabuni berpendapat 
kepemimpinan laki-laki atas perempuan dihubungkan dengan 
nubuwah (kenabian) dan imāmah (kepemimpinan) wilāyah. 
Karena kelebihan laki-laki dalam hal kecerdasan dan keahlian 
mamenegerialnya, dalam rumah tangga laki-laki lebih unggul dalam 
hal memberi nafkah, mendidik, mengontrol dan memelihara.73

Pendapat berbeda diuraikan Quraish Shihab tentang hak 
kepemimpinan seperti yang dikutip ayat tersebut dibabankan 
kepada suami karena dua hal yaitu karena adanya kewajiban 
memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga lain dan adanya 
sifat fi sik dan psikis pada suami yang menunjang kesuksesannya 
memimpin keluarga74 walaupun pada kenyataannya terdapat istri-
istri yang memiliki kemampuan berfi kir dan materi melebihi suami, 
tetapi semua itu merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar 
untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum.75

71 Muhammad Rashid, Perempuan Sebagai Kekasih: Hakekat, Martabat dan Partisipasinya 
di Ruang Public, Terjm. Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdur Razzak, 
(Bandung: Hikmah, 2004), 29-30.

72 Imam al-Zamarkasih, Tafsîr al-Kasāf, (Bairut: Dar al-Fikr), 523. 
73 Ali al-Sabuni, Safwah al-Tafasîr, (Bairut: Dar al-Qur’ān al- Karim, 1981), 95.
74 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: mizan Media Umat), 310. 
75  Ibid., 311. 
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Pendapat lain juga diungkapkan Ali Engineer kata qawwāmuna 
bukanlah superioritas laki-laki terhadap perempuan, lebih tepatnya 
“sepenuhnya menjaga perempuan”76 Muhammad Asad mencatat 
ayat tersebut merupakan karunia keutamaan yang diberikan kepada 
laki-laki dari pada perempuan karena pada masa itu laki-lakilah yang 
mencari nafkah yang sepenuhnya, meski secara teoritis perempuan 
bisa mencari nafkah. Tapi secara sisiologis pada masa awal Islam 
tidak mencari nafkah, jadi keutamaan yang diberikan kepada laki-laki 
ini lebih bersifat sosiologis dari pada ilahiyah.77 Lebih lanjut Sayyid 
Quthub menyatakan bahwa qawwāmuna dalam eksistensinya 
bukan memandang remeh pribadi dan peran perempuan dirumah 
(tugas domestik)78. Bahkan selaku qawwāmuna tidak selayaknya 
suami berbuat semaunya dan otoriter terhadap istri dan keluarga 
lainnya. Selayaknya suami bersikap ma’rūf dan lemah lembut pada 
pada istri sebagaimana fi rman Allah Swt.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal 
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. an-Nisā’(4): 19)79

Dalam keluarga perempuan berperan sebagai pemimpin 
dirumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas keuangan 
76 Asghar Ali Enginner, Matinya Perempuan: Menyikap Mega Skandal Doktrin dan Laki-

laki, (Yogyakarta:IRCiSod, 1999), 88. 
77  Ibid., 89. 
78  Sayyid Quthub, Fi Dzilal al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1398), juz II, 651-652. 
79  Depag RI, al-Qur’ān dan Terjemah, 80.
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suaminya. Sebagaimana hadîth yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar r.a. 
bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas 
kepemimpinannya. Seorang Pemerintah adalah pemimpin, laki-laki adalah 
pemimpin atas keluarga dirumahnya, perempuan adalah pemimpin atas 
rumah suami dan anaknya, budak adalah pemimpin harta tuannya dan 
dia akan ditanyai pertanggung jawabannya dan kalian semua adalah 
pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya” 80 

Sebagai seorang meneger dalam keluarga ia bertanggung 
jawab mewujudkan baitî jannatî yaitu membuat rumah menjadi 
tempat yang nyaman dan tentram bagi seluruh anggotanya. Nasihat 
Rasulullah Saw. kepada putrinya Fatimah:

“Wahai Fatimah… perempuan yang membuat tepung untuk suami dan anak-
anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan pada setiap biji gandum, 
melebur kejelekan dan meningkatkan derajat perempuan itu. Wahai 
Fatimah…tiadalah seorang perempuan yang meminyaki rambut kepala 
anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, melainkan Allah 
Swt. pasti menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu 
orang kelaparan dan memberikan pakaian seribu orang yang telanjang.”81

Nasihat Rasulullah Saw. tersebut menyebutkan betapa 
berharganya tanggung jawab perempuan dihadapan Allah Swt. 
sehingga mendapat pahala yang begitu besar. Peran dalam sektor 
domestik tersebut bukan berarti hina dan disejajarkan dengan 
peran pembantu. Walaupun demikian nasihat tersebut bukan 
berarti sektor domestik menjadi beban perempuan, seorang ahli 
hukum Islam Ibn Hazm sebagaimana dikutip Quraish berpendapat 
bahwa pada dasarnya perempuan tidak berkewajiban melayani 
80  Muhammad bin Ismail Bukhari, al-shahih al-Bukhari,(kairo: Dar al-Ma’rifah, 1978 M), 

juz III, 65.
81  An-Nawawî, Uqūd al-Lijain, 10-11. 

مَامُ مَسْئوُلٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ  جُلُ مَسْئوُلٌ وَھُوَ رَاعٍ فاَلإِْ عَلَىرَاعٍ وَالرَّ

ُ مَسْئوُلٌ وَھُوَ أھَْلِھِ  وَالْعَبْدُ مَسْئوُلَةٌ وَھِيَ زَوْجِھَابیَْتِ عَلىَرَاعِیةٌَ وَالْمَرْأةَ

 مَسْئوُلٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فكَُلُّكُمْ ألاََ مَسْئوُلٌ وَھُوَ سَیدِِّهِ مَالِ عَلىَرَاعٍ 
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suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. 
Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, 
dan makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.82 
Pembagian kerja ini tidak membebaskan masing-masing pasangan, 
paling tidak dari segi kewajiban moral untuk saling membantu 
pasangannya yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing. 
Hendaknya seorang suami membantu istri dalam mengurus rumah 
tangga untuk meringankan beban istri. Begitu pula istri membantu 
suaminya dalam meringankan nafkah yang menjadi beban pada 
suami, apalagi ketika kondisi ekonomi suami seret dan yang 
demikian itu tidaklah mengurangi hak-hak yang harus dipenuhi 
oleh kedua belah pihak. 

Nabi Saw. Juga mengarahkan bahwa hubungan peran 
suami-istri kearah kerja sama, saling menghormati dan saling 
menyayangi. Nabi sebagai manusia terbaik juga bersama keluarga 
beliau melakukan tugas-tugas domestik. Sebagaimana diriwayatkan 
Aswad bin yazid r.a.: ia bertanya kepada Aisyah r.a. tentang apa yang 
dikerjakan nabi Saw. Dirumah? Aisyah menjawab: “beliau berada 
dalam pekerjaan sehari-hari keluarganya ketika beliau mendengar 
adzan, beliau keluar rumah”83 

Dalam tanggung jawab lainnya, perempuan sebagai seorang ibu 
merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya, dari ibulah anak 
menyerap berbagai pengetahuan pertama kalinya. Karena semakin 
banyak positif yang diberikan ibu sejak dalam kandungan akan 
mempengaruhi kecerdasan, spiritual, emosional, dan inteligensinya. 
Jika ibu mampu menunjukkan syakshiyyah (kepribadian) yang 
baik sekaligus memancarkan ketaqwaan kepada Allah Swt. niscaya 
akan berpengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian anak. 

Oleh karena itu eksistensi ibu begitu penting, karena dengan 
perannya bisa menentukan bagaimana generasi Islam selanjutnya. 
Karena ibu penanggung jawab utama terhadap perkembangan jiwa 
82  Quraish, Wawasan al-Qur’ān, 311.
83  Al-Bukhari, Shahih bukhari, 260. 
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dan mental anak, khususnya saat usia balita. Dan keistimewaan ibu 
ini tidak dimiliki oleh suami . 

6. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Keluarga 

Dalam sebuah keluarga masing-masing anggotanya jika 
menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, 
akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga 
sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.84 Agar tujuan dari 
pernikahan ini tercapai, maka Allah Swt. telah memberikan tugas 
yang berbeda kepada suami istri, sementara meraka tetap harus 
saling memenuhi hak masing-masing sesuai dengan prinsip dan 
tanggung jawab sehingga mereka dapat hidup bersama secara 
harmonis.

Ketika membahas eksistensi maka tidak akan lepas dari 
pembahasan hak dan kewajiban. Islam sendiri menetapkan hak dan 
kewajiban seorang istri lanjutan an-Nisā’:34 “dan karena mereka 
(laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab 
itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka).” Ayat ini mempertegas bahwa hak seorang 
istri mendapat nafkah dari suami, kewajiban suami memberikan 
yang terbaik bagi keluarganya sejauh yang kemampuan usahanya 
dan apa yang dimilikinya

Beberapa surat dan ayat dalam al-Qur’ān membahas tentang 
perempuan menyangkut berbagai sisi kehidupan baik tentang hak 
dan kewajiban maupun tentang keistimewaan tokoh perempuan 
dalam sejarah dan dalam tulisan ini, pembahasan mengenai hak dan 
kewajiban perempuan menurut al-Qur’ān banyak berbicara tentang 
perempuan pada sekitar sepuluh surat yaitu: al-Baqarah, an-Nisā’, 
al-Māidah, an-Nūr, al-Mujādilah, at-Tahrîm, at-Thalaq, ali-Imrān, 
Maryam dan Yusuf. 

Misalkan saja dalam Surat Al Baqarah ayat 228 disebutkan: 
84  Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, 6.
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“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”85

Menurut an- Nawawī ayat tersebut merupakan perimbangan 
hak suami dan istri itu ukurannya yang baik di masyarakat dan 
dipandang baik menurut syara’. Yaitu bergaul dengan baik dan 
tidak saling membahayakan dari kedua belah pihak.86 Pendapat 
yang demikian sangat menghargai posisi perempuan dalam 
keluarga. Menjadi kewajiban mereka berdua untuk menjaga yang 
lain dari dirinya sendiri agar suci dan menyenangkan, untuk hidup 
bahagia dan untuk menjadi kawan yang membahagiakan dan 
menyenangkan.87 

Pandangan yang serupa dikatakan oleh Fatima Mernissi 
bahwa Rasulullah Saw. menempatkan perempuan pada kedudukan 
yang terhormat bagaimana tidak, pada tradisi pra-Islam perempuan 
dijadikan obyek pelecehan seksual dan penganiayaan. Adanya 
praktek adl di mana istri diwariskan kepada pewaris suami, seorang 
wali yang memaksa anak tercantiknya untuk menikah dengannya, 
menguasai warisan mereka dan menghindar membayar mas kawin.88 
Yang demikian menurut Fatima telah dihapus dengan turunnya 
ayat 19 surat an-Nisā’ (larangan praktek adl dan beberapa praktek 
pernikahan jahiliyah yang mendriskriminasikan perempuan) dan 
perintah tuhan untuk memberikan warisan kepada anaknya baik itu 
yang laki-laki maupun perempuan.89 dan dalam tulisan ini hanya 
dibatasi uraian hak dan kewajiban perempuan menurut Islam.
85  Depag RI, al-Qur’ān dan Terjemah, 36.
86  Muhammad Nawawī, Uqud al-Dulijain, 3. 
87  Sachiko Murata, The Tao of Islam, alih bahasa Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, 

(Bandung: Mizan,1998), 234.
88  Fatima Mernissi, Wanita dalam Islam, 156.
89  Al-Qur’ān, 4:2. 
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7. Perempuan Dalam Al-Qur’an Dan Al-Sunnah 

Islam turun ke bumi dengan membawa misi-misi mulya. 
Diantaranya adalah misi freedom atau pembebasan terhadap segala 
bentuk dehumanisasi termasuk kaum perempuan di dalamnya. 
Karena zaman jahiliyah telah memasung perempuan dalam berbagai 
dimensi. Pada waktu itu jenis kelamin perempuan telah membawa 
kesialan bagi pemiliknya. Setelah Islam datang maka jenis kelamin 
perempuan membawakan berkah bagi pemiliknya. Setelah Islam 
datang maka jenis kelamin perempuan membawakan berkah bagi 
pemiliknya. Dimana Islam mengangkat derajat wanita setinggi-
tingginya sebagai hamba Allah s.w.t. yang mempunyai kedudukan 
yang sama dihadapan-Nya.

Secara global dalam al-Qur’an terdapat beberapa statemen 
ayat yang menyoroti laki-laki dan perempuan antara lain:90

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan 
sebagai penyembah Allah s.w.t. sesuai dengan fi rman-Nya.

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk 
menyembahku” (QS. Al-Dzariat (51): 78)

Ayat diatas memberikan penegasan tentang status secara 
umum antara laki-laki perempuan di hadapan Tuhannya. 
Pengakuan ini adalah penegasan terbaru dalam dunia karena 
sebelumnya tidak pernah ada konsep seperti ini sebagaimana di 
jelaskan dengan panjang lebar di atas. Tidak ada status istimewa 
yang dimiliki laki-laki di atas perempuan, keduanya sama-sama 
makhluq yang mempunyai kewajiban mengabdi kepada sang Kholiq 
dengan jaminan pahala dan siksa yang sama.  

b. Laki-laki dan perempuan sebagai kholifah di bumi

90  Ibid, 248-264.

)                ٧٨:  ما خلقت الجن وللإنس والإنس إلا لیعبدون (الذاریات
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Diantara kalam Allah yang menyebutkan tentang jabatan 
kholifah yang disandang manusia antara lain:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang kholifah di muka bumi” 
(QS. Al-Baqarah (2): 30)

Jika ayat sebelumnya menegaskan posisi laki-laki dan 
perempuan di hadapan Tuhan maka ayat ini menegaskan posisi 
laki-laki dan perempuan di dunia yakni dalam hubungannya 
dengan dirinya dan sesamanya. Bahwa mereka mempunyai posisi 
dan potensi yang sama. Mereka sama-sama menyandang predikat 
leader (pemimpin). Hal ini menunjukkan bahwa peran laki-laki dan 
perempuan dalam masyarakat setara. Kemudian jika ada pemilahan-
pemilahan maka hal itu sesungguhnya hanyalah masalah teknis dan 
tergantung konsensus-konsensus yang ada dalam masyarakat.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Menjelang seorang anak manusia lahir ia terlebih dahulu harus 
menerima perjanjian dengan Tuhannya. Sebagaimana fi rman Allah 
dalam al-Qur’an:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” 
mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. 
(Kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak 
mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)” (QS. Al-A’rof (7) : 172)
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Menurut Fakhrur Rozi sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin, 
tidak seorangpun anak manusia lahir dimuka bumi ini yang tidak 
berikrar akan keberadaan Tuhan dan Ikrar itu disaksikan oleh para 
malaikat. Tidak seorangpun mengatakan tidak. Sehingga dalam 
Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung 
semenjak dalam kandungan. Maka seharusnya perempuan dalam 
Islam percaya diri sejak lahir karena tidak pernah diberikan beban 
khusus berupa “dosa warisan” sebagaimana dikesankan dalam 
ajaran Yahudi dan Kristen.

Ayat di atas semakin menguatkan betapa perempuan mendapat 
pengakuan terhormat dari Khaliqnya dengan diajukannya sebuah 
ikrar. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai 
kekuatan yang sama dengan laki-laki dalam berikrar dan memegang 
ikrar tersebut selanjutnya. Seandainya perempuan tidak dianggap 
kuat dalam memegang ikrar maka niscaya pelaksanaan ikrar akan 
diwakilkan kepada kaum laki-laki.   

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Ayat-ayat dalam al-Qur’an yang menceritakan tentang 
keadaan Nabi Adam dan pasangannya di surga sampai keluar selalu 
menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan 
kata ganti (Huma) misalnya fi rman Allah:

“Dan kami berfirman: “Hai Adam diamlah oleh kamu dan istrimu surga 
ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana 
saja yang kamu sukai dan janganlah dekati pohon ini yang menyebabkan 
kamu termasuk orang-orang yang zalim” (QS.al-Baqarah (2): 35)

Ayat ini menceritakan bahwa antara Nabi Adam dan Siti Hawa 
tidak berposisi antara sebab dan akibat, Nabi Adam sebagai sebab 
dan Siti Hawa sebagai akibat atau sebaliknya. Namun keduanya 
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sama-sama berposisi sebagai sebab dan keduanya menanggung 
akibat yang sama. Sebuah peran yang kompak.   

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Dalam meraih prestasi dari amal yang dilakukan oleh seseorang, 
Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. 
Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menerangkan hal 
tersebut, misalnya fi rman Allah:

           

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik laki-laki maupun 
wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk 
ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya” (QS. Al-Nisa’ (4): 124)

Dengan ayat ini semakin jelas bahwa al-Qur’an sangat 
menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender. Peran dan prestasi tidak 
ada sangkut pautnya sama sekali dengan jenis kelamin seseorang, 
maka masihkah diragukan penghargaan al-Qur’an terhadap sosok 
wanita?  

Sementara dalam hadits terdapat statemen yang agak berbeda 
dengan al-Qur’an.91 Ada hadits yang terkesan mendiskreditkan 
kaum perempuan meskipun ada hadits yang menjunjung tinggi 
kaum perempuan. Hadits yang terkesan memarginalkan kaum 
perempuan antara lain hadits tentang penghuni neraka kebanyakan 
kaum perempuan, perempuan kurang akalnya, perempuan kurang 
agamanya, setiap bepergian harus izin suaminya, jika menolak 
suaminya ditempat tidur akan dilaknat malaikat sampai pagi, puasa 
sunnah harus izin suaminya. Dan hadits yang menjunjung tinggi 
kaum perempuan antara lain hadits tentang perempuan adalah tiang 
negara, surga ada di bawah telapak kaki ibu dan lain sebagainya.

91  Sri Suhanjati Sukri (ed), Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender  (Jogjakarta: 
Gama Media, 2002), 170.
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Adapun hadits-hadits yang terkesan merendahkan perempuan 
antara lain:

1. Perempuan kurang akal dan agamanya

Diriwayatkan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

“Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. ia berkata, “Rasulullah berangkat ke tempat 
sholat pada hari Idul Adlha atau Idul Fitri dan berjumpa dengan para 
wanita. Beliau bersabda, “Wahai para wanita adakah kamu membenarkan, 
aku beritahukan kepadamu kebanyakan kamu sekalian adalah ahli neraka. 
“Mengapa demikian wahai Rasulullah?” Rasul menjawab, “Kamu sekalian 
banyak berbuat laknat (perbuatan yang dibenci) dan banyak ingkar terhadap 
jama’ah (keras kepala), aku tidak pernah melihat wanita yang kurang akal 
dan agamanya yang lebih mampu meluluhkan hati lelaki yang perkasa dari 
pada salah seorang diantara kamu” Mereka bertanya, “Dimana letak kurang 
agama dan akal kami ya Rasul?” Nabi bersabda, “Bukankah kesaksian 
seorang wanita itu setara dengan separo kesaksian laki-laki?” Mereka 
berkata, “Betul” Rasul bersabda, “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila 
wanita sedang haid mereka tidak sholat dan tidak puasa?” Mereka berkata, 
“Betul” Rasul bersabda, “Begitulah kekurangan agamanya”(HR. Bukhari)92

Menurut Dra. Hj. Siti Mujibatun, jika hadits itu ditelaah secara 
kritis mengandung beberapa aspek yang perlu dicermati antara lain 
sebagai berikut :

92 Ibid, 46-47.

عن ابن سعید الخدري قال : خزج رسول الله صلعم في أضحى أو فطر 

إلى المصلى فمرعلى النساء فقال : یامعشر النساء تصدقن فإني أریتكم 

 أكثر أھل النار فقلن وبم یارسول الله قال تكثر اللعان وتكفر العشیر

من ناقصات عقل ودین للب الرجل الحازم من أحدكن قلن وما  مارأیت

نقصان دیننا وعقلنا یارسول الله قال : لیس شھادة المرأة مثل شھادة 

الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلھا الیس إذا حاضت لم تصل 

 ولم تصم قلنا بلى قال : فذلك من نقصان دینھا (رواه البخاري)
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Pertama, petunjuk umum sabda Nabi s.a.w yang menyatakan 
adanya wanita kurang akal dan kurang agamanya. Hal ini dapat 
dikaji dari sisi relevansinya dengan situasi pada saat itu. Pada saat 
Nabi memberi peringatan kepada para wanita itu adalah pada hari 
raya dan mustahil bertujuan untuk merendahkan kemulyaan wanita 
tetapi dalam rangka memberi peringatan agar tidak melakukan 
perbuatan yang dilaknat. Selain itu, pada waktu itu yang diajak 
bicara oleh Nabi adalah mereka sekelompok wanita Madinah yang 
sebagian besar dari kalangan Anshor yang dinilai oleh sayyidina 
Umar bin Khottob sebagai wanita yang kurang menghormati suami, 
beliau berkata 

“Ketika kami datang kepada orang-orang Anshar tiba-tiba kami 
dapati mereka adalah kaum yang didominasi oleh istri-istri mereka. 
Maka istri-istri kami lalu mengikuti perilaku para wanita Anshar”. 

Itulah yang melatar belakangi sabda Nabi diatas.  Adapun jika 
dilihat dari sisi rangkaian kalimatnya, hadits tersebut bukanlah 
kalimat penegasan suatu kaidah yang berlaku umum atau hukum 
umum, melainkan lebih dekat sebagai pernyataan yang terkait 
dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Madinah dimana terjadi 
dominasi perempuan atas laki-laki yang jarang terjadi pada waktu 
itu. 

Kedua, kata naqis al-aqlu wa ad-din hanya terungkap sekali 
dan dalam rangka menggugah dan merupakan pendekatan awal 
dalam memberikan peringatan khusus kepada kaum wanita dan 
tidak pernah diungkapkan tersendiri dalam kalimat penegasan 
baik dihadapan para wanita maupun laki-laki. Menurut Dr. Yusuf 
Qordlowi, bahwa dalam memahami harus dengan latar belakangnya, 
situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya.93

2. Perempuan dilarang pergi kecuali dengan suaminya

Diriwayatkan dalam sebuah hadits sebagai berikut : 

93  Yusuf Qordlowi, Bagaimana Memahami Hadits Nabi s.a.w., terj. Muhammad al-Baqir 
(Bandung: Karisma, 1994), 131.
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“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Saya mendengar Rasulullah berkhotbah 
dengan bersabda: “Seorang laki-laki tidak boleh bersunyi dengan 
seorang wanita kecuali bersama mahramnya dan seorang wanita 
tidak boleh bepergian sendirian tanpa mahram. Lalu ada seorang laki-
laki berdiri dan bertanya: “Ya Rasulullah sesungguhnya istriku mau 
berangkat haji sedangkan saya mendapat panggilan perang anu” maka 
Nabi bersabda: “Pergilah haji bersama istrimu”. (Muttafaqun Alaih) 

Menurut Syaikh Faishol bin Abdul Aziz dalam Mukhtashar 
Nailul Authar mengemukakan komentar terhadap hadits tersebut 
sebagai berikut, “Bepergian yang dimaksud itu mutlak, yang diikat 
dengan hadits-hadits lain” Ibnu hajar dalam Fathul Bari berkata, 
“Kebanyakan ulama mengamalkan yang mutlaq itu karena 
adanya perbedaan ukuran (dalam taqyid). An-Nawawi berkata, 
“Yang dimaksud dalam pembatasan bukan lahirnya, melainkan 
apapun yang namanya bepergian adalah terlarang kecuali 
bersama mahram”

Menurut Syaikh Faishal bin Abdil Aziz, dalam hadits Ibnu 
Abbas yang diriwayatkan oleh at-Thabrani, anggapan haram (bagi 
perempuan) pergi sendirian itu sejauh perjalanan yang kurang dari 
satu burud (12 mil; 1 mil: 1609=19,3 km). Haditsnya yang anrtinya: 
“Janganlah seorang perempuan bepergian sejauh 3 mil kecuali 
bersama suami atau mahramnya”

Sedangkan menurut Drs. Hj. Siti Amanah, yang dimaksud 
dengan bepergian jauh adalah bepergian yang mencapai jarak 
seorang musafi r boleh melaksanakan sholat qoshor. Adapun 
bepergian jarak dekat tidak termasuk larangan dalam hadits ini 
karena terdapat hadits yang meng-qayyid-kan perjalanan tersebut 
yaitu sabda Rasulullah yang artinya:                                                 

عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلعم یخطب یقول : لایخلون رجل  

رم فقام رجل فقال : إن إمرأتي خرجت حاجة وإني بامرأة إلا ومعھا ذو مح

            قد أكتتیت في غزوة كذا فقال : انطلق فحج مع إمرتك (متفق علیھ)
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“Wanita itu jangan bepergian tiga hari kecuali bersama mahram” (HR. 
Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad)

Selanjutnya masih menurut Hj. Siti Amanah, bahwa jika 
perjalanan jarak dekat wanita boleh bepergian tanpa mahram 
selama terjamin keamanannya. Adapun untuk perjalanan jauh 
yang bukan untuk maksiat misalnya menjalankan tugas belajar 
di luar negeri, sebaiknya ia didampingi oleh mahram atau suami 
atau teman wanita (yang adil) yang bisa dipercaya. Apabila tidak 
memiliki pendamping mahram, suami atau teman wanita yang 
adil dan negeri yang dituju aman, wanita tersebut boleh bepergian 
sendirian dengan alasan darurat, sebagaimana bunyi kaidah fi qh 
bahwa darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang.94

Ada sesuatu yang menarik lagi tentang perempuan dalam 
Hukum Islam yakni mengenai kepemimpinan perempuan. Pejabat 
al-Imam al-‘Azham (khalifah) dikalangan ulama sunni selalu 
didominasi laki-laki. Perempuan menjabat pemimpin negara baru 
terjadi pada dinasti Fathimiyah di Mesir yang bernama Syajaratu al-
Dur dan periode sebelumnya pada generasi Nabiyullah Sulaiman as. 
menampilkan Ratu Bilqis di negeri Saba’ sebagaimana dijelaskan 
dalam al-Qur’an sebagai berikut

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka 
dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang 
besar” (Q.S. al-Naml (27):23)

Sementara dalam negara Indonesia kepemimpinan terbatas 
dalam wilayah Nusantara. Dan sesuai dengan sistem negaranya 
yang menggunakan trias politika maka kekuasaan dibagi menjadi 
tiga yakni institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi posisi 

94  Sukri (ed), Pemahaman, 154-155.
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pemimpin (presiden) tidak lagi sama dengan konsep kepemimpinan 
khalifah atau al-Imam al-A’zham yang dikenal dalam Islam jadi 
wanita boleh jadi presiden. Hal yang kami paparkan ini sebenarnya 
mengenai perbedaan konsep presiden dengan khilafah, namun yang 
kami maksud dalam karya ilmiah ini adalah keterlibatan perempuan 
dalam politik dan menjadi pemimpin. Dalam pasal 27 ayat (2) UUD 
1945 menegaskan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 30 ayat 
(1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam 
usaha pembelaan Negara” Kata “tiap-tiap warga negara” tersebut 
merupakan bentuk yang disebut legal person yang mencakup laki-
laki dan perempuan. Sejarah telah mencatat sederet tokoh wanita 
yang pernah menorehkan  perannya yang bagus pada masa lalu 
misalnya Syifa binti Abdillah al-Adawiyah yang diserahi tugas 
hisbah oleh Khalifah Umar bin Khattab, dia adalah tokoh wanita 
yang piawai dalam mengendalikan perilaku pedagang di ibukota 
Madinah. Khaizaron ditunjuk menjadi konsultan para menteri 
negara oleh khalifah al-Mahdi. Sakinah cucu Ali bin Thalib adalah 
guru Imam Syafi ’i. al-Arudliyat tercatat sebagai sastrawati asuhan 
Ibnu al-Musharraf. Ny. Begum Khalida Zia (Bangladesh) dan Ny. 
Benazir Zulfi kar Ali Butho (pakistan) keduanya pernah menjabat 
menjadi perdana menteri.95    

Dalam hal sholat terdapat perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan antara lain:

1. Aurat laki-laki cukup menutup bagian tubuhnya antara pusar 
dan lutut. Bahkan menurut sebagian pendapat laki-laki cukup 
menutup kemaluan dan pinggulnya saja karena paha laki-laki 
tidak termasuk aurat. Sedangkan aurat perempuan seluruh 
tubuhnya yang wajib ditutupi kecuali muka dan kedua telapak 
tangan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah sebagai 
berikut : bahwa ia menanyakan kepada Nabi s.a.w., “Bolehkah 

95 Hasyim Abbas, Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam, ( Jogjakarta: Kutub, 
2004), 146.
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wanita shalat dengan memakai baju kurung dan selendang 
tanpa kain atau sarung? Nabi menjawab,”Boleh asal baju itu 
dalam (panjang) sehingga dapat menutupi punggung kedua 
tumitnya.”96 

2. Dalam shalat yang bacaannya dengan jahr (keras) seperti
Magrib, Isya’ dan Subuh, laki-laki disunnahkan mengeraskan
bacaannya sementara perempuan dianjurkan dengan suara
rendah. Karena suara perempuan dianggap aurat.

3. Mengenai tempat shalat, laki-laki sebaiknya berjamaah di
masjid sedangkan perempuan diutamakan shalat di kamarnya.
Dalam kitab-kitab fi qh perempuan yang dibolehkan datang ke
masjid berjamaah adalah mereka yang sudah tua sementara
yang masih gadis hukumnya makruh dikhawatirkan
menimbulkan fi tnah. Rasulullah bersabda “Sebaik-baik masjid 
perempuan adalah pojok rumahnya”97

4. Jika imam melakukan kesalahan dalam shalat jika makmumnya 
laki-laki mengingatkan dengan membaca tasbih sementara
perempuan dengan cara menepukkan tangan. Hal ini
didasarkan kepada hadits dari Sahl bin Sa’ad, Nabi bersabda:
“Barangsiapa mengalami sesuatu kesalahan dalam shalat,
maka bacalah tasbih. Adapun bagi perempuan dengan cara
bertepuk tangan.”98

5. Dalam sujud laki-laki dianjurkan merenggangkan kedua
sikunya dari kedua lambungnya dan merenggangkan
perutnya dari kedua paha. Sementara perempuan dianjurkan
merapatkan sebagian tubuhnya ke bagian tubuhnya yang lain.

6. Dalam berjamaah perempuan tidak boleh jadi imam ketika
ada laki-laki yang menjadi makmumnya. Dan tempat saf
perempuan yang utama adalah paling belakang. Mengenai hal

96  al -Kahlani, Subulus (Semarang: Thoha Putra, tt, juz 1), 133.
97  Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (Damsiq: Dar al-Fikr, 1404H/1984), 

153.
98  Sabiq, Fiqhus, 107.
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ini ada beberapa kitab-kitab fi qh standar yang membahasnya. 
Kitab kifayatul akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu 
Bakar   kitab al-Muhadzdzab fi  Fiqh al-Imam as-Syafi ’I, 
karangan Abu Ishaq as-Syairazi, kitab al-Fiqhu al-Islami wa 
Adillatuhu karangan Syekh Wahban Zuhaili, ketiga kitab 
tersebut  melarang dengan tegas perempuan menjadi imam 
yang makmumnya laki-laki. Perempuan hanya boleh menjadi 
imam bagi sama-sama perempuan karena jamaah perempuan 
tidak harus diimami oleh laki-laki. Adapun menurut mazdhab 
hanafi  jamaah perempuan saja makruh tahrim karena 
salatnya perempuan di kamarnya yang paling khusus lebih 
utama. Adapula kitab yang moderat dalam menyikapi hal ini 
yakni Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menyatakan 
bahwa imam tidak harus laki-laki. Hanya ditegaskan bahwa 
orang lebih berhak menjadi imam adalah yang terpandai 
dalam membaca al-Qur’an, kemudian yang terpandai dalam 
penguasaan hadits Nabi, kemudian yang terdahulu hijrah dan 
jika masih sama, yang lebih berhak menjadi imam adalah yang 
lebih tua usianya.

Menurut Drs. Nur Khoirin Y.D., M.Ag. bahwa hadits-hadits 
tentang perempuan lebih utama salat di kamarnya dan tentang 
sebaik-baiknya saf perempuan adalah paling belakang sanadnya 
lemah sebab beberapa perawinya dinilai khatha atau galath oleh 
sebagian nuqat. Sehingga perlu diadakan penelitian ulang dan 
pembaharuan metodologinya dalam meneliti hadits.99

Dan menurut penulis bahwa yang dilakukan para ulama 
terdahulu merupakan langkah pencegahan/preventif (syadud 
dzari’ah) untuk menjaga harga diri perempuan. Hal ini sesuai 
dengan kaidah hukum kulli bahwa menolak kemafsadatan lebih di 
dahulukan dari pada mengambil kebaikan. Dengan demikian apa 
yang dilakukan mereka justru mempertahankan prinsip Hukum 
Islam.
99  Sukri (ed), Pemahaman, 110-111.
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C. Perspektif Hukum Islam tentang Poligami
1. Pengertian Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami 
mempunyai beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan 
hidupnya dalam waktu yang bersamaan.100 Sidi Gazalba mengatakan 
bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan 
lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri yaitu 
perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang 
laki-laki.101 

2. Pandangan Ulama Tentang Poligami

Adapun dasar hukum Poligami disebutkan dalam al-Qur’an 
surat an-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) 
seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian 
itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya” (QS. Al-Nisa’ (4) : 3)102

Dari ayat tersebut kemudian muncul perbedaan tafsir dari 
beberapa tokoh Hukum Islam. Mereka dapat dikelompokan menjadi 
dua golongan yaitu:

1. Golongan penganut asas monogami dalam perkawinan

Golongan ini berpendapat bahwa Allah s.w.t. memperbolehkan 
Poligami itu dengan syarat harus adil. Mengenai keadilan ini harus 

100  Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.
101  Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-Soal Perkawinan (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 25.
102  Al-Qur’an dan Terjemahnya, 151.
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dikaitkan dengan fi rman Allah s.w.t. dalam surat an-Nisa’ ayat 129 
yang artinya adalah sebagai berikut:    

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dap
 
 
 
 

Karena ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak akan ada 
seorangpun yang dapat berbuat adil, suatu petunjuk bahwa asas 
pernikahan dalam Islam adalah monogami. Golongan ini terdiri dari 
tokoh-tokoh kontemporer dalam Islam seperti Ashgar Ali Engginer, 
Aminah Wadud Muhsin, Kelompok Jaringan Islam Liberal. Siti 
Musdah Mulia dan lain-lain.

Ashgar Ali Engginer berpendapat bahwa ayat al-Qur’an 
pernyataan normatif yakni merujuk kepada sistem nilai dan 
prinsip dasar-dasar dalam al-Qur’an dan pernyataan kontekstual 
yaitu ayat-ayat yang turun untuk merespon problem-problem sosial 
tertentu pada masa itu. Dan dia menyarankan para penafsir harus 
mengedepankan aspek normatifnya dari pada aspek kontekstualnya 
karena yang pertama sarat dengan prinsip-prinsip yang menjadi 
postulat dasar kitab suci al-Qur’an.103 Maka terhadap masalah 
Poligami ini Ashgar Ali Engginer berpendapat bahwa dalam 
memahami ayat ini harus melihat dua ayat sebelumnya dan konteks 
historisnya. Ayat pertama membahas tentang penciptaan manusia 
dari entitas yang tunggal, jadi antara perempuan dan laki-laki 
statusnya setara. Ayat kedua berkaitan dengan kewajiban muslim 
untuk memberikan kepada anak yatim harta mereka dan dilarang 
menukar harta dengan yang buruk. Ayat ketiga berkaitan dengan 
Poligami bersama dengan permintaan untuk melakukan keadilan 
kepada anak yatim dan jika khawatir tidak berlaku adil maka 
kawinilah satu saja. Maka menurutnya spirit dari ayat ini adalah 

103  M. Agus Nuryatno, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan gender: Studi Atas 
Pemikiran Ashgar Ali Engineer (Jogjakarta: UII Press, 2001), 63-64. 
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melakukan tindakan keadilan. Dan keadilan itu sendiri mempunyai 
tiga tingkatan yaitu pertama jaminan untuk menggunakan 
harta anak yatim dan janda yang benar, kedua jaminan untuk 
memberikan keadilan kepada semua istri-istri dalam hal materi, 
ketiga memberikan cinta kasih yang sama kepada semua istri. 
Dan yang demikian ini menurut Qur’an tidak mungkin terwujud 
sebagaimana fi rman-Nya diatas.  

Sedangkan konteks ayat tersebut adalah adanya laki-laki yang 
kawin dengan sepuluh atau lebih perempuan dan menggunakan 
harta kekayaan anak-anak yatim yang berada dibawah perwaliannya 
untuk membiayai istri-istrinya yang banyak. Kemudian Qur’an 
melarangnya perbuatan itu. Lebih lanjut Engginer menerangkan 
bahwa waktu itu yakni masa Rosulullah, Poligami menjadi solusi 
untuk menolong orang yang lemah yaitu para janda dan anak-
anak yatim. Jadi dengan demikian, jika saat ini tidak ada persoalan 
mengenai pemeliharaan anak yatim maka Poligami menjadi tidak 
valid. Maka menurutnya dalam ayat ini Poligami adalah aspek 
kontekstual sedangkan monogami adalah aspek normatif.104 

2. Golongan penganut asas Poligami dalam perkawinan

Bagi yang berpendapat bahwa asas pernikahan itu adalah 
Poligami, beralasan bahwa antara 3 dan ayat 129 surat an-Nisa’ 
tidak terdapat pertentangan. Hanya saja keadilan yang dimaksud 
pada kedua ayat tersebut adalah keadilan lahiriyah yang dapat 
dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih 
sayang. Adil yang tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang seperti 
tercantum dalam ayat 129 surat an-Nisa’ itu adalah adil dalam cinta 
dan jima’. Ini memang logis. Umpamanya hari ahad giliran di rumah 
istri pertama dengan memberikan nafkah batin, hari senin giliran 
istri kedua memberikan nafkah yang sama, demikian selanjutnya 
pada istri ketiga dan keempat. Adil yang semacam ini jarang terjadi, 
sebab gairah untuk memberikan nafkah batin ini tidak selalu ada. 
Asalkan perbuatan itu tidak sengaja, maka itu tidak dosa. Dalam hal 
104  Ibid, 72-77.
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cinta setiap orang memang tidak bisa dipaksakan untuk mencintai 
seseorang secara sama. Hal ini diperkuat dengan hadits Rasulullah.

“Dari Siti Aisyah bahwasannya Nabi s.a.w. membagi terhadap istri-istrinya 
dengan adil dan beliau berdo’a: “Ya Allah ini adalah pembagianku atas apa 
yang saya miliki maka janganlah engkau menegur saya atas apa yang engkau 
milikikan kepadaku dan tidak saya miliki (tidak mampu)” (H.R Turmudzi)

Golongan ini juga berpendapat bahwa asas melaksanakan 
Poligami hanya dalam keadaan memaksa atau darurat. Muhammad 
Rasyid Ridlo mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan 
alasan Poligami antara lain :

1. Istri mandul

2. Istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi 
suaminya untuk memberikan nafkah batin 

3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa (hiper seks) 
sehingga istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan 
dirinya berbuat serong

4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak dari 
pada laki-laki. Sehingga apabila tidak Poligami mengakibatkan 
banyak wanita yang berbuat serong.

Menurut Mahmud Syaltut–mantan Syekh al-Azhar–
sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Hj. Huzaemah Tahedo Yanggo, 
hukum Poligami adalah mubah. Penetapan hukum mubah ini 
menurut penulis merupakan langkah yang moderat dan bijaksana 
sekali karena bisa dilihat dari beberapa hal antara lain: 

1. Al-Qur’an tidak memaksakan hukum yang paten terhadap 
adanya poligami.

2. Asas hukum dasar dalam syara’ adalah mubah. Kemudian dari 
mubah itu akan muncul hukum baru sesuai dengan tuntutan 
yang ada.

عن عائشة أن النبي صلعم كان یقسم بین نسائھ فیعدل ویقول أللھم ھذه 

قسمتي فیما أملك فلا تلوموني فیما تملك ولا أملك (رواه الترمذي)          
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3. Penganut asas poligami ini tidak serta merta mengharamkan
dan atau menghalalkan secara apa adanya terhadap poligami
tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan yang mengelilingi
adanya praktek poligami.

Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya
penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran 
terhadap kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan 
bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristri satu orang saja. 
Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berPoligami 
adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya 
penganiayaan yaitu penganiayaan terhadap istri.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa para wali yatim boleh 
mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil yaitu harus 
memberi mas kawin kepadanya sebagaimana ia mengawini wanita 
lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah r.a ketika ditanya oleh 
Uswah bin al-Zubair r.a mengenai maksud ayat 3 surat an-Nisa’ 
tersebut :

“Jika wali anak wanita tersebut khawatir atau tidak bisa berbuat adil 
terhadap anak yatim, maka wali tersebut tidak boleh mengawini anak 
yatim yang berada dalam perwaliannya itu. Tetapi ia wajib kawin dengan 
wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat dengan 
syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya jika tidak maka ia 
hanya boleh beristri seorang dan inipun ia tidak boleh berbuat zhalim 
terhadap istri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula akan berbuat 
zhalim terhadap istrinya yang seorang itu maka tidak boleh kawin 
dengannya tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya”

Jadi maksud ayat 3 surat an-Nisa’ itu adalah bahwa kamu 
boleh mengawini yatim dalam asuhanmu dengan syarat adil. Bila 
tidak dapat berlaku demikian, hendaklah kamu memilih wanita 
yang lain saja. Sebab perempuan selain yatim yang ada dalam 
asuhanmu masih banyak. Namun jika kamu tidak bisa berbuat adil 
maka kawinilah seorang wanita saja. Sebelum turun ayat 3 surat 
an-Nisa’ di atas banyak sahabat yang mempunyai istri lebih dari 4 
orang. Sesudah ada pembatalan paling banyak Poligami itu empat 
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maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang 
mempunyai istri lebih dari empat untuk menceraikan istri-istrinya 
seperti disebutkan dalam hadits yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w berkata kepada Gailan bin Umayyah 
al-Tsaqafy yang waktu masuk Islam mempunyai sepuluh istri: “Pilihlah empat 
diantara mereka dan ceraikanlah yang lainnya” (HR. Nasa’iy dan Daruquthni)

D. Perspektif Hukum Islam Kawin Kontrak
1. Pengertian Kawin Kontrak

Nikah Mut’ah disebut juga kawin sementara (nikah sementara) 
atau kawin terputus (nikah Munqothi’) yaitu akad pernikahan yang 
dibatasi dengan waktu tertentu karena laki-laki yang mengawini 
perempuan itu hanya sehari, seminggu, sebulan dan seterusnya. 
Dinamakan nikah Mut’ah karena laki-laki bermaksud untuk 
bersenang-senang sementara waktu saja. Imam Auza’I mengatakan 
bahwa apabila suami menikahi istri tanpa menyebut batas waktu 
tapi ada niat untuk menthalaqnya dikemudian hari atau setelah 
urusannya selesai maka hal ini termasuk dalam kategori nikah 
Mut’ah.105 Dalam nikah Mut’ah pihak laki-laki tidak diwajibkan 
membayar maskawin (mahar) kepada calon istrinya bahkan tidak 
diwajibkan memberi belanja untuk keperluan hidupnya serta tidak 
ada ‘iddah bagi si istri setelah thalaq. Akan tetapi sang suami cukup 
dengan memberikan upah baik uang atau berupa barang yang 
dianggap bermanfaat.

2. Pandangan Ulama’ Tentang Kawin Kontrak

Kaum muslimin sepakat bahwa Nabi s.a.w telah mensyari’atkan 
perkawinan ini dalam siatuasi tertentu. Tetapi sekelompok ulama 
Ahli Sunnah Wal Jama’ah berpendapat bahwa Nabi s.a.w telah 
mencabut syariat tersebut dan menghapus hukumnya. Dengan 
demikian kehalalan nikah Mut’ah itu telah berubah menjadi 
keharaman. Akan tetapi kalangan Syi’ah tetap memperbolehkan 
nikah Mut’ah. Kalangan Ulama Syi’ah mendasarkan pendapatnya 
pada Qur’an an-Nisa’ ayat 24:
105 Sabiq, Fiqhus, 38.
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“Dan dihalalkan bagi selain yang demikian yaitu istri-istri dengan 
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri 
yang telah kamu nikmati diantara mereka berikanlah kepada 
mereka maharnya sebagai suatu kewajiban” (QS. Al-Nisa’ (4) : 24)

Bahkan Imam Abu Ja’far  at-Thusi dalam kitabnya al-Tahdzif 
menyatakan bahwa Abu Abdillah a.s (Imam Syi’ah yang dianggap 
suci) memberikan pernyataan bahwa “Kawinlah (secara mut’ah) 
dengan seribu orang dari mereka karena mereka adalah wanita 
sewaan, tidak ada thalaq dan tidak ada waris dia hanya wanita 
sewaan” Fathullah al-Kasyani menyatakan bahwa rukun nikah 
Mut’ah adalah suami, istri, mahar, pembatasan waktu (taukid) dan 
shigat ijab kabul. Sedangkan syaratnya adalah cukup dengan akad 
(transaksi) antara dua orang yang ingin bersenang-senang (mut’ah) 
tanpa ada saksi, terbebas dari beban nafkah, tanpa dibatasi jumlah 
wanita (boleh dengan seribu wanita sekalipun), tidak ada hak 
mewarisi, tidak diperlukan wali, tidak dibatasi waktu, wanita yang 
dimut’ah statusnya sama dengan wanita sewaan atau budak. 

Alasan mereka adalah karena belum dihapus (nasakh) pada 
masa Rasulullah dan pelarangan itu justru pada masa Umar bin 
Khattab dan  pelarangan itu tidak datang dari Nabi sendiri. Jika 
memang disepakati bahwa tak seorangpun yang berwenang dapat 
mengharamkan atas apa yang dihalalkan oleh Nabi s.a.w maka kita 
dapat menafsirkan pengharaman sahabat Umar terhadap nikah 
Mut’ah sebagai bentuk pengharaman administratif (tahrim idary) 
dan bertolak pada kepentingan terbatas dan dalam waktu tertentu. 
Artinya pengharaman itu tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif 
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dan hukum Wadl’i (keputusan negara). Akhirnya sebagian ahli fi qh 
Syi’ah beranggapan bahwa hukum nikah Mut’ah tetap halal dengan 
beberapa persyaratan. 

Adapun syarat-syarat itu sebagai berikut ;

a. Ucapan ijab kabulnya dengan lafadz; zawwajtuka atau
unkihuka atau matta’tuka

b. Istri harus seorang muslimah atau ahli kitab

c. Menggunakan maskawin dengan ketentuan an taradlin
walaupun hanya sedikit, dan

d. Batas waktunya jelas serta dilakukan atas persetujuan masing-
masing pihak suami istri106

Sedangkan menurut ulama Sunni, nikah Mut’ah sudah
dilarang atau diharamkan sampai hari kiamat. Alasan mereka 
sebagai berikut:107

a. Perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan al-Qur’an (QS.
Al-Mukminun : 5-6) juga tidak sesuai dengan masalah yang
berkaitan dengan thalaq dan ‘iddah

b. Banyak hadits yang secara tegas menyebutkan keharamannya,

c. Pidato khalifah Umar tentang pengharaman nikah Mut’ah
dan sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan
bersepakat dalam kesalahan,

d. Nikah Mut’ah sekedar bertujuan untuk melampiaskan hawa
nafsu bukan untuk mendapatkan anak atau memelihara anak
yang keduanya merupakan tujuan pokok dari perkawinan,

e. Selain itu juga membahayakan perempuan karena ibarat
benda mati karena dapat berpindah dari satu tangan ke tangan
lain dengan mudah, disamping merugikan anak-anak.

106  Ibid, 37.
107  Ibid, 35-36.



80

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Sedangkan tentang kapan nikah Mut’ah itu dilarang para ulama 
masih belum menemukan kata sepakat. Dalam hal ini setidaknya 
ada empat klasifi kasi pendapat yang dapat dikemukakan sebagai 
berikut :

a. Nikah Mut’ah dilarang mulai perang Khaibar berdasarkan
hadits Nabi yang berbunyi :

“Dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah s.a.w melarang untuk bersenang-
senang (nikah mut’ah) dengan perempuan pada perang khaibar dan dari 
makan daging himar insiyah (yang jinak)

b. Ketika Fathu Makkah

“Sesungguhnya Rasulullah melarang nikah Mut’ah pada hari fathu”

c. Ketika haji wada berpedoman dengan hadits

d. Dilarang mulai pada masa khalifah Umar bin Khattab dengan
berargumentasi dengan hadits :

Sementara lembaga hukum yang berwenang mengeluarkan 
fatwa hukum yakni Majelis Ulama Indonesian (MUI) mengeluarkan 
fatwa pada tanggal 25 Oktober 1997 menetapkan bahwa nikah 

عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنھ أن رسول الله صلعم نھى عن 
متعة اللنساء یوم خیبر وعن أكل لحوم الخمر الإنسیة (متفق علیھ)      

أن رسول الله صلعم نھى یوم الفتح عن متعة النساء 

عن الزھري  قال كناعند عن عمر بن عبد العزیز فتذاكرنا متعة النساء 
فقال رجل یقال لھ ربیع بن سبرة أشھد على أبي أنھ حدث رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم نھى عنھا في حجة الوداع

أخبرنا ابن خریج قال عطاء حین قدم جابر بن عبد الله فجئناه في معتمرا 
منزلھ قسألھ قوم عن أشیاء ثم ذكروا لھ المتعة فقال نعم استمتعنا على 

وسلم وأبي بكر و عمر حتى إذا كان في  عھد رسول الله صلى الله علیھ
اخر خلاف عمر رضي الله عنھ        
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Mut’ah hukumnya haram dan pelaku nikah Mut’ah dihadapkan ke 
pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dasar pertimbangannya adalah pertama bahwa nikah 
Mu’tah mulai banyak dilakukan terutama dilakukan oleh kalangan 
pemuda dan mahasiswa. Kedua, praktek nikah mut’ah telah 
menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan bagi para 
orang tua, ulama, tokoh masyarakat dan umat Islam serta dipandang 
sebagai alat propaganda paham Syi’ah di Indonesia. Ketiga, bahwa 
mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni 
yang tidak mengakui dan menolak paham Syi’ah.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar keharaman nikah 
Mut’ah adalah sebagaimana fi rman Allah dalam surat al-Mukminun 
ayat 5 dan 6 serta hadits Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dan Imam Muslim. Pengharaman nikah mut’ah oleh Nabi 
disabdakan sebanyak 2 kali yaitu tatkala terjadi perang Khaibar 
pada tahun 7 hijriyah dan kedua pada Fathu Makkah pada tahun 8 
hijriyah. 

Dari Ali bin Abi Thalib r.a ia berkata kepada Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi 
s.a.w melarang nikah Mut’ah dan memakan daging keledai jinak pada 
waktu perang Khaibar. 

Diriwayatkan dari Ma’bad al-Juhani, ia berkata: “Kami bersama Rasulullah 
s.a.w. dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan 
bersama saudara sepupu kami dan bertemu dengan wanita. Jiwa muda 
kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut 
(selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita berkata: “Ada 
selimut seperti selimut” Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya 
satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram dan tiba-tiba 
aku melihat Nabi sedang berpidato di antara pintu Ka’bah dan Hijir Isma’il. 
Beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada 
kalian untuk melakukan nikah mut’ah maka sekarang yang memiliki istri 
dengan cara nikah mut’ah haruslah ia menceraikannya dan segala sesuatu 
yang telah kalian berikan kepadanya janganlah kalian ambil lagi karena 
Allah Azza Wajalla telah mengharamkan nikah Mut’ah sampai hari Qiyamat.

Semua madzhab baik madzhab Hanafi , Maliki, Syafi ’I, Hambali 
juga mengharamkan nikah mut’ah karena memang telah dilarang 
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Allah dan Rasulnya dan hadits-hadits yang mengharamkan nikah 
Mut’ah dianggap telah mencapai peringkat Mutawatir.  
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BAB III
PROBLEMATIKA POLIGAMI DAN KAWIN 
KONTRAK DALAM KHI DAN CLD-KHI

A. Paradigma KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak
1. Latar belakang dan penyusunan KHI

Sebelum adanya KHI Hukum Islam yang ada di Indonesia
masih tersimpan dibeberapa kitab klasik yang belum menyatu dalam 
sebuah kitab hukum. Hukum tersebut telah hidup di Masyarakat 
meskipun kitab-kitab tersebut masih berupa hukum fi qh dari hasil 
penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Maka 
kondisi hal ini harus dipertegas mengingat harus ada hukum fi qh 
‘ala Indonesia. Sementara kebutuhan masyarakat semakin tumbuh 
dan berkembang maka hukum yang diterapkan harus mampu 
menjawab kebutuhan tersebut.1

Sebelum itu pula Pengadilan Agama dalam memutuskan 
perkara masih merujuk pada beberapa kitab yang berbeda 
kemudian pada tahun 1985 dikeluarkan Surat Edara Biro Peradilan 
Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985 yang merupakan 
tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 tentang 
pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di luar 
Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan 
bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan 
memutus perkara tersebut maka para Hakim Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar’iyyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai 
1  H. Abdurrohman, Kompilasi, 16.
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pedoman kitab-kitab berikut ini: al-Bajuri, Fathul Mu’in dengan 
Syarahnya, Tuhfah, Targibul Musytaq, Qawaninu as-Syar’iyyah 
li Sayyid Utsman bin Yahya, Qawaninu as-Syar’iyyah li Sayyid 
Shudaqoh Dahlan, Syamsuri lil Fara’id, Bugyatul Mustarsyidin, 
al-Fiqh ala Madzahabil Arba’ah, Mugnil Muhtaj.

Menurut Masrani Basran sebagaimana dikutip oleh H. 
Abdurrohman, SH. bahwa khilafi yah dari segi teori tidak masalah 
karena hal yang demikian justru menjadi perlambang kebebasan 
berpikir (ijtihad) dalam Hukum Islam. Tetapi dibidang kehidupan 
bermasyarakat dalam suatu negara, tidak mungkin ditolerir 
perbedaan-perbedaan pendapat tentang hukum tetapi harus 
diberikan batasan-batasan tertentu melalui putusan-putusan 
Hakim inconcreto dalam perkara secara konkrit.2

Setelah terdapat beberapa pendapat dari beberapa tokoh akan 
pentingnya adanya Hukum Islam untuk masyarakat Indonesia, 
maka digagaslah Kompilasi Hukum Islam oleh Menteri Agama yang 
waktu dijabat oleh Munawir Sadzali pada waktu 1985. Kemudian 
atas prakarsa Presiden Soeharto menerbitkan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 
21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang 
Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 
Yurisprudensi dimulailah proyek ini yang berlangsung untuk jangka 
waktu dua tahun. Proyek ini dilaksanakan dengan langkah-langkah 
berikut ini:

a. Pengumpulan Data

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan kitab-
kitab kuning sejumlah 38 kitab yang pelaksanaannya dipercayakan 
kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan penelaahan 
yurisprudensi. Adapun kitab-kitab yang ditelaah adalah sebagai 
berikut: al-Bajuri, Fahul Mu’in, Syarqowi ala Tahrier, Mugnil 
Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, as-Syarqowi, ‘Ianatu at-Talibin, Tuhfah, 

2  Ibid, 22.
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Tarqibul Musytaq, Bulgatu as-Salik, Syamsuri lil Fara’id, al-
Mudawanah, Qulyubi/Mahalli, Fathul Wahab dengan Syarahnya, 
Bidayatul Mujtahid, al-Um, Bugyatul Mustarsyidin, Aqidah was 
Syari’ah, al-Muhalla, al-Wajiz, Fathul Qodir, al-Fiqh ‘ala Madzahibil 
Arba’ah, Fiqhus Sunnah, Kasyful Gina, Majmuah Fatawi ibnu 
Taimiyah, Qawaninu as-Syar’iyyah li Sayyid Utsman bin Yahya, al-
Mugni al-Hidayah Syarah Bidayah Taimiyan Mubtadi, Qawaninu 
as-Syar’iyyah li Sayyid Sudaqoh Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah 
ibnu Abidi, al-Muwatha’, Hasyiyah Syamsuddin Muh. Irfat Dasuki, 
Bada’I as-Sana’I, Tabyinul Haqoiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fathul 
Qodir, Nihayah. Sedangkan penelaahan yurisprudensi dilakukan 
oleh direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dengan 
cara menghimpun putusan-putusan Peradilan Agama yang telah 
dihimpun dalam 16 buku antara lain:

1. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku yaitu terbitan tahun
1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1980/1991

2. Himpunan fatwa 3 buku yaitu terbitan tahun 1978/1979,
1979/1980, 1980/1981

3. Yurisprudensi PA 5 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978,
1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984

4. Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979,
1981/1982 dan 1983/1984 (Direktorat Pembinaan, 1992: 152)

b.Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama diseluruh Indonesia 
diantaranya Medan, Banda Aceh, Palembang, Padang, Jawa Barat, 
Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Para 
ulama tersebut secara perseorangan maupun mewakili ormas-
ormas Islam.

c. Studi Perbandingan

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-
seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari 
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negara-negara Islam lainnya yaitu negara-negara Timur Tengah 
antara lain: Maroko, Turki, dan Mesir.

d. Lokakarya 

Setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan kemudian 
dilanjutkan dengan Lokakarya Nasional yang diadakan khusus 
untuk penyempurnaan.

Dari daftar rujukan kitab-kitab kuning diatas diketahui dengan 
jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kitab hukum 
mengambil pendapat dari empat Imam Madzhab dan ditambah lagi 
dengan tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah. Dan menurut M. 
Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh H. Abdurrohman 
bahwa selain kitab-kitab dan Yurisprudensi juga diambil hasil 
fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia seperti hasil fatwa MUI, 
Majelis Tarjih Muhammadiyah, NU dan sebagainya.3

Setelah proyek itu selesai dilaksanakan, berbagai kalangan 
mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi 
Hukum Islam. Barulah kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden 
menandatangani Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 
1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan ditindak 
lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1991 No. 
154 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 
1 tanggal 10 Juni 1991. 

2. Pasal-pasal Poligami dalam KHI

Pada bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang 
seorang suami beristri lebih dari seorang atau Poligami. Bab 
tersebut berisi 5 pasal, mulai dari 55 sampai dengan pasal 59. Pasal-
pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:4

1. Pasal 55 berbunyi:

3  H. Abdurrohman, Kompilasi, 35-50.
4  Ibid, 126-127.
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a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan
terbatas hanya sampai empat orang.

b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal ini memuat syarat substansial dari Poligami yang
melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah 
ditetapkan Islam sebagaimana fi rman Allah s.w.t.. dalam surat an-
Nisa’ ayat 29. Syarat ini adalah inti dari pada Poligami sebab dari 
sinilah munculnya ketidaksepakatan dalam hukum akan adanya 
Poligami. Dan dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan 
tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang Poligami.

2. Pasal 56 berbunyi:

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus 
mendapat izin dari pengadilan agama.

a. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan
menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

b. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Pasal ini memuat syarat-syarat formal Poligami yang harus
dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan 
hukum bagi pelaku Poligami karena di Indonesia adalah negara 
hukum sehingga segala urusan yang menyangkut hubungan manusia 
harus melalui prosedur hukum sesuai dengan kompetensinya 
masing-masing. Oleh karena Poligami merupakan urusan hubungan 
manusia maka pelaksananya harus diketahui oleh instansi yang 
berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA).
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3. Pasal 57 berbunyi:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang 
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal ini memuat syarat-syarat substansial yang melekat 
pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata melingkupi sehingga 
menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berPoligami

4. Pasal 58 berbunyi:

a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka 
untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 yaitu:

a. Adanya persetujuan istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak mereka.

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau 
istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, 
tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan 
ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang 
Pengadilan Agama

b. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya 
sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu 
mendapat penilaian Hakim.
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Pasal ini memuat syarat-syarat formal yang diperankan 
seorang istri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu 
dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan 
ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga 
setelah berjalannya keluarga Poligami.

5. Pasal 59 berbunyi:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan 
permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan 
atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 
57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian 
izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan 
dipersidangkan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri 
atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 

Pasal ini menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk 
bertindak dalam menghadapi perkara Poligami dari pasutri yang 
saling mempertahankan pendapatnya.

3. Kawin Kontrak dalam KHI

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perkawinan 
menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 
kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan dalam undang-undang 
perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi “Perkawinan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Jika melihat masing-masing defi nisi tersebut maka akan tampak 
perbedaan antara keduanya. Dalam defi nisi yang dibuat oleh UUP 
No. 1 Tahun 1974 terdapat kata “kekal” yang tidak ada dalam KHI. 
Ini akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan tidak adanya kata 
kekal tersebut didalamnya apakah Kawin Kontrak diperbolehkan 
(halal) atau dilarang (haram)?



90

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Namun jika melihat rujukan kitab-kitab KHI maka dapat 
dilihat bahwa rujukan-rujukan tersebut adalah meliputi empat 
madzhab yaitu Hanafi yah, Malikiyah, Syafi ’iyah dan Hanabilah. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa KHI melarang Kawin 
Kontrak sebagaimana pendapat umum empat madzhab tersebut.

B. Paradigma CLD-KHI Terhadap Poligami Dan Kawin 
Kontrak
1. Latar Belakang Penyusunan CLD-KHI

Sekitar 13 tahun silam direktur Pembinaan Peradilan Agama 
Mahkamah Agung mengusulkan agar KHI ditingkatkan statusnya 
dari Inpres menjadi UU. Hasilnya soal wakaf sudah dijadikan UU 
sementara masalah perkawinan dan waris belum usai dibahas. 
KHI merupakan sebuah buku hukum yang dibuat khusus untuk 
masyarakat Islam. Sementara dipihak lain, Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan sedang giat-giatnya menyelesaikan 
persoalan kekerasan wanita yang akhirnya memunculkan kebijakan 
toleransi nol zero (zero tolerancy policy) terhadap segala bentuk 
kekerasan terahadap perempuan. Dan dalam kesempatan yang sama, 
Tim Pengarus Utamaan Gender (TPUG) yang dipimpin oleh Dr. Siti 
Musdah Mulia yang membidangi masalah gender di Departemen 
Agama sulit menerima jika KHI dijadikan Undang-Undang. Maka 
pada bulan Juli 2001 mereka mulai bermain sebagai lawan tanding 
untuk membuat rancangan undang-undang tandingan. Dengan 
kerja team yang sangat serius akhirnya mereka melahirkan draft 
yang dikenal dengan Counter Legal Draft CLD-KHI (CLD-KHI). 
Kelompok ini menilai bahwa KHI tidak sesuai dengan UU No. 7 
1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan 
pula bertolak belakang dengan UU No. 39 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.5 Menurut Musdah Mulia draft ini adalah hasil penelitian 
yang dilakukan selama dua tahun. Menggunakan survey lapangan, 
membandingkan dengan undang-undang keluarga di seluruh negara 
Islam. Draft ini juga atas masukan hakim-hakim agama. Katanya 
5  “Majalah Forum”, No. 26 (24 Oktober 2004), 12-13.
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mereka mengeluh bahwa KHI yang selama ini sudah tidak relevan. 
Sudah tidak mencukupi untuk menampung persoalan-persoalan 
yang muncul. Misalnya KDRT, itu tidak ada dalam KHI.6

Tak pelak rancangan undang-undang ini melahirkan pro 
dan kotra dari kalangan tokoh maupun institusi. Suara yang 
kontra diantaranya datang dari MUI, bahkan salah satu anggota 
komisi fatwa MUI Ali Musthofa Ya’qub mengatakan bahwa itu 
adalah hukum iblis. Sementara dukungan datang dari koordinator 
Kelompok Jaringan Islam Liberal yang mengatakan bahwa hal itu 
sesuatu yang harus dilakukan dalam pembaharuan Hukum Islam.7

Sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Moqsith Gozali salah satu 
anggota team perancang CLD-KHI, revisi terhadap KHI merupakan 
agenda yang mendesak diselenggarakan. Alasan pertama, KHI 
memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. 
Beberapa pasal didalamnya misalnya riil berpunggungan dengan 
prinsip-prinsip dasar Islam seperti yang banyak diungkap secara 
literal oleh al-Qur’an yaitu prinsip persamaan (al-musawah), 
persaudaraan (al-ikha’), keadilan (al-adl), kemaslahatan, 
penegakan HAM, pluralisme (al-Ta’addudiyah) dan kesetaraan 
gender. Ditemukan sejumlah pasal dalam KHI yang bias Gender. 
Pasal-pasal ini harus dihapus agar marjinalisasi dan diskriminasi 
terhadap perempuan tidak terlembagakan secara formal dalam 
regulasi perundangan. Kedua, KHI tidak pararel dengan produk 
perundang-undangan baik hukum nasional maupun internasional 
yang telah diratifi kasi. Dalam konteks Indonesia, KHI sebagai Inpres 
No. 1/1991 telah berseberangan dengan produk hukum nasional 
seperti undang-undang (UU) No. 7/1984 tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39/1999 
tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan 
dan penguatan terhadap perempuan. Dalam konteks internasional, 
juga bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
6  Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, dalam http/www.hukumonline.com., Minggu 

9 Juli 2006
7  “Tempo”, (17 Oktober 2004), 118.
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Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW: Convention on The 
Elimination of All Forms of Diskrimination Against Woman) 
yang telah diratifi kasi dan beberapa instrumen penegakan dan 
perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1984), 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) dan 
lain-lain. Ketiga, dengan membaca pasal demi pasal di dalam KHI, 
tampak konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya 
dari sudut pandang masyarakat Islam di Indonesia, tetapi lebih 
mencerminkan penyesuaian fi qh Timur Tengah dan dunia Arab 
lain. KHI tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan 
keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama 
dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.   

2. Argumen CLD-KHI terhadap Fiqh Klasik

Menurut Moqsith Gozali, sejumlah pemikir Islam menilai 
beberapa sisi ke tidak relevanan fi kih klasik itu karena ia disusun 
dalam era, kultur dan imajinasi sosial berbeda. Fikih klasik tersebut 
bukan saja tidak relevanan dari sudut materialnya melainkan juga 
bermasalah dari pangkal paradigmanya. Misalnya, per defi nisi 
fi kih selalu dipahami sebagai mengetahui hukum syara’ yang 
bersifat praktis yang diperoleh dari dalil al-Qur’an dan al-Sunnah. 
Mengacu pada defi nisi tersebut, kebenaran fi kih menjadi sangat 
normatif. Kebenaran fi kih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia 
memantulkan kemaslahatan bagi manusia melainkan pada seberapa 
jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Qur’an dan al-
Sunnah. Sehingga menurutnya epistemologi semacam inilah yang 
menjadi model penghampiran literalistik. Untuk menghindari itu, 
CLD-KHI bergerak dalam kerangka metodologi berikut. Pertama, 
mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak 
terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fi kih, banyak 
kaidah ushul fi kih yang belum difungsikan secara optimal. Kedua, 
sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan 
problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar 
bangunan paradigma ushul fi kih lama dengan cara:
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a. Mengubah paradigma dari teosentris ke antroposentrisme, dari 
elitis ke populis.

b. Bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir 
berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks 
agama sebagai “objek” dan dirinya sebagai “subjek” dalam suatu 
dialektika yang seimbang.

c. Memfi kihkan syari’at atau merelatifkan syari’at. Syarat harus 
diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya 
prinsip-prinsip Islam (ghayat) berupa keadilan, persamaan, 
kemaslahatan, penegakan HAM.

d. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran

e. Mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (istiqra’iy)

Masih menurut Moqsith Gozali tambahnya, dia menawarkan 
beberapa kaidah ushul fi kih alternatif. Pertama, kaidah al-Ibrah 
bi al-Maqoshid La bi al-Alfadz. Kaidah ini berarti yang mesti 
menjadi perhatian seorang mujtahid dalam meng-istinbat-kan 
hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah bukan huruf dan aksara 
al-Qur’an dan al-Sunnah melainkan maqashid (tujuan hukum) 
yang dikandung. Yang menjadi poros adalah cita-cita etik moral 
sebuah ayat dan bukan legislasi spesifi k atau formulasi literalnya. 
Untuk mengetahui tujuan hukum ini, seorang dituntut memahami 
konteks. Yang dimaksud bukan hanya konteks personal yang juz’iy 
partikular melainkan juga konteks impersonal yang kulli universal. 
Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekadar ilmu sabab 
an-nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama 
menemukan maqashid al-syari’ah (tujuan syari’at). Kedua, kaidah 
Jawaz Nasakh al-Nushush bi al-Maslahah. Bahwa menganulir 
ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan 
adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan karena syari’at 
(hukum) Islam memang bertujuan mewujudkan kemaslahatan 
kemanusiaan universal (jalb al-mashalih) dan menolak segala 
bentuk ke-mafsadat-an (dar’u al-mafasid). Ibnu al-Qayyim 
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al-jawziyah, tokoh Islam madzhab Hambali meyimpulkan, 
syari’at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan 
kemanusiaan universal yang lain yaitu kemaslahatan, keadilan, 
kerahmatan dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip ini harus 
menjadi dasar dan substansi seluruh persoalan hukum. Ia harus 
senantiasa ada dalam pikiran para ahli fi kih ketika memutuskan 
suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti 
menyalahi cita-cita Hukum Islam. Ketiga, kaidah Yajuzu Tanqih al-
Nushush bi al-Aqli al-Mujtama’. Kaidah ini hendak menyatakan akal 
publik memiliki kewenangan menyulih bahkan mengamandemen 
sejumlah ketentuan legal-spesifi k yang relatif dan tentatif sehingga 
ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfi ah 
teks ajaran, akal publik berotoritas mengedit, menyempurnakan 
dan memodifi kasinya.

Modifi kasi tersebut diatas dijadikan alat oleh CLD-KHI untuk 
menghadapi ayat-ayat partikular seperti ayat Poligami, nikah beda 
agama, iddah, waris beda agama dan lain sebagainya. Dengan 
demikian CLD-KHI menurut kelompok mereka tetap bertumpu 
pada ayat universal al-Qur’an berupa keadilan, kemaslahatan, 
pluralisme, HAM dan kesetaraan gender.  

3. Pasal Monogami dan Kawin Kontrak dalam CLD-KHI

Pada pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam CLD-KHI berbunyi

a. Asas perkawinan adalah monogami (Tawahhud al-Zawj)

b. Perkawinan yang dilakukan diluar asas sebagaimana pada ayat
1 dinyatakan batal secara hukum.8

Dalam bunyi pasal diatas sangat jelas bahwa CLD-KHI
menganut asas monogami dalam perkawinan dan melarang 
tanpa toleran (mutlak) terhadap asas Poligami. Karena CLD-
KHI berpegangan pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 129 yang 
mengatakan pemenuhan keadilan tidak akan terwujud:
8  “Materi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perempuan, Rancangan Undang-

Undang Republik Indonesia”, 
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“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-
isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 
itu janganlah kamu cenderung (pada yang kamu cintai) sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa’ (4) : 129)9

Sementara terhadap Kawin Kontrak CLD-KHI melegalkan 
dengan syarat dicatatkan di kantor pencatatan nikah. Dengan 
tambahan keharusan mencatatkan di PPN, CLD-KHI mengharapkan 
meskipun nikah ini tetap mempunyai kekuatan hukum sehingga 
menghindari praktek perzinahan. Sebagaimana bunyi pasal-pasal 
tentang Kawin Kontrak dalam CLD-KHI sebagai berikut:

Pasal 22

“Kawin Kontrak dapat meliputi pembagian harta, perwalian 
anak, jangka masa perkawinan dan perlindungan dari kekerasan”

Pasal 28

a. Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan 
jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus 
membuat Kawin Kontrak tertulis.

b.  Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus 
diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami 
dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai 
dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatat 
Perkawinan.

9 Al-Qur’an dan Terjemahnya, 144. 
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Namun pelaksanaan ketentuan terikat oleh pasal lain dalam 
undang-undang ini seperti pasal 29 yang berbunyi “Pelaksanaan 
perkawinan berjangka waktu tertentu berlaku ketentuan undang-
undang ini”. menurut Musdah Mulia ketentuan tersebut antara 
lain:10

1. Si suami harus berstatus singel, tidak boleh berPoligami

2. Baik suami maupun istri terikat oleh masa ‘iddah

3. Mantan istri wajib dibiayai selama masa ‘iddah

10  “Majalah Tempo”, 119.
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BAB IV
ANALISA PERBANDINGAN ANTARA KHI 
DENGAN CLD-KHI TENTANG POLIGAMI 
DAN KAWIN KONTRAK DALAM KUALITAS 
KESETARAAN GENDER

Jika mengamati kurun sejarah mengenai sistem hukum di 
Indonesia maka dapat ambil pelajaran berharga sejak awalnya telah 
terjadi tarik menarik yang sangat kuat antara berbagai kepentingan 
(interest) pada saat hukum tersebut dirumuskan. Selain kepentingan 
kelompok dominan yang biasanya diwakili oleh negara dan para 
pendukungnya, terdapat kepentingan agama atau kelompok yang 
berasaskan agama tertentu. Unsur-unsur tersebut menjadi sesuatu 
yang penting dalam proses tersebut dan juga pengaruh kelompok-
kelompok kepentingan lainnya dalam masyarakat seperti kelompok-
kelompok atau kelompok profesi.

Demikian pula halnya yang terjadi saat pemerintah 
kolonial Belanda menetapkan penggolongan penduduk dengan 
pemberlakuan sistim hukum yang berlainan terhadap masing-
masing golongan tersebut tidak terlepas dari kepentingan 
pemerintah kolonial dengan politik devide et impera (politik pecah 
belah) –nya. Yang menarik adalah bahwa pada hampir semua 
pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak 
perempuan masalah kepentingan agama semakin menonjol untuk 
dijadikan acuan.1 Demikian halnya dengan KHI dan CLD-KHI 

1  Nursyahbani Katjasungkana, Makalah Perempuan Dan Syari’ah Islam Dalam Konteks 
(Sistem Hukum) Indonesia (Jakarta: Swara Rahima, Jumat, 21 Juli 2006), 34.
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sebagai dua buah karya kitab hukum yang bertengan. Sehingga 
kedua rumusan hukum ini mengemuka di ruang publik dengan 
terkesan membawa kepentingan kelompoknya masing-masing. 
Yang pertama dinilai tidak berspektif gender sehingga merugikan 
pihak perempuan dan yang kedua dinilai berspektif gender sehingga 
kaum perempuan sangat terakomodir didalamnya.

Dari sudut yang berbeda kita tidak menutup mata untuk 
mengawasi gerak-gerik orang-orang yang tidak suka dengan 
tegaknya agama Islam di dunia ini. Bisa saja apa yang dilakukan 
oleh orang-orang selama ini dengan mengampanyekan konsep 
kesetaraan gender, pluralisme dan lain sebagainya adalah program 
siluman dari orang-orang yang alergi terhadap Islam. Namun untuk 
kearah sana kita harus berpikir holistik dan bijaksana dengan 
melakukan analisa-analisa mendalam agar dapat mendudukan 
perkara tersebut secara proporsional. Sehingga mendapatkan 
hasil yang benar-benar valid dan akurat. Karena pada saat ini yang 
terkenal adalah perang pemikiran (gozwatul fi kr)

Dalam menilai paradigma antara KHI dan CLD-KHI tentang 
Poligami dan Kawin Kontrak dalam kualitas kesetaraan gender 
dapat dilihat dari latar belakang dan proses penyusunan keduanya. 
Kemudian dikomparasikan dengan kandungan fi lsafat Hukum 
Islam yang diajarkan para ulama salaf maupun kholaf. Penulis akan 
mengamati pandangan tersebut sejauh mana konsistensi keduanya 
dalam mengakomodir kesetaraan gender dan tujuan diterapkannya 
suatu hukum menurut Hukum Islam.

A. Tinjauan Paradigma KHI terhadap Poligami dan 
Kawin Kontrak

Terbentuknya KHI serta pandangan hukumnya terhadap 
Poligami dan Kawin Kontrak dapat dilihat dari beberapa hal sebagai 
berikut:
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1. Latar Belakang Penyusunan KHI

Jika mengamati latar belakang penyusunan KHI maka secara
garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian penting sebagai berikut:

1. Belum adanya unifi kasi Hukum Islam di Indonesia waktu itu

Hal ini cukup krusial dalam persoalan hukum sebab hukum
harus mempunyai kepastian dalam sebuah negara yang
bersifat legal formal untuk menjamin kehidupan masyarakat.
Negara yang tidak mempunyai hukum yang pasti akan
menelantarkan rakyatnya karena negara tidak mempunyai
pedoman masyarakat dan pemerintah (negara) waktu itu.

2. KHI sebagai kebutuhan masyarakat dan pemerintah (negara)
waktu itu.

Dalam ilmu kaidah fi qh terdapat kaidah yang berbunyi :

Bahwa keputusan atau kebijakan seorang pemimpin harus 
berdasarkan maslahah umum. Jika melihat latar belakang 
terbentuknya KHI akan terlihat bahwa terbentuknya KHI berawal 
dari kebutuhan masyarakat dari bawah (bottom up) waktu itu yang 
kebetulan beriringan dengan kebutuhan pemerintah diatas (top 
down) yakni lembaga Pengadilan yang digunakan oleh masyarakat 
sebagai tempat mencari keadilan. Hal ini sangat menarik sekali 
karena terjadi kesinkronan antara kepentingan masyarakat dan 
pemerintah. Sehingga menjadi modal dasar untuk membuat 
undang-undang yang ideal sebisa mungkin. Dengan adanya 
kebutuhan masyarakat tersebut maka KHI dapat dipandang 
merepresentasikan kebutuhan masyarakat karena digali dari budaya 
Indonesia dan unsur kemaslahatan masyarakat yang merupakan 
tujuan diterapkannya suatu hukum terakomodasi didalamnya.

تصرف الإمام على الرعیة منوط باالمصلحة  
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Namun sebagaimana dijelaskan pada permulaan bab ini 
bahwa dalam sejarah Indonesia setiap perumusan undang-undang 
selalu melibatkan tiga kepentingan kelompok yaitu negara, agama 
dan kelompok perempuan. Maka kebutuhan negara tersebut 
harus diteliti kembali sebab dikhawatirkan terdapat kepentingan 
politis dalam perumusan KHI. Dikatakan bahwa banyak literatur 
menunjukan bahwa antara pertengahan 1980-an hingga akhir 
1990-an merupakan masa politik akomodasi negara terhadap Islam. 
Setelah bertahun-tahun pemerintah bersikap vis-à-vis dengan 
Islam maka pada era 1980-an inilah disaat suara Golkar dirasa 
akan menyusut (salah satu bukti adalah meningkatnya suara PPP 
pada pemilu 1982), pemerintah Orde Baru merasa berkepentingan 
meraih dukungan dari kelompok Islam. Menurut Bachtiar Eff endi, 
fenomena politik akomodasi negara terhadap Islam begitu luas yang 
yang meliputi beberapa kebijakan sebagai berikut:2

a. Struktural

 Hal ini ditandai dengan semakin terbukanya kesempatan bagi 
para aktifi s Islam untuk mengintegrasikan diri kedalam negara, 
baik melaui saluran legislatif, eksekutif maupu yudikatif. 
Misalnya pembentukan ICMI pada akhir tahun 1990 karena 
proksitimitasnya dengan negara dapat dilihat dari leverage 
struktural politik Islam. 

b. Legislatif

 Hal ini ditandai dengan disahkannya sejumlah UU yang dinilai 
akomodatif terhadap kepentingan Islam. Misalnya pengesahan 
UU Peradilan Agama tahun 1989, KHI sendiri tahun 1991, SKB 
tentang BAZIS tahun 1991, kebijakan baru tentang pemakain 
jilbab tahun 1991 dan penghapusan SDSB (Sumbangan Dana 
Sosial Berhadiah) tahun 1993.

2  Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 18-19.
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c. Infrastruktural

 Hal ini ditandai dengan disediakannya infrastruktur yang 
diperlukan bagi Islam. Misalnya pembangunan sarana 
peribadatan, pengiriman da’i-da’I ke daerah trasmigrasi dan 
pendirian Bank Muamalah.

d. Kultural 

 Berkaitan dengan akomodasi kultural negara terhadap budaya 
Islam yang berwujud dengan penggunaan idiom-idiom Islam. 

2. Proses Penyusunan KHI

Secara tehnik operasional, proses pembuatan KHI telah 
dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan 
komprehensif yakni memenuhi standar langkah-langkah dalam 
pembuatan undang-undang dan paduan antara penelitian dan 
penelitian lapangan. Namun ada hal menarik yang perlu diteliti 
kembali tentang orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut. 
Pertama, dalam kepanitiaan, dari 16 orang panitia pelaksana hanya 
ada 1 orang perempuan yang bernama Ny. Lies Sugondo yang 
menduduki posisi sekretaris. Kedua, dari 27 petugas pewawancara 
dari panitia ini, tak satupun yang melibatkan perempuan. Ketiga, 
dari 186 ulama sebagai responden, hanya terdapat 4 orang 
perempuan.3

3. Pandangan KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

KHI adalah buku undang-undang yang menganut aliran empat 
madzhab fi qh. Keempat madzhab tersebut memperbolehkan praktek 
Poligami dalam Islam dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. 
Dan diantara kitab-kitab yang diteliti oleh panitia pelaksana proyek 
KHI terdapat kitab Majmu’ah Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Beliau 
adalah seorang mujtahid agung dengan gelar Syaikhul Islam dari 
golongan ulama’ kholaf yang juga memperbolehkan Poligami. Jadi 
KHI merupakan paduan dari konsep ulama’ salaf dan kholaf. Untuk 
3  Ibid, 24.
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melengkapi analisa ini penulis akan mengambil pendapat seorang 
feminis muslimah bernama Riff at Hasan, seorang pemikir Islam 
abad 20. Meskipun beliau seorang feminis tapi cara berpikirnya 
bijaksana karena selain mengkritik penafsiran tentang ayat Poligami 
beliau juga menyayangkan tuduhan klasik yang menganggap al-
Qur’an tidak adil sebab memperbolehkan Poligami. Menurutnya 
dalam menanggapi ayat Poligami surat an-Nisa’ ayat 3, ada 2 aspek 
yang harus diketahui. Pertama, aspek Asbabun Nuzul Am (makro). 
Dalam al-Qur’an maupun keseharian Nabi, memelihara anak yatim 
atau anak-anak terlantar selalu mendapat perhatian besar. Bahkan 
orang yang menelantarkan anak yatim dianggap sebagai pendusta 
agama oleh al-Qur’an. Jadi Poligami berkaitan erat dengan masalah 
ini. kedua, aspek Asbabun Nuzul Khas (mikro). Ayat ini turun dalam 
kondisi ketika banyak terjadi perang sehingga banyak lelaki yang 
meninggal dunia. Akibatnya banyak janda dan anak-anak yatim. 
Jadi ide moral dari al-Qur’an mengenai masalah Poligami adalah 
pertama, agar anak-anak yatim terpelihara dan disantuni. Kedua, 
ayat tersebut berbicara tentang keadilan. Jadi Poligami dalam Islam 
disertai syarat-syarat yang ketat dan hanya diperbolehkan dalam 
kondisi yang darurat.4

Hal ini telah dibuktikan dalam ketentuan pasal-pasal tentang 
Poligami sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-
syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substasial tetapi juga 
syarat-syarat formal. Pertama, pasal 55 yang memuat syarat 
substansial dari Poligami yang melekat pada seorang suami yaitu 
terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan Islam sebagaimana 
fi rman Allah s.w.t.. dalam suara an-Nisa’ ayat 129. Syarat ini 
adalah inti dari pada Poligami. Sebab dari sinilah muncullah 
ketidaksepakatan dalam hukum akan adanya Poligami. Dan 
dipertegas pula di dalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat 
dipenuhi maka seorang suami dilarang berPoligami. Kedua, pasal 
56 yang memuat syarat-syarat formal Poligami yang harus dijalani 
4  Abdul Mustaqim, MA., Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran 

Dekonstruktif Riffat Hasan (Jogjakarta: Sabda Persada, 2003), 125-127.
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seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum 
bagi pelaku Poligami karena di Indonesia adalah negara hukum 
sehingga segala urusan yang menyangkut hubungan manusia harus 
melalui prosedur sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 
Oleh karena Poligami merupakan urusan hubungan manusia maka 
pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu 
Pengadilan Agama (PA). ketiga, pasal 57 yang memuat syarat-syarat 
substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi 
nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi 
seorang suami untuk berPoligami. Keempat, pasal 58 yang memuat 
syarat-syarat formal yang diperankan seorang istri sebagai respon 
terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan 
instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi 
untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya  
keluarga Poligami. Kelima, pasal 59 yang menjelaskan sikap 
Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara 
Poligami dari pasutri yang saling mempertahankan pendapatnya. 
Dengan demikian ketentuan Poligami dalam KHI tidak bertentangan 
dengan ruh nash.

Namun menurut hasil penelitian Ratna Batara Munti 
dan Hindun Anisah, ditemukan permasalahan dalam praktek 
pembatasan Poligami melalui izin Pengadilan. Ternyata hukum 
di pengadilan tetap mengizinkan suami untuk berPoligami 
meskipun istrinya tidak menginzinkan. Dikatakan bahwa pada 
dasarnya persetujuan istri bukanlah sesuatu yang mutlak harus 
diperoleh. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan namun 
hakim menemukan istri tersebut ternyata tidak mau atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya maka hakim berhak mengizinkan 
suami untuk berPoligami demi kemaslahatan. Bahkan menurut 
Mukti Arto, Hakim bisa saja mengabulkan permintaan suami 
untuk berPoligami meski tidak ada alasan apapun karena istri telah 
memberi persetujuan.5

5  Ibid, 110.
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Sementara pandangan KHI terhadap Kawin Kontrak dapat 
dilihat dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum 
Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon 
golidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah”. Meskipun tidak ada kata “kekal” dalam defi nisi 
tersebut namun KHI menolak Kawin Kontrak sebab dalam KHI 
tidak diatur tentang Kawin Kontrak. Dalam literatur kitab keempat 
madzhab fi qh Kawin Kontrak dikenal dengan nikah mut’ah. Semua 
madzhab empat berpendapat bahwa nikah ini dilarang mutlaq. 
Hanya dari golongan Syi’ah saja yang memperbolehkan. Dan jika 
melihat latar belakang terbentuknya KHI, dapat diketahui bahwa 
KHI berawal dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan diketahui 
secara umum bahwa keempat madzhab fi qh panutan KHI sangat 
dominan dalam masyarakat Indonesia terutama madzhab Syafi ’i. 
Sementara madzhab Syi’ah sangat sempit sekali pengaruhnya. 
Dengan demikian cukup dikatakan bahwa masyarakat Indonesia 
secara umum tidak menyukai praktek Kawin Kontrak. Meskipun 
disana-sini masih terjadi praktek Kawin Kontrak barangkali itu 
hanyalah kelakukan oknum tak bertanggung jawab. Keadaan ini 
menambah bekal tersendiri dalam memutuskan tidak diaturnya 
Kawin Kontrak dalam KHI.

B. Tinjauan Paradigma CLD-KHI terhadap Poligami 
dan Kawin Kontrak

Terbentuknya CLD-KHI serta pandangan hukumnya terhadap 
Poligami dan Kawin Kontrak dapat dilihat dari beberapa hal sebagai 
berikut:

1. Latar Belakang dan Proses Penyusunan CLD-KHI

Dari latar belakang dan proses penyusunan CLD-KHI dapat
diambil beberapa bagian menarik untuk dianalisa antara lain:

a. CLD-KHI menegaskan KHI dengan UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
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Dalam UU tersebut terdapat 10 Hak Asasi Manusia dan 
Kebebasan Dasar Manusia. Pertama, hak untuk hidup. Kedua, 
hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ketiga, hak 
mengembangkan diri. Keempat, hak memperoleh keadilan. 
Kelima, hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa 
aman. Ketujuh, hak atas kesejahteraan. Kedelapan, hak turut 
serta dalam pemerintah. Kesembilan, hak wanita. Kesepuluh, 
hak anak.6 Maka dari sudut perspektif UU tersebut, CLD-KHI 
merupakan rancangan UU yang telah mengakomodir Hak 
Asasi Manusia, sebab CLD-KHI telah mencakup keseluruhan 
Hak Asasi Manusia dalam UU tersebut.7 Sementara KHI secara 
sekilas tidak mengakomodir hak-hak dalam UU tersebut. 
Karena KHI terkesan bersifat patriarki. Namun yang menjadi 
pertanyaan mengapa dalam UU tersebut hak-hak kaum lelaki 
tidak disebutkan secara tertulis? Maka UU itu harus diperiksa 
lagi demi untuk keadilan.          

b. CLD-KHI dihasilkan dari penelitian

Dalam hal ini ternyata CLD-KHI tidak berbeda dengan KHI,
keduanya merupakan hasil penelitian dengan menggunakan
metode komparasi. Namun barangkali yang patut dijadikan
catatan bahwa seandainya CLD-KHI tidak bersifat negasi
terhadap KHI dan tidak menuangkannya dalam bentuk CLD
sebagaimana hal ini diakui oleh Musdah Mulia maka tidak
akan menimbulkan konfl ik.

2. Metodologi CLD-KHI

Mengenai paradigma CLD-KHI sebagaimana dijelaskan
oleh Moqsith Gozali sebagai berikut. Pertama, mengungkap dan 
merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara 
memadai dalam sejumlah kitab ushul fi qh. Kedua, sekiranya usaha 
pertama tidak lagi memadai maka dengan membongkar bangunan 
paradigma ushul fi qh lama dengan cara: 
6  Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
7  Lihat Materi CLD-KHI
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a. Mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme
dari elitis ke populis

b. Bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese para penafsir
berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama
sebagai objek dan dirinya sebagai subjek dalam suatu dialektika
yang seimbang.

c. Memfi kihkan syari’at atau merelatifkan syari’at. Syari’at harus
diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya 
prinsip-prinsip Islam (ghayat) berupa keadilan, persamaan,
kemaslahatan, penegakan HAM.

d. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran.

e. Mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (istiqro’iy)

Dia juga menawarkan beberapa kaidah ushul fi qh alternatif. 
Pertama, kaidah al-Ibrah bi al-Maqashid La bi al-Alfadz (yang 
menjadi patokan adalah maksud syari’ah, bukan lafadz dalam 
teks). Kedua, kaidah Jawaz Naskh al-Nushush bi al-Maslahah 
(dibolehkan menasakh teks dengan maslahah). Ketiga, kaidah 
Yajuzu Tanqih al-Nushush bi al-Aqlil al-Mujtama’ (mengoreksi 
teks dengan akal publik)

Tawaran diatas ditanggapi oleh Shiddiq al-Jawi dengan 
menjelaskan tiga hal:

1. Bahwa dalam CLD-KHI terdapat Muatan Ideologi Kapitalisme

Menurutnya hal ini karena beberapa perspektif yang dipakai
yaitu gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi.
Semua perspektif ini lahir dari ideologi kapitalisme yang
berpangkal pada sekularisme. Menurutnya sebagai sebuah
ideologi, kapitalisme memiliki ide dasar dan ide-ide cabang
yang dibangun diatas aqidah tersebut. Ide dasar kapitalisme
adalah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), sebuah 
ide yang muncul di Eropa. Di atas ide dasar sekularisme ini
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dibangunlah berbagai ide cabang dalam ideologi kapitalisme 
seperti demokrasi, gender, pluralisme, hak asasi manusia 
dan kebebasan. Jadi melihat runtutan ini maka Sidiq al-Jawi 
menegaskan bahwa draft CLD-KHI yang ada sesungguhnya 
tidak mencerminkan Hukum Islam melainkan mencerminkan 
dan mengekspresikan ideologi kapitalisme yang kafi r dan alat 
penjajahan Barat atas umat Islam dibidang hukum keluarga.

2. Problem Metodologis draft CLD-KHI

Menurutnya muatan ideologis kapitalisme tersebut akhirnya
berdampak lebih lanjut dalam aspek metodologinya,

Pertama, maslahat telah digunakan sebagai standar bagi segala 
sesuatu. Hal ini dikatakan tidak benar sebab standar perbuatan 
dan aktifi tas manusia dalam Islam adalah halal-haram (hukum 
syara’). Sesuai akidah syari’ah: al-Hasan Maa Hassanahu as-
Syar’u wa al-Qobih Maa Qabbahahu al-Syar’u (apa yang baik
adalah yang baik menurut pandangan hukum syara’ sedang
apa yang buruk adalah yang buruk menurut pandangan
hukum syara’). Adapun maslahat bukanlah standar perbuatan
dan bukan pula dalil hukum syara’. Pemahaman yang benar
tentang posisi maslahat terhadap syari’at seharusnya adalah
Haitsuma Yakunu As-Syar’u Takunu Al-Maslahah (dimana
ada penerapan syari’ah maka disana akan ada maslahah).
Itulah yang benar, bukan Ainama Wujidat Al-Maslahat Fa
Tsamma Syar’ullah (dimana ada maslahah maka disana ada
hukum Allah).

Kedua, penggagas CLD-KHI terjerumus dalam kekeliruan yang 
parah dalam hal hubungan kenyataan (al-waqi’) dengan hukum 
syara’. Mereka berpandangan bahwa kenyataan adalah sebagai 
faktor determinan yang menentukan suatu hukum syara’. Dalam 
falsafah hukum Barat salah satu prinsipnya adalah “al-Qanun 
Waladu ad-Dzuruf al-Ijtima’iyyah” (undang-undang adalah anak 
kandung yang lahir dari situasi dan kondisi sosial masyarakat). 
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Memang dalam istinbath hukum pemahaman terhadap realitas 
empiris diperlukan. Namun ada 3 (tiga) hal langkah yang harus 
ditempuh mujtahid dalam menggali hukum: Pertama, memahami 
fakta/problem secara apa adanya (Fahmul Musykilah Al-Qaimah). 
Kedua, memahami nash-nash syara’ yang berkaitan dengan 
fakta tersebut. Ketiga, mengistimbathkan hukum dari nash dan 
menerapkannya pada fakta. Jadi dalam proses istinbath hukum 
memang benar bahwa pemahaman terhadap fakta empiris sangat 
diperlukan bahkan mutlak. Tapi posisinya bukanlah sebagai 
penentu status hukum melainkan sebagai langkah awal yang mutlak 
harus dilakukan untuk memahami fakta yang akan menjadi sasaran 
penerapan hukum. Fakta inilah yang diistilahkan sebagai manath.

Pembaruan fi qh yang dirumuskan sangatlah gegabah. Langkah-
langkahnya hanyalah operasionalisasi kaidah-kaidah berpikir 
kapitalistik-sekularistik dengan memperalat bahasa-bahasa fi qh. 
Misalkan tentang revitalisasi kaidah ushul al’-Ibrah Bi Khususis 
Sabab Laa Bi Umumil Lafdzi sangatlah absurd. Sebab terkesan 
hanya mencomot kaidah marginal (marjuuh). Mengenai kaidah 
al-‘Ibrah bil Maqashid Laa bil al-Fadz (yang menjadi patokan 
adalah maksud syari’ah, bukan lafadz dalam teks) dan Jawazu 
Naskh Nushush Bil Maslahah (dibolehkan menasakh teks dengan 
maslahah) dikatakan bahwa keduanya tidak ada dalam khazanah 
Islam, sebab keduanya adalah kaidah berpikir sekularistik yang 
menjadikan manfaat sebagai standar segala sesuatu. Substansinya 
adalah utilitarianisme atau pragmatisme, bukan ide-ide Islam.8          

3. Pandangan CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

Sebagaimana termaktub dalam draft CLD-KHI pasal 3 ayat 
1 dan 2 bahwa draft tersebut menganut asas monogami dalam 
perkawinan dan mengharamkan secara mutlak terhadap Poligami. 
Draft tersebut berpegangan pada al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 129 
yang menyatakan pemenuhan keadilan tidak akan pernah terwujud. 
Sedangkan golongan yang menganut asas Poligami berpendapat 
8  M. Shiddiq al-Jawi, “Majalah Majelis Mujahidin”, edisi Jum’at (24 Desember 2004)
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bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan 
dalam hal cinta. Urusan cinta bagi setiap orang menjadi masalah 
yang sangat pribadi tersendiri. Kemampuan seseorang untuk 
mencitai orang lain sangat bervariatif. Sehingga barangkali tidak 
mungkin seseorang mencintai seseorang dengan kadar yang sama. 
Pendapat ini didukung oleh hadits Nabi tentang ketidak mampuan 
Nabi dalam hal membagi cinta dengan kadar yang sama. Hal 
ini sangat berlawanan sekali dengan pendapat CLD-KHI bahwa 
keadilan yang dimaksud adalah keadilan materi.

Jika melihat latar belakang dan metodologi CLD-KHI akan 
dapat diketahui mengapa draft ini antipati dengan Poligami. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Musdah Mulia bahwa draft ini 
hasil penelitian selama dua tahun. Menggunakan survei lapangan, 
membandingkan dengan undang-undang keluarga di seluruh 
negara Islam. Pertama, Poligami memang selalu menjadi masalah 
dalam masyarakat terutama bagi penganut asas monogami. Dari 
hasil penelitian Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah setidaknya 
didapatkan dua kasus mengenai permohonan Poligami dan gugatan 
Poligami. Pada kasus yang pertama seorang suami mengajukan 
permohonan ke Pengadilan Agama Sleman untuk berPoligami. 
Dalam kasus ini meskipun isterinya mengizinkan suaminya untuk 
berPoligami dan PA mengabulkan permohonan tersebut karena 
telah memenuhi syarat. Namun si istri tersebut secara psikologis 
merasa tertekan dan beban batin tersebut tidak diungkapkan 
kepada suaminya. Sedangkan pada kasus kedua seorang suami 
mengajukan gugatan ke PA Jakarta Timur karena isterinya menolak 
untuk diPoligami. Pada tingkat pertama dan tingkat banding 
gugatan tersebut ditolak karena ditemukan bahwa masalahnya 
bersumber dari pihak suami. Tetapi pada tingkat kasasi gugatan 
tersebut diterima dengan putusan perceraian. Hal ini menunjukan 
bagaimana dampak lain dari pengajuan Poligami yang gagal 
mendapatkan izin pengadilan yaitu perceraian.9 Kedua, CLD-KHI 

9  Munti dan Anisah, Posisi,   111-117.
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menggunakan paradigma gender, pluralisme, hak asasi manusia 
dan demokrasi. Paradigma tersebut bisa dikatakan nyaris sesuatu 
yang baru di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. 
Dan apabila digunakan dalam menggali Hukum Islam di negara ini 
tentu akan menghasilkan produk hukum yang baru. Sebagai sesuatu 
yang baru barangkali akan membutuhkan waktu yang cukup untuk 
bisa diterima atau tidak sama sekali. Paradigma ini digunakan 
di negara Tunisia dalam hukum keluarga dan hasilnya negara 
tersebut melarang Poligami secara mutlak meskipun menimbulkan 
perdebatan yang sangat hebat diantara ulama’.10 

Setelah menolak Poligami CLD-KHI menawarkan konsep 
Kawin Kontrak. Apakah konsep ini sebagai ganti dari Poligami 
ataukah tidak ada hubungannya sama sekali? Kalau Poligami 
dikatakan telah merugikan kaum Hawa, apakah Kawin Kontrak 
tidak? Sebagai draft yang dikatakan berspektif gender ide ini 
menarik untuk didiagnosa. Ada tiga ketentuan yang bisa dianalisa 
dalam konsep ini. Pertama, dalam melakukan Kawin Kontrak si 
suami harus berstatus single, tidak boleh berPoligami. Faktor yang 
paling mendasar dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan 
adalah rasa suka sama suka yang penting tidak merugikan pihak 
lain. Jika demikian ketentuan yang pertama ini telah menghargai 
kaum wanita dan juga laki-laki. Kedua, baik suami maupun istri 
terikat oleh masa ‘iddah dan mantan istri wajib dibiayai selama 
masa ‘iddah. Ketentuan ini adalah terobosan baru bagi CLD-KHI 
sebab dalam kitab-kitab fi qh tidak ada ketentuan ini. untuk menjaga 
tanggung jawab seorang suami agar tidak seenaknya membiarkan 
mantan isterinya yang telah diceraikan setelah kontraknya selesai. 
Maka CLD-KHI telah melindungi kaum Hawa. Ketiga, Kawin 
Kontrak harus dicatatkan di PPN. Ketentuan ini juga sangat baik 
karena telah melibatkan negara dalam melindungi kaum Hawa.

Namun disisi lain perlu dilihat juga akibat-akibat lain yang 
ditimbulkan oleh Kawin Kontrak ini. Data riil menunjukan bahwa 
10  Ibid, pengantar XIV
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di Iran, negara yang secara resmi memperbolehkan Mut’ah, praktek 
aborsi mencapai 80 ribu kasus/tahun. Awal pebruari 2003 yang 
silam. Gatra mengekpos berita dan Ekhetab bahwa, dalam setiap 
bulan para pekerja kota Teheran menemukan lebih dari selusin 
janin dan jabang bayi di pembuangan sampah.11 Kasus ini banyak 
memberikan catatan berat seperti berikut ini:

1. Dilihat dari sisi agama kasus ini merupakan perbuatan dosa
besar.

2. Perbuatan ini lebih kejam dari pada yang terjadi pada zaman
jahiliyah. Pada zaman jahiliyah penguburan bayi hanya
dilakukan pada bayi perempuan sementara pada kasus ini sudah
jelas tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sebab
bukan karena jenis bayi perempuan yang menjadi alasan tetapi
hanya karena ingin menutupi aib dari janin yang dihasilkan dari
hubungan yang kurang terhormat.

3. Perbuatan ini lebih biadab dari pada yang terjadi pada zaman
jahiliyah. Pada zaman jahiliyah saja perbuatan penguburan bayi
sudah mengiris-ngiris hati dan perasaan siapapun terhadap
perbuatan biadab tersebut, maka pada kasus ini lebih sadis
karena jika bayi tersebut tidak temukan maka akan mati dengan
pelan-pelan dengan tersiksa dan jika bayi tersebut ditemukan
hewan buas maka akan mati tercabik-cabik hewan buas.

4. Perbuatan ini lebih rendah dari pada yang terjadi pada
zaman jahiliyah. Kaum jahiliyah masih bisa dimaklumi
melakukan perbuatan tersebut karena mereka adalah orang-
orang terbelakang yang tidak mengenal pendidikan dan
perikemanusiaan. Sementara manusia sekarang sudah berada
pada masa kemajuan pendidikan, kebudayaan dan peradaban.

Pengejawantahan ini patut dijadikan pertimbangan untuk 
menerapkan Kawin Kontrak di negara manapun. Terlepas apakah 
11  A. Dairobi Naji, Pondok Pesantren Sidogiri Online, “Kawin Kontrak Haram Karena 

Sentimen Politik?”, (28 Desember 2004)
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dalam Kawin Kontrak itu memuat ketentuan-ketentuan seperti 
dalam CLD-KHI atau tidak. Begitu juga dengan dilarangnya Poligami 
serta dilegalkannya Kawin Kontrak. Bukankah saling mengusik 
agama dan ruang privat itu melanggar prinsip pluralisme? Apakah 
untuk menempuh tujuan pernikahan kita harus mengorbankan 
usaha ke jalan yang salah? Apakah keimanan dan ketauhidan  harus 
dikorbankan? Lalu untuk Poligami, bukankah itu mengurangi 
tingkat prostitusi? Bukankah itu juga menolong pasangan yang tak 
punya anak? Bukankah itu menolong orang yang kesulitan? Jika 
semua itu dijalankan dengan syarat yang jauh lebih ketat, mungkin 
Poligami masih bisa dilakukan meskipun dalam realitanya susah 
mencari pria yang adil dan wanita yang rela dimadu. Untuk masalah 
Kawin Kontrak, bukankah ini merugikan wanita serta menyuburkan 
prostitusi terselubung?       

C. Tinjauan Paradigma antara CLD-KHI terhadap 
Poligami dan Kawin Kontrak dalam Perspektif 
Kualitas Kesetaraan Gender

Sebagai dua buah komponen karya ilmiah di bidang undang-
undang yang bertolak belakang maka keduanya harus didudukkan 
secara sejajar untuk mengetahui kualitas kesetaraan gender yang 
terkandung didalamnya. Ada beberapa hal yang bisa dikomparasikan 
antara lain:

1. Latar Belakang dan Proses Penyusunan KHI dan CLD-KHI

Kedua komponen ini sama-sama bentuk respon atas sesuatu.
Jika KHI adalah respon kebutuhan masyarakat dan pemerintah 
akan unifi kasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia maka CLD-
KHI adalah respon terhadap KHI yang dinilainya tidak berspektif 
gender. Keduanya juga sama-sama diawali dengan penelitian di 
masyarakat bahkan lintas negara. Sedangkan yang berbeda dari 
keduanya adalah KHI berangkat dari paduan kepentingan golongan 
dan negara. Sementara CLD-KHI hanya berangkat dari kepentingan 
golongan yang dipelopori kaum feminis. Maka untuk kesekian 
kalinya keterlibatan tiga golongan tersebut terulang lagi dalam 
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percaturan perundang-undangan. Meskipun CLD-KHI dengan KHI 
merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat namun dalam 
hal kekuatan sudah jelas yang pertama akan kalah karena tidak 
mempunyai alat ampuh berupa negara untuk memperjuangkan 
idenya. Apalagi CLD-KHI hanyalah perwakilan dari sub golongan. 
Dari sini dapat diambil beberapa poin penting antara lain:

a. Kedua komponen ini merupakan representasi dari sebuah
kebutuhan akan adanya undang-undang yang dapat melindungi 
kepentingan golongan yang dibawa oleh masing-masing.

b. Dengan tanpa bermaksud berpandangan apriori terhadap
keseriusan KHI karena adanya sokongan negara dan bersikap
apologi karena membela CLD-KHI disebabkan tidak adanya
sokongan yang memadai maka CLD-KHI ini dianggap telah
merusak tatanan Hukum Islam di Indonesia, sehingga lebih
banyak disoroti dari pada lawannya dan banyak sekali penilaian 
negatif yang diraupnya.

c. Keterlibatan golongan dari berbagai pihak dalam masing-
masing komponen tersebut berpengaruh sekali berkaitan
dengan aspirasi yang akan ditampung. Sebagaimana diketahui
bahwa dalam kepanitiaan proyek KHI hanya ada satu
perempuan yang dilibatkan itupun hanya berposisi sebagai
sekretaris. Sebuah posisi yang selama ini di stereotipkan kepada 
perempuan. Begitu juga dalam keanggotaan team penggodok
CLD-KHI didominasi oleh golongan feminis. Sebagaimana
logika umum, maka yang mendominasilah yang lebih berhasil
memperjuangkan idenya.

Permasalahan hukum memang selalu diwarnai dengan
pro kontra. Dan dalam polemik draft kontroversial yang 
memperjuangkan kaum perempuan itu sendiri, ternyata tidak 
semua pemikir perempuan muslimah mendukungnya seperti Prof. 
Dr. Huzaemah Tahedo Yanggo, Prof. Dr. Zakiah Darojat dan Prof. 
Dr. Nabilah Lubis yang tergabung dalam al-Majlis al-Alami lil 
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Alimat al-Muslimat (MAAI) atau Majelis Internasional Ilmuwan 
Muslimah. Kelompok ini menyampaikan keberatan terhadap 16 
masalah kontroversial yang terkandung dalam CLD-KHI.

2. Paradigma dan Metodologi KHI dan CLD-KHI terhadap 
Poligami dan Kawin Kontrak

Antara KHI dan CLD-KHI mempunyai paradigma yang berbeda 
sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda dalam masalah 
hukum yang sama. Yang pertama menggunakan paradigma para 
ulama salaf yang mempunyai teori yang terdapat dibeberapa kitab 
ushul fi qh maupun kaidah fi qh dari empat madzhab. Hal ini terbukti 
dari rujukan kitab-kitab yang telah diteliti. Sementara CLD-KHI 
menggunakan paradigma gender, pluralisme, hak asasi manusia dan 
demokrasi. Keduanya saling mempertahankan prinsipnya masing-
masing. Sehingga tidak ada sinkronisasi. Keadaan ini menjadikan 
penyebab perbedaan pandangan hukum terhadap Poligami dan 
Kawin Kontrak. Jika Poligami dan Kawin Kontrak disoroti dari 
cara pandang KHI maka sudah jelas bahwa Poligami diperbolehkan 
dengan syarat-syarat harus dipenuhi. Demikian juga dengan Kawin 
Kontrak akan dilarang sebagaimana pendapat madzhab empat. Ada 
dua hal yang dapat dijadikan parameter paradigma antara KHI dan 
CLD-KHI:

a. Poligami

Dalam prakteknya Poligami memang selalu bermasalah dalam 
kurun sejarah kapanpun sehingga sangat logis apabila dilarang. 
Tetapi ketentuan ini tersurat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ 
meskipun masih intrepetable. Ditambah lagi dengan tidak adanya 
hadits yang melarang Poligami. Nah ketika CLD-KHI mengharuskan 
asas monogami dengan melarang Poligami secara mutlak, tampak 
sekali egoisme undang-undang ini dalam berparadigma. Sementara 
KHI dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi menunjukan 
bahwa secara normativ KHI lebih cenderung pada monogami. 
Tetapi untuk menjaga madlarat yang lebih besar maka Poligami 
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dihalalkan secara alternatif. Hal ini sejalan dengan kaidah fi qh 
“Dar’ul Mafasid Muqoddamun ‘Ala Jalbil Mashalih”. Menurut KH. 
Sholahuddi Wahid (anggota komnas HAM) kalau KHI mengandung 
ketentuan yang melarang Poligami yang notabene tidak dilarang oleh 
agama Islam, berarti telah membawa negara untuk mengintervensi 
ketentuan agama Islam. Justru intervensi seperti merupakan 
sesuatu yang ditolak oleh kawan-kawan yang menyusun CLD-KHI. 
Dalam hal ini KHI tampak lebih moderat dan bijaksana dari pada 
CLD-KHI.

b. Kawin Kontrak

Dilihat dari segi akad dan tujuannya, ada dua macam bentuk 
kawin yang memiliki kemiripan yaitu Kawin Kontrak dan kawin 
muhallil. Dikatakan memiliki kemiripan karena antara keduanya 
dibatasi oleh waktu. Dalam kawin Muhallil seorang laki-laki berniat 
mengawini wanita agar wanita itu halal bagi mantan suaminya 
yang telah mentalaq tiga. Jika dicermati secara mendalam betapa 
tragisnya seorang wanita dalam kawin ini. dia telah dijadikan objek 
pemuasan nafsu oleh orang yang melakukan Muhallil. Belum lagi jika 
dari pernikahan itu membuahkan janin, setelah mantan suaminya 
yang menyuruh Muhallil mencabut mandatnya. Maka anak yang 
lahir akan ditinggalkan bapaknya yang asli. Dalam kasus ini 
perempuan mengalami kerugian harga diri dan materil. Sementara 
dalam Kawin Kontrak kerugian perempuan akan bertambah, sebab 
setelah masa kontraknya selesai maka tidak ada orang lagi yang akan 
menanggung nafkah perempuan selamanya. Meskipun setiap orang 
pasti ada jodohnya tetapi itu masih spekulasi. Dari sini menjadi 
pertanyaan besar mengapa CLD-KHI yang memperjuangkan 
kesetaraan gender mengharapkan dilegalkannya Kawin Kontrak. 
Dari sini dapat dipahami paradigma KHI secara terbalik. 
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BAB V
KESIMPULAN

Dari pembahasan masalah di atas maka dapat disarikan 
beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut:

a. Posisi KHI dan CLD-KHI duduk secara vis-à-vis. Keduanya
berangkat dari paradigma hukum yang berlawanan. Perbedaan
ini tentu membawa hasil yang berlawanan dalam upaya
memproduksi Hukum Islam. Maka dalam memandang Poligami
dan Kawin Kontrak sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum Poligami dan ketertolakan Kawin Kontrak
adalah sesuai dengan Hukum Islam bagi KHI. Karena
ketentuan dua hal tersebut demi mengangkat derajat kaum
perempuan.

2. Pandangan CLD-KHI, justru Poligami harus dilarang karena
mengeksploitasi perempuan. Sebagaimana alternatifnya
Kawin Kontrak harus dilegalkan. Karena dalam perkawinan
Kawin Kontrak antara laki-laki dan perempuan didasari rasa
suka sama suka, sehingga saling menguntungkan.

Jadi jika dicermati maka kedua undang-undang tersebut
mempunyai tujuan yang sama dalam rangka mengangkat
derajat perempuan. Dari sini dapat dibuktikan bahwa dalam
Hukum Islam tidak ada dikotomi gender. Apabila dalam
masyarakat Islam terjadi persoalan gender maka harus
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dicermati lebih dahulu. Sebab bisa saja hal itu adalah kriminal 
murni perseorangan yang kemudian dikaitkan dengan Hukum 
Islam. 

b. Hukum Islam yang menjadi kebutuhan masyarakat Islam selalu 
mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dan berusaha 
mengadakan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. 
Demikian halnya dari pertentangan KHI dan CLD-KHI dapat 
dilihat:

1. KHI adalah undang-undang yang lahir dari sebuah kebutuhan 
yang dibuat dengan langkah-langkah terpadu dan lengkap. 
Paradigma yang digunakan adalah paradigma ulama kholaf 
dan kontemporer yang diakui oleh masyarakat secara luas. 
Kelemahan KHI hanya terlihat dalam kepanitiaan yang 
didominasi oleh kaum laki-laki. Sehingga aspirasi kaum 
perempuan tidak sepenuhnya dapat diakomodir.

2. Draft CLD-KHI juga lahir sebagai representasi dari kebutuhan 
masyarakat meskipun dalam kategori sub masyarakat yakni 
kaum perempuan. Dalam penyusunannya juga dilakukan 
dengan serius. Namun kelemahan mereka terdapat pada 
paradigma yang telah digunakan. Kelemahan yang dimaksud 
adalah paradigma ini masih belum bersahabat dengan 
masyarakat Islam Indonesia khususnya para legislatornya. 
Akibatnya draft ini dianggap telah merusak sendi-sendi utama 
Islam. Jadi melihat dari upaya keduanya maka dapat digaris 
bawahi bahwa keduanya tidak melanggar prinsip Islam. Hanya 
saja yang menjadi catatan penting dari perbedaan pandangan 
ini adalah kecermatan dalam memilah akibat-akibat dalam 
memutus suatu hukum. Sehingga benar-benar dapat 
diminimalisir segala kemafsadatan yang akan ditimbulkan. 
Sebab dalam kehidupan di dunia tidak mungkin akan selalu 
ada keselarasan dan keharmonisan sesuai dengan tujuan akhir 
penerapan Hukum Islam (Islamic Law Enforcement) yakni 
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mendahulukan upaya menolak kemafsadatan baru kemudian 
mengambil kemaslahatan. 

Apabila ada ketimpangan hukum yang dirasakan maka harus 
dilihat dengan kebijakan pemikiran yang luas dan melihat polemik 
hukum dari berbagai sudut pandang. Dari kasus munculnya draft 
CLD-KHI yang menuai banyak protes dari berbagai kalangan 
seharusnya mendudukkannya secara proporsional. Meskipun 
draft tersebut mengandung kelemahan dan nilai overnya namun 
sebagai bentuk karya ilmiah dalam bidang undang-undang maka 
tetap kita hargai. Sebagai hasil kerja team yang terdiri dari orang-
orang yang berkompeten dalam bidang Hukum Islam maka sudah 
semestinya draft ini mempunyai kelebihan misalnya bahwa draft 
ini membawa semangat pembaharuan dalam bidang Hukum Islam. 
Pembaharuan dalam Hukum Islam adalah suatu keniscayaan untuk 
menghindari kejumudan sehingga tenggelam dalam kemunduran. 
Hanya saja diakui, seandainya draft CLD-KHI ini tidak dituangkan 
dalam bentuk counter sebagaimana diakui sendiri oleh ketua team 
penyusunan rancangan ini, tetapi dengan cara yang lebih persuasif 
dan mau melibatkan orang-orang KHI dalam rencana pembuatan 
draft ini maka bisa saja kedua undang-undang ini bisa damai dan 
duduk sejajar. Demikian halnya dengan KHI, undang-undang yang 
telah diterima mayoritas umat Islam di Indonesia ini harus diakui 
sebagai karya besar umat Islam di Indonesia. Maka yang harus 
dilakukan adalah memposisikan keduanya sebagai dua komponen 
undang-undang yang saling mengisi kekurangan masing-masing 
dan untuk menggabung kelebihan dari keduanya.
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  LAMPIRAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM1

BUKU I
HUKUM PERKAWINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud dengan :
a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang 
wanita,

b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama
atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan 
kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali
dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya 
disaksikan oleh dua orang saksi;

d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang 
tidak bertentangan dengan hukum Islam;

e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa 
Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu 
yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang 
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam suami-isteri selam 
dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta 
bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh,
memeliharadan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu 
berdiri sendiri;

h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang
untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk 
kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua 

1  Disalin dari ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” , Direktorat Pembinaan Peradilan 
Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
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orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum;

i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri 
dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas 
persetujuan suaminya;

j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi 
talak berupa bendaatau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2
Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan.

Pasal 5
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-
undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

 Pasal 6
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan 

harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata 
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Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawian;
d. Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-

undang No.1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 
1974;

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami 
atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 
berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan 

dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang 
berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan 
taklik talak.

Pasal 9
1. Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena 

hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada 
Pengadilan Agama.

2. Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat 
diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan 
Agama.

Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran 

Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
BAB III

PEMINANGAN
Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang 
berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan 
oleh perentara yang dapat dipercaya.

Pasal 12
1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang 
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masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 
iddahya.

2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah 
raj”iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang 
pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum 
ada penolakan dan pihak wanita.

4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan 
tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. 
Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita 
yang dipinang.

Pasal 13
1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak 

bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan 

dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan 
kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling 
menghargai.

B AB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15
1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 
1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun 
dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
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2. Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun 
harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 
(2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi 
dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan 
yang tegas.

Pasal 17
1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di 
hadapan dua saksi nikah.

2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang 
dapat dimengerti.

Pasal 18
Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana 
diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya

Pasal 20
Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
a. Wali nikah terdiri dari :
b. Wali nasab;
c. Wali hakim.

Pasal 21
1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai 
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erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai 
wanita.

 Pertama, kelompok  kerabat laki-laki garis lurus  ke atas  yakni  ayah, kakek 
dari  pihak  ayah

dan seterusnya.

Kedua, kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki  
seayah,  dan
keturunan laki-laki mereka.

KeƟ ga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 
saudara seayah

dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan  

keturunan
laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang 
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak 
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya 
dengan calon mempelai wanita.

3. Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang 
paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari 
kerabat yang seayah.

4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni 
sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat 
seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan 
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi 

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita 
tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 
bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

Pasal 23
1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak 
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 
Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal 24
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1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad 
nikah.

2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah 
seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan 
dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah 

serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad 
nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu.
Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah 
yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29
1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria 

secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan 

kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi 
kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas 
akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

3.  Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan 
calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh 
dilangsungkan.

BAB V
MAHAR
Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 
mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 
kedua belah pihak.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan 

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
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Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan 

sejak itumenjadi hak pribadinya.
Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar 

boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar 
yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon 
mempelai pria.

Pasal 34
1. Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun 

dalm perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad 

nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula 
halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi 
sahnya perkawinan.

Pasal 35
1. Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar 

setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya 

mahar belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar 
mitsil.

Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat 

diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau 
dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang 
senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar 

yang ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.
Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, 
tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, 
penyerahan mahal dianggap lunas.

2. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, 
suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. 
Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih 
belum dibayar.
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BAB VI
LARANGAN KAWIN

Pasal 39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan :
1. Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena pertalian kerabat semenda :
a.  dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 

isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, 

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya 
itu qobla al dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis 
lurus ke atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus ke bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan 
sesusuan ke bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan 
ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn 
seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu 
perkawinan dengan pria lain;

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan 
pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama islam.
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Pasal 41
1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita 

yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-
isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) 
orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan 
atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara 
mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam 
masa iddah talak raj`i.

Pasal 43
1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri 

tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut 
putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN
Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan 
dalam bentuk :
1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46
1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-

betul terjadi kemudian, tidek dengan sendirinya talak jatuh. 
Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan 
persoalannya ke pengadilan Agama.
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3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan 
pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah 
diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

P asal 47
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 

mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan 
Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam 
perkawinan.

2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran 
harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing 
sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga 
isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk 
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama 
atau harta syarikat.

Pasal 48
1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta 

bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh 
menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga.

2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan 
tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta 
bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung 
biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49
1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua 

harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan 
maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat 
juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa 
pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini 
tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan 
atau sebaliknya.

Pasal 50
1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para 

pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan 
perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas 
persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di 
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Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan 
sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada 
suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru 
mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri 
dalam suatu surat kabar setempat.

3. Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan 
yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya 
gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh 
merugikan perjanjian y7ang telah diperbuat sebelumnya dengan 
pihak ketiga.

Pasal 51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada 

isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. 
Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga 

dan keempat, boleh doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, 
waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan 
dinikahinya itu.

BAB VIII
KAWIN HAMIL

Pasal 53
1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan 

pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, 

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung 
lahir.

 Pasal 54
1. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh 

melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai 
wali nikah.

2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali 
nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG
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Pasal 55
1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 

sampai empat isteri.
2. Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu 

berlaku adil terhadap ister-isteri dananak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.
Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat 
izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan  permohonan  Izin  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  
menurut  pada  tata  cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII 
Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau 
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 
kekuatan hukum.

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami 

yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58
Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka 

untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 yaitu :
1. adanya pesetujuan isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
4. persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis 

atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada 
sidang Pengadilan Agama.

5. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 
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seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

6. perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-
isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain 
yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan 

permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan 
atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, 
Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin 
setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di 
persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri 
atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60
1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu 

perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan.

3. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami 
atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 
menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 

perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau 
ikhtilaafu al dien.

Pasal 62
1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, 
wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-
pihak yang bersangkutan

2. Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai 
kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah 
perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri 

yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan 
salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan 
perkawinan.
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Pasal 64
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban 

mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak 
terpenuhi.

Pasal 65
1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama 

dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan 
dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai 
permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) 
oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu 

dicabut.
Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali 
permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang 
mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama.

Pasal 68
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan 

atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui 
adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, 
pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun 
tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69
1. Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan 

tersebut ada larangan menurut Undang-undanf No.1 Tahun 1974 
maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

2. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang 
ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut 
disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah 
mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan 
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan 
menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

4. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan 
acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan 
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menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar 
supaya perkawinan dilangsungkan.

5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang 
ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud 
mereka.

 BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70
Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan 
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun 
salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;

b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali 

talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah 
dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria 
tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 
hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu 
yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang 
No.1 Tahun 1974, yaitu :
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 

ataukeatas.
2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan 
dan bibi atau paman sesusuan.

5. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan 
dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi isteri pria lain yang mafqud.
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c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami 
lain;

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 
1974;
1. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh  

        wali yang tidak berhak;
2. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72
1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 
dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau isteri

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 
dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

adalah :
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

dari suami atauisteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut Undang-undang.
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam 
pasal 67.

Pasal 74
1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau 
isteri atau perkawinan dilangsungkan.

2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan 
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Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 
sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad; 
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

 b. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 
ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 
kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan 

hukum antara anak dengan orang tuanya.
BAB XII

HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang 
menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang 
lain;

2. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

3. suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
4. jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh 

suami isteri bersama.
Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri
Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
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2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat.

3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Bagian Ketiga

Kewajiban Suami
Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 
akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya 
dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4. sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna 
dari isterinya.

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isteri nusyuz.

 Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81
1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri 

selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau 
iddah wafat.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa 
aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai 
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tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan 
mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 
tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 
maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82
1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban 

memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-
masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah 
keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada 
perjanjian perkawinan.

2. Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan 
isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83
1. Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 
ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya 
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali 
hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali 
sesuadah isteri nusyuz

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 
didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
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Pasal 86
1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan 

harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, 

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi 
penuh olehnya.

Pasal 87
1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang 

diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah 
dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, 
hadiah, sodaqah atau lainnya.

 Pasal 88
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta 

bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada 
Pengadilan Agama.

Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri 

maupun harta sendiri.
Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun 
harta suami yang ada padanya.

Pasal 91
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 

berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 

benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun 

kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 

satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 
menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93
1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri 

dibebankan pada hartanya masing-masing.
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2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta 
suami.

4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada 
harta isteri

Pasal 94
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai 

isteri lebih dari seorang,masing-masing terpisah dan berdiri 
sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat 
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang 
kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c 

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk 
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya 
permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan 
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama 
seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama 
untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96
1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi 

hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang 

isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya 
kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas 
dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari 

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98
1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 

21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fi sik maupun 
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mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat 

terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila 
kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99
Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan 

oleh isteri tersebut.
Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri 

tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan 
li`an.

Pasal 102
1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari 

isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam 
jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari 
sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui 
bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang 
memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan 
Agama.

2. Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak 
dapat diterima

Pasal 103
1. Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta 

kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak 

ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan 
tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan 
yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.

3. Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), 
maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum 
Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi 
anak yang bersangkutan.
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Pasal 104
1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada 

ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya 
penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban 
memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat 
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan 
persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 
12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 
anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaanya;

c.  biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.
Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta 
anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan 
tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya 
kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan 
keslamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang 
tidak dapat dihindarkan lagi.

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan 
karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 
(1).

BAB XV
PERWALIAN

Pasal 107
1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 

tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 

perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah 
seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan 
kerabat tersebut.

4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 
oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan 
berkelakuan baik, atau badan hukum.
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Pasal 108
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan 

hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak 
atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang 

atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas 
permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, 
pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan 
wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di 
bawah perwaliannya.

Pasal 110
1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada 

di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban 
memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan 
lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah 
perwaliannya.

2. Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan 
harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila 
perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di 
bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di 
bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul 
sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

4. Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 
ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban 
wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang 
ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111
1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada 

di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai 
umur 21 tahun atau telah menikah.

2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama 
berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang 
berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan 
kepadanya.

Pasal 112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya 
menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.
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BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena :
1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. atas putusan Pengadilan.

 Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain;

e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 
isteri;

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga;

g. Suami menlanggar taklik talak;
h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga.
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Pasal 117
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama 

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118
Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak 

rujujk selamaisteri dalam masa iddah.
Pasal 119

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi 
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 
iddah.

2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120
Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga 

kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat 
dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan 
setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi 
perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121
Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang 

dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri 
dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122
Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan 

pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan 
suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu 

dinyatakan di depan sidang pengadilan
Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri 
untuk selama-lamnya. 

Pasal 126
Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan 

atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari 
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isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut.

Pasal 127
Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan 
atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan 
kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau 
pengingkaran tersebut dusta”

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan 
sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-
kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut benar”;

c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu 
kesatuan yang tak terpisahkan;

d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, 
maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128
Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan 

Agama.
Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian
Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya 
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai 
dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan 
itu.

Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya 
hukum banding dan kasasi

Pasal 131
1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan 

dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga 
puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta 
penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
maksud menjatuhkan talak.
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2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah 
pihak danternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta 
yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah 
tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang 
izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami 
mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, 
dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) 
bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin 
ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap 
maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan 
perkawinan yant tetap utuh.

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama 
membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat 
yang merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri.

6. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk 
diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing 
diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh 
Pengadilan Agama

Pasal 132
1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada 

Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat 
tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman 
bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua 
Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada 
tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133
1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf 

b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak 
tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

1. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau 
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman 
besama.

 Pasal 134
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf 

f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama 
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mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan 
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat 
dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135
Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman 

penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai 
dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan 
putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan 
salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai 
keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136
1. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang 
mingkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan 
suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 
penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau 
barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang 
yang menjadi hak isteri

Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal 

sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan 
perceraian itu.

Pasal 138
1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak 

mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan 
dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman 
di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau 
bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh 
Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau 
mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 
dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama 
dan kedua
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3. Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima 
tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak 
atau tidak beralasan.

Pasal 140
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 132 ayat (2), panggilandisampaikan melalui perwakilan 
Republik Indonesia setempat

Pasal 141
1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau 
surat gugatan perceraian

2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu 
diperhatian tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya 
panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa 
meeka.

3. Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam 
pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian 
ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak 
dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan 
Agama.

Pasal 142
1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang 

sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan 

pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan 
untuk hadir sendiri.

 Pasal 143
1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada 
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sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada 
waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145
Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan 

perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
Pasal 146

1. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 
terbuka.

2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya 
terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah 
mempuntai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147
1. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan 

Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada 
suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah 
dari masing-masing yang bersangkutan.

2. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu 
helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk 
diadakan pencatatan.

3. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan 
kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan 
tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

4. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang 
tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa 
mereka telah bercerai.

5. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal 
perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan 
panitera.

6. Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah 
tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai 
salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud 
dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah 
yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungka dan bagi 
perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu 
disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

7. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) 
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menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila 
yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami 
atau isteri atau keduanya.

Pasal 148
1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan 

khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau 
lasan-alasannya.

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil 
isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-
masing.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan 
penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-
nasehatnya.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau 
tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan 
tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan 
sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat 
dilakukan upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 131 ayat (5)

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya 
tebusanatau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan 
memutuskan sebagai perkara biasa.

 BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib:
a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al 
dukhul;

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 
dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau 
nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 
apabila qobla al dukhul;



160

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum 
mencapai umur 21 tahun

Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan ruju`kepada bekas istrinya yang 

masih dalam iddah.
Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak 
menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas 

suaminya kecuali ia nusyuz.
Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153
1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu 

tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya 
putus bukan karena kematian suami.

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al 

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi 

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda 
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 
sampai melahirkan;

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda 
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 
sampai melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya 
qobla al dukhul.

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama 
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
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perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu 
dihitungsejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu 
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga 
kali waktu haid.

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu 
tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali 
waktu suci.

Pasal 154
Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat huruf b, ayat (5) dan ayat 
(6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah 
menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas 
suaminya.

Pasal 155
Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena 

khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.
 Bagian Ketiga

Akibat Perceraian
Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah 

dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 

ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayahatau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah 
dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat 
yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 
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hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah 
pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 
ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak 
tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e. Silamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah 
anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasrkan 
huruf (a),(b), dan (d);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 
anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut 

dalam pasal 96,97
Bagian Keempat

Mut`ah
Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a. Belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159
Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut 

pada pasal 158
Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan 
suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak 

dapat dirujuk
Bagian Keenam

Akibat Li`an
Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk 
selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, 
sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.
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 BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163
1. Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah 
jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;

b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan 
alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164
Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan 

keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan 
Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat 

dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.
Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran 
Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat 
dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi 
yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk

Pasal 167
1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama 

isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami 
isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan 
surat keterangan lain yang diperlukan

2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii 
Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu 
memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, 
apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, 
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apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
3. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing 

yang bersangkutan besrta saksi-saksi menandatangani Buku 
Pendaftaran Rujuk.

4. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikahmenasehati suami isteri 
tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan 
dengan rujuk.

Pasal 168
1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan 
ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta 
saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 
mewilayahinya, disertai surat-surat keterengan yang diperlukan 
untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain 
disimpan.

2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari 
daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab 
hilangnya.

Pasal 169
1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang 

terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan 
Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan 
kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku 
Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri 
Agama.

2.  Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku 
Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat 
berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil 
Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah 
diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah 
tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang 
bersangkutan benar telah rujuk.

3. Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, 
tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku 
Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.



165

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170
1. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan 

masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka 
cita dan sekaligus menjaga timbulnya fi tnah.

2. Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa 
berkabung menurut kepatutan.

 BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171
Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau 
yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan 
beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum 
untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris 
baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya.

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang 
lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal 
dunia.

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 
imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup 
untuk dimiliki.
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h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
BAB II

AHLI WARIS
Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu 
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan 
bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa, beragama 
menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan 

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum 
karena:
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfi tnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174
1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:
   - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat 
warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 
selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, 
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perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih 
piutang;

c.  menyelesaikan wasiat pewaris;
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris 
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh 

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt 
dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama 
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua 
berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan 

anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.2

Pasal 178
1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara 

atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, 
maka ia mendapat sepertiga bagian.

2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh 
janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan 

anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 
seperempat bagaian.

Pasal 180
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka 
janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka 

saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing 
mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih 
2 Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal 

tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagϐian bila pewaris tidak meninggalkan 
anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam 
bagian.
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maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
Pasal 182

1. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang 
ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, 
maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan 
tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung 
atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama 
mendapat dua pertiga bagian.

2. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara 
laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua 
berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari 
bagiannya.

Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu 

melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali 
berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185
1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka 
yang tersebut dalam Pasal 173.

2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 
Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat 
sepertiga bagfi an bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi 
meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat 
seperenam bagian.

3.  Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
Pasal 187

1. bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, 
maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris 
dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian 
harta warisan dengan tugas:
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a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa 
benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian 
disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu 
dinilai harganya dengan uang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris 
sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta 
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan 

dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk 
melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris 
yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan 
dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk 
dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189
1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang 

luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya 
sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan 
bersama para ahli waris yang bersangkutan.

2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan 
karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang 
memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh 
seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar 
harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya 
masing-masing.

Pasal 190
Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-

masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah 
tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris 
adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191
Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli 

warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut 
atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada 
Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan 
umum.

BAB IV
AUL DAN RAD
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Pasal 192
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli 

warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih 
besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai 
dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya 
dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193
Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli 

waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih 
kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, 
maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu 
sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi 
berimbang di antara mereka.

 BAB V
WASIAT
Pasal 194

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal 
sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari 
pewasiat.

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal 
dunia.

Pasal 195
1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau 

tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari 

harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli 

waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat 

secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan 
dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196
Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan 

dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk 
akan menerima harta benda yang diwasiatkan.
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Pasal 197
Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan 

putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 
atau menganiaya berat kepada pewasiat;

b. dipersalahkan secara memfi trnah telah mengajukan pengaduan 
bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang 
diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang 
lebih berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah 
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat 
untuk kepentingan calon penerima wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau 
memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk 
menerima wasiat itu:
a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal 

dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 

menerimanya;
c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan 

menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum 
meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.
Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan 
suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199
1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima 

wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan 
persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan 
oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua 
prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu 
dibuat secara lisan.

3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut 
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dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 
berdasarkan akte Notaris.

4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat 
dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu 

sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi 
sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya 
akan menerima harta yang tersisa.

 Pasal 201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan 

ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya 
dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan 

sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat 
menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203
1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya 

di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk 
surat-surat yang ada hubungannya.

2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 
maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali 
kepada pewasiat.

Pasal 204
1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup 

dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli 
waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita 
acara pembukaan surat wasiat itu.

2. Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris 
maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat 
atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris 
atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana 
ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka 
oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada 
penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang 
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termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah 
pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam 
kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan 
seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206
Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan 

membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan 
jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang 
yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan 

pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang 
memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit 
sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas 
untuk membalas jasa.

Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte 

tersebut.
Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 
sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap 
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210
1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal  

sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga 
di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari 
penghibah.

P asal 211
Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan 

sebagai warisan.
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Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 

anaknya.
Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam 
keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat 
persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat 

membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik 
Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan 
ketentuan pasal-pasal ini.

B UKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215
Yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang 
atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda 
miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 
kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan 
ajaran Islam.

2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum 
yang mewakfkan benda miliknya.

3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan 
benda miliknya.

4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak 
bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai 
dan bernilai menurut ajaran Islam.

5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi 
tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat 
PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan 
peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar 
dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan 
pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

7. Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), 
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diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
BAB II

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF
Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai 

dengan tujuan wakaf.
Bagian Kedua

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf
Pasal 217

1. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang 
yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum 
tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas 
kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan 
atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

3. Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat 
(4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala 
pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218
1. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara 

jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), 
yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, 
dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud 
dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219
1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri 

dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
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 c. sudah dewasa;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak berada di bawah pengampuan;
f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang 

diwakafkannya.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:
a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda 

yang diwakafkannya.
3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar 
saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan 
pengesahan.

4. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan 
sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi 
sumpah sebagai berikut:

 ”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat 
menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama 
atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun 
memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

 ”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu 
janji atau pemberian”.

 ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi 
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku 
Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan 
tujuannya”.

5. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, 
seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri 
dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat 
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis 
Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220
1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab 
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atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan 
sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
oleh Menteri Agama.

2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua 
hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan 
dan Camat setempat.

3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221
1. Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permohonan sendiri;
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

3. Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu 
alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya 
diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas 
saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

4. Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh 
salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222
Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis 

dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis 
Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

 BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN

DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF
Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan
Pasal 223

1. Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di 
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hadapan Pejabat Pembuaty Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan 
ikrar wakaf.

2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi.

4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang 
tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
a. tanda bukti pemilikan harta benda;
b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, 

maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang 
diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan 
benda tidak bergerak dimaksud;

c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari 
benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224
Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan 
mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan 
perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan 
kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN

PENGAWASAN BENDA WAKAF
Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf
Pasal 225

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak 
dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang 
dimaksud dalam ikrar wakaf.

2. Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya 
dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu 
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mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama 
Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan 
dan Camat setempat dengan alasan:
a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 

oleh wakif;
b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226
Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan 

benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

 Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 227
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan 
agama yang mewilayahinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi 

sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan 
didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 
untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya 
sesuai dengan rasa keadilan.

 PENJELASAN
ATAS

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM



180

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

PENJELASAN UMUM
1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu 
hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus 
merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan 
bangsa Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 
Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan 
lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan 
Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi 
bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan 
hukum Perwakafan.

 Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 
Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan 
pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah 
bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi ’i.

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum 
masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut 
dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan 
kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran 
terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan 
Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun 
perbandingan di negara-negara lain.

5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam 
suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam 
sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan 
Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam 
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang 
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Peradilan agama.
Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas
Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali 
anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka 

pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri 
sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula 
penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-

undang Peradilan Agama. 
Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas
Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-
undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-

undang Peradilan Agama.
Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas
Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-
undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas
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Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-

undang Peradilan Agama.
Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas
Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak 
ba’in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-

undang Peradilan Agama.
Pasal 130

Cukup jelas
Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-
undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-

undang Peradilan Agama.
Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas
Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-
undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat 
hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan 

Buku III.
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